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ABSTRAK

Nama : Agung Pambudi
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Analisis Dampak Kebijakan Pembatasan Investasi Asing

Terhadap Perkembangan dan Persaingan Pada Industri Benih

Hortikultura Indonesia

Saat ini, industri benih hortikultura dalam negeri belum mampu memenuhi
permintaan pasar. Di sisi lain, industri multinasional berkontribusi penting dalam
penyediaan benih dan perkembangan industri benih hortikultura di Indonesia. Dengan
terbitnya Undang-undang No. 13 tahun 2010, investasi asing di industri benih hortikultura
akan dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) pada tahun 2014. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat adanya regulasi pembatasan
investasi asing pada sektor industri benih hortikultura, serta untuk mendapatkan alternatif
kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan Metode
Checklist Persaingan OECD tahun 2007 yang di serangkaian pertanyaan dan evaluasi
menyeluruh mengenai pengaruh persaingan yang mungkin timbul pada industri dan pasar
benih hortikultura, melalui wawancara, studi literatur, dan data pendukung dari instansi
terkait. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan pembatasan investasi asing
berpotensi menghambat perkembangan dan persaingan di pasar, yaitu : (1) meningkatan
konsentrasi pasar; (2) munculnya hambatan memasuki pasar melalui pembatasan
penyediaan modal perusahaan; (3) mengurangi kesejahteraan konsumen; (4) menghambat
inovasi; dan (5) menghambat pertumbuhan pasar. Terkait hal ini, perlunya dilakukan
peninjauan kembali kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri hortikultura
dengan mempertimbangkan : (1) kualitas benih hortikultura di pasar; (2) harga benih
hortikultura di pasar; (3) ketersediaan dan keragaman benih hortikultura di pasar; (4) Hak
Kekayaan Intelektual ; (5) perkembangan inovasi dan transfer teknologi; (6) perkembangan
plasma nutfah; dan (7) pertumbuhan pasar perdagangan benih hortikultura.

Kata kunci :

Kebijakan, Dampak Persaingan, Pembatasan Investasi Asing, Checklist Persaingan,
Industri Benih Hortikultura
vii
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ABSTRACT

Name: Agung Pambudi

Study Program : Master of Planning and Public Policy

Title : Impact Analysis of Foreign Investment Limitation Policy towards the
Development and Competition of Horticultural Seed Industry in Indonesia

Nowadays, the domestic horticultural seed industry has not yet been able to fulfill the
market demand. On the other hand, multinational industry has an important
contribution in supplying seeds and in developing horticultural seed industry in
Indonesia. With the issuance of the Law No. 13 of the year 2010, the foreign
investment in the horticultural seed industry will be limited maximally 30% (thirty per
cent) by the year 2014. This research aims to discover the impacts incurred due to the
regulation of foreign investment limitation in the horticultural seed industry sector,
and to acquire an alternative policy to deal with the issue. The research used the 2007
OECD Competition Checklist Method whose set of questions and entire evaluation are
about the influence of the competition which might incur in the industry and market of
horticultural seeds, through interview, literature study, and supporting data from
relevant bodies. Based on the research results, it is discovered that the policy of
foreign investment limitation has the potential to hamper the development and
competition in the market because it can: (1) increase market concentration; (2) cause
some obstacles to appear to enter the market through the limitation of company capital
supply; (3) reduce the welfare of the customers; (4) hamper innovation; and (5)
hamper market’s growth. In relation to those, it is necessary to review the policy of
foreign investment limitation in the horticultural seed industry by considering: (1)
horticultural seed quality in the market; (2) horticultural seed prices in the market; (3)
the availability and variety of horticultural seeds in the market; (4) Intellectual
Property Rights; (5) innovation development and technology transfer; (6) germplasm

development; and (7) horticultural seed trading market growth.

Keywords:
Policy, Competition Impacts, Foreign Investment Limitation, Competition Checklist,
Horticultural Seed Industry
viii
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor usaha hortikultura merupakan salah satu sub sektor usaha di bidang
pertanian yang penting dan strategis karena selain komoditas hortikultura merupakan salah
satu kebutuhan pokok manusia, sektor hortikultura juga menjadi penyerap tenaga kerja dan
memberikan sumbangan yang berarti perekonomian nasional. Sektor usaha hortikultura
mencakup semua kegiatan untuk menghasilkan produk buah, sayuran, bahan obat nabati,
dan florikultura, dengan lingkup usaha industri perbenihan, budidaya maupun pasca panen.
Kontribusi hortikultura pada pembentukan PDB memperlihatkan kecenderungan
meningkat, baik pada PDB kelompok komoditas maupun keseluruhan PDB Hortikultura.
Pada tahun 2005 PDB Hortikultura sebesar Rp. 61,79 Trilliun, naik menjadi Rp. 88,333
Trilliun pada tahun 2009. Sedangkan dalam hal penyerapan tenaga kerja, pada tahun 2009
sektor hortikultura mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2.375.409 orang®. Secara rinci

nilai PDB Hortikultura tahun 2005-2009 terlihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1 Nilai PDB Hortikultura Tahun 2005-2009 (berdasarkan harga berlaku)

No Komoditas Nilai PDB (Milyar Rupiah)
2005 2006 2007 2008 2009
1. | Buah-buahan 31.694 35.448 42.362 47.060 48.437
2. | Sayuran 22.630 24.694 25.587 28.205 30.506
3. | Tanaman Hias 4.662 4,734 4,741 5.085 5.494
4. | Tan. Biofarmaka 2.806 3.762 4.105 3.852 3.896
Hortikultura 61.792 68.639 76.795 84.202 88.333

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, 2010

Salah satu faktor utama yang tak dapat diabaikan dan merupakan salah satu penentu
dalam meningkatkan produksi di sektor hortikultura adalah penggunaan benih bermutu.
Pengembangan sektor usaha hortikultura memerlukan dukungan yang kuat dari aspek
ketersediaan benih bermutu varietas unggul secara berkesinambungan. Produksi benih
hortikultura di Indonesia dilakukan oleh badan usaha swasta dan Badan Usaha Milik
Pemerintah (BUMN). Saat ini peranan badan usaha swasta lebih besar didalam

menghasilkan benih hortikultura.

! Sumber : Profil Ketenagakerjaan Pertanian/Petani Tahun 2000-2009, Kementerian Pertanian RI

Universitas Indonesia
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Sektor benih, termasuk hortikultura telah berkembang sebagai industri dan menjadi
penentu pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan akan benih hortikultura cenderung mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Saat ini, industri benih hortikultura dalam negeri belum
mampu memenuhi permintaan petani atau masyarakat, sehingga sebagian benih
hortikultura harus diimpor dari luar negeri atau menggunakan benih asal. Sejak tahun 2005
— 20009 rata-rata ketersediaan benih bermutu tanaman buah tahunan baru mencapai 28,2%,
benih tanaman hias sebesar 6,5%, benih tanaman sayuran bentuk umbi 6,04 %, benih
tanaman sayuran bentuk biji 51,9%, dan benih tanaman biofarmaka sebesar 1,7%.° Dari
data terlihat bahwa ketersediaan benih bermutu varietas unggul masih rendah. Secara rinci

data kebutuhan dan ketersediaan benih hortikultura terlihat pada tabel 1.2 :

Tabel 1.2 Kebutuhan dan Ketersediaan Benih Hortikultura Tahun 2005-2009

No Komoditas

2005 2006 2007 2008 2009

biofarmaka (ton)

Keb. Ket. Keb. Ket. Keb. Ket. Keb. Ket. Keb. Ket.
Benih tanaman
1 | buah (ribu 60.404 | 11,311 | 78.136 | 12,769 | 103,414 | 15,125 | 39256 | 18.802 | 57.675 | 25.108
pohon)
p | Benihtanaman —\ 5a 061 | 14918 | 417.229 | 25.897 | 438,001 | 27,790 | 459.995 | 35.623 | 482.995 | 39.002
hias (ribu pohon)
Benih Umbi
tanaman | (o) | 27-601 | 6.558 | 219.038 | 10.295 | 220.474 | 17.203 | 221.927 | 26.588 | 223.395 | 40.891
3 | sayuran
(Btgr']) 5132 | 1.096 | 5251 | 1.311| 5369 | 1.175| 5492 | 3.300| 5620 | 3.776
4 | Benih tanaman 30,085 | 442 | 29524 | 522 | 30,094 | 535 | 30697 | 559 | 31.310 | 561

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura 2010

Seperti sektor usaha lain, modal juga berperan penting dalam penciptaan dan
produksi benih hortikultura. Modal dalam sektor usaha hortikultura dapat berasal dari
investasi dalam negeri (PMDN) atau investasi dari luar negeri (foreign direct investment,
yang biasa disingkat FDI). Akan tetapi, dengan terbitnya Undang-undang No. 13 tahun
2010, tentang Hortikultura, pasal 100, khususnya ayat (3), investasi asing di sektor usaha
hortikultura mulai tahun 2014 akan dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen).?
Secara lengkap bunyi pasal 100 ayat (3) adalah sebagai berikut : Besarnya penanaman
modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen). Tujuan pemerintah
melakukan pembatasan investasi asing di sektor usaha hortikultura tersebut, yaitu untuk
mendorong penanaman modal dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri,

serta untuk melindungi petani dan pelaku usaha hortikultura dalam negeri.

2 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014
® pasal 100, ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2010, tentang Hortikultura
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Terkait dengan hal ini, maka investasi asing pada industri benih hortikultura juga
akan mengalami pembatasan sesuai dengan Undang-undang No. 13 tahun 2010 pasal 100
tersebut, yaitu penanaman modal di sektor industri hortikultura paling banyak 30%. Pada
industri benih hortikultura, investasi asing sangat dibutuhkan untuk penciptaan dan
produksi benih unggul. Mahalnya biaya riset (R&D), termasuk kebutuhan teknologi tinggi
yang memenuhi kebutuhan pasar dengan cepat dalam penciptaan benih memerlukan
investasi yang besar di sektor ini. Investasi asing biasanya disertai dengan adanya transfer
pengetahuan atau teknologi serta manajemen pada perusahaan penerima investasi asing
tersebut, sehingga akan lebih mudah dalam pencapaian efisiensi, sehingga produk yang
dihasilkan juga akan memiliki harga yang relatif murah atau terjangkau.

Investasi asing di sektor usaha hortikultura juga dapat meningkatkan persaingan
antar perusahaan yang bergerak disektor industri benih hortikultura. Dalam hal persaingan
harga, justru akan menguntungkan masyarakat atau petani akibat semakin rendah atau
terjangkaunya harga benih hortikultura di pasar, serta keragaman varietas benih di pasar.
Sebaliknya, dengan adanya pembatasan investasi asing di sektor usaha hortikultura,
cenderung akan memperkecil peluang masuknya pelaku usaha benih hortikultura baru,
bahkan dapat membatasi perkembangan industri benih hortikultura di Indonesia.

Selain itu, kualitas dan kuantitas benih unggul hortikultura yang dihasilkan oleh
industri benih tidak terlepas dari dukungan teknologi yang digunakan dan tingkat
pengetahuan dalam penciptaan benih hortikultura. Terkait dengan hal ini, investasi asing
yang masuk ke industri hortikultura secara langsung diiringi dengan peningkatan teknologi
dan peningkatan pengetahuan pada industri benih hortikultura nasional, sehingga akan
berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas benih unggul hortikultura yang
dihasilkan. Dalam transfer pengetahuan atau teknologi, secara langsung juga akan terjadi
peningkatan inovasi pada kegiatan penciptaan benih unggul hortikultura, melalui kegiatan
penelitian dan pengembangan (R&D) di sektor benih atau varietas hortikultura. Penelitian
ini akan melihat sejaun mana dampak yang ditimbulkan akibat regulasi pembatasan
investasi asing di sektor industri benih hortikultura, sehingga pada akhirnya didapatkam

alternatif strategi sektor industri benih hortikultura yang terkait dengan investasi asing.
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1.2. Permasalahan Penelitian

Investasi asing berperan penting dalam tumbuh kembangnya industri benih hortikultura.
Adanya regulasi pembatasan investasi asing di sektor usaha hortikultura (Undang-undang
No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, pasal 100), dengan pembatasan paling banyak
30% (tiga puluh persen), akan mempunyai dampak terhadap perkembangan sektor industri
benih hortikultura, terutama persaingan antar perusahaan yang bergerak disektor industri
benih hortikultura; perkembangan inovasi pada industri benih hortikultura; peluang
masuknya pelaku usaha pada sektor industri benih hortikultura; peningkatan teknologi dan
pengetahuan pada industri benih hortikultura, kualitas dan kuantitas benih hortikultura; dan

harga benih hortikultura.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah apa dampak yang ditimbulkan
akibat adanya pembatasan investasi asing paling banyak 30% (Undang-undang No. 13
Tahun 2010 pasal 100) pada sektor industri benih hortikultura, dan bagaimana alternatif
kebijakan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan pembatasan investasi asing

tersebut pada sektor industri benih hortikultura?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

a. Mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat adanya regulasi pembatasan investasi
asing pada sektor industri benih hortikultura (Undang-undang No. 13 Tahun 2010 pasal
100, yaitu besarnya investasi asing dibatasai paling banyak 30%) ?

b. Mendapatkan alternatif kebijakan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan

pembatasan investasi asing tersebut pada sektor industri benih hortikultura?

1.5. Hipotesis Penelitian

Regulasi pembatasan investasi asing pada sektor usaha hortikultura akan berdampak
negatif terhadap persaingan dan perkembangan sektor industri benih hortikultura, antara
lain perkembangan inovasi pada industri benih hortikultura, peluang masuknya pelaku
usaha pada sektor industri benih hortikultura, peningkatan teknologi dan pengetahuan pada

industri benih hortikultura, kualitas dan kuantitas benih hortikultura, dan harga benih
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hortikultura. Pengujian hipotesis dilakukan melalui wawancara langsung dengan pelaku
usaha, yaitu industri benih hortikultura, baik industri dengan modal asing maupun industri

dengan modal berasal dari dalam negeri (lokal).

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi sekaligus saran kepada
pihak-pihak yang terkait, khususnya pihak Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian
Pertanian selaku penggerak utama dalam pembangunan dan pengembangan produksi

hortikultura yang berdaya saing dan berkelanjutan.

1.7. Ruang Lingkup dan Pembatasan Penelitian

Obyek yang akan dijadikan fokus penelitian adalah dampak yang timbul akibat adanya
regulasi pembatasan investasi asing pada industri benih hortikultura. Cakupan kegiatan
yang akan dilakukan meliputi beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Menggali berbagai informasi dari berbagai narasumber baik dari instansi
pemerintah dan stakeholder lainnya, terkait dengan berbagai isu persaingan usaha
dalam sektor industri benih hortikultura yang dikaji.

2. Studi literatur terutama terhadap beberapa sumber data atau informasi, baik yang
bersifat kuantitatif maupun kualitatif termasuk berbagai jenis data yang
diterbitkan oleh Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

3. Penelitian melalui wawancara terutama terhadap pelaku usaha atau industri benih
hortikultura (sebagai responden), dan pembuat kebijakan yang terkait dengan
penelitian.

4. Proses pengolahan dan analisis data, termasuk informasi terkait dengan sektor
yang dikaji.

Adapun cakupan industri yang akan dikaji dalam kegiatan kajian ini adalah lingkup
nasional dengan uji petik pada beberapa industri yang dianggap memenuhi prinsip

keterwakilan guna menjawab permasalahan dan tujuan dari kegiatan penelitian.
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1.8. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara deskriptif yang dibagi menjadi empat bagian dengan

sistematika sebagai berikut:

Bab | merupakan pendahuluan yang akan menjadi pengantar penelitian secara
keseluruhan. Dalam bab | dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah,
ruang lingkup dan manfaat penelitian.

Bab 11 berisi tentang kerangka pemikiran dan studi literatur sebagai referensi dalam
melihat permasalahan yang ada.

Bab 111 berisi tentang metodologi yang digunakan untuk menganalisa masalah yang
ada.

Bab IV berisi tentang diskripsi industri dan kebijakan perbenihan hortikultura di
Indonesia. Dalam bab ini akan dibahas tentang gambaran umum perkembangan
industri benih hortikultura di Indonesia, baik industri swasta atau Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), serta hal-hal yang terkait dengan sistem perbenihan
hortikultura di Indonesia.

Bab V berisi tentang analisis dan pembahasan mengenai dampak kebijakan
pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura dengan metode
“Checklist Persaingan” (Competition Checklist) dalam RIA (Regulatory Impact
Assessment), dan didukung data-data yang relevan dengan penelitian.

Bab VI merupakan bagian akhir dari penelitian yang merupakan penutup. Dalam
hal ini hasil penelitian yang ada akan disimpulkan secara ringkas sekaligus
mmemuat saran atau rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan dilakukan.
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BAB 2
STUDI LITERATUR DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1. Studi Literatur

2.1.1. Definisi Hortikultura, Sektor Usaha Hortikultura, dan Industri
Benih Hortikultura

Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura,
yang dimaksud hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah,
sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut,
dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau
bahan estetika. Sedangkan yang dimaksud usaha hortikultura adalah semua
kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang
berkaitan dengan hortikultura. Dalam undang-undang ini juga disebut bahwa
benih hortikultura, adalah tanaman hortikultura atau bagian darinya yang
digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman
hortikultura. Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa industri
benih hortikultura adalah industri atau perusahaan yang bergerak dalam
penciptaan atau produksi benih buah, sayuran, bahan obat nabati, dan
florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi

sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

2.1.2. Pengertian Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing (PMA) merupakan suatu usaha yang dilakukan
oleh pihak asing dalam rangka menanamkan modalnya disuatu negara dengan
tujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui suatu kegiatan produksi atau
jasa. Bentuknya dapat berupa cabang perusahaan multinasional, lisensi, joint
venture, atau lainnya. Menurut Jhingan (2004), penanaman modal asing
merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah atau warga
negara asing di dalam negeri negara pengimpor modal, dan PMA dapat
dimasukan dalam bentuk modal swasta atau modal negara. Sedangkan menurut
Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2007, pengertian penanaman

modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah
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negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang
menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan
penanam modal dalam negeri.
Anoraga (1994) menyatakan bahwa penanaman modal asing dapat
dilakukan dalam dua bentuk investasi, yaitu:
1. Investasi Portofolio
Investasi Portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat
berharga seperti saham dan obligasi. Dalam investasi portofolio, dana yang
masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga (emiten), belum tentu
membuka lapangan kerja baru. Sekalipun ada emiten yang setelah mendapat
dana dari pasar modal untuk memperluas usahanya atau membuka usaha
baru, hal ini berarti pula membuka lapangan kerja. Tidak sedikit pula dana
yang masuk ke emiten hanya untuk memperkuat struktur modal atau mungkin
malah untuk membayar hutang bank dimana dalam proses ini tidak terjadi
alih teknologi atau alih keterampilan manajemen.
2. Investasi Langsung
Investasi langsung atau disebut juga dengan penanaman modal asing
langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) merupakan bentuk investasi

dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal membedakan secara tegas antara investasi langsung
(direct investment) dan investasi tidak langsung (portfolio investment). Hal ini
dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2, dimana menyatakan bahwa : “penanaman
modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia” adalah
penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak

langsung atau portofolio.

2.1.3. Penanaman Modal Asing Langsung atau Foreign Direct Investment
(FDI)

Krugman & Obstfeld (1999) menyatakan bahwa Penanaman Modal
Asing Langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) adalah suatu arus

pemberian pinjaman atau pembelian kepemilikan perusahaan luar negeri yang
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sebagian besar modalnya dimiliki oleh penduduk dari negara yang melakukan
investasi (investing country).

(Hady, 2001) menyatakan FDI adalah investasi riil dalam bentuk
pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, tanah,
bahan baku, dan persediaan oleh investor asing dimana investor tersebut terlibat
langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol penanaman modal
tersebut. FDI ini biasanya dimulai dengan pendirian subsidiary atau pembelian
saham mayoritas dari suatu perusahaan dimana dalam konteks internasional,
bentuk investasi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan
operasi dibidang manufaktur, industri pengolahan, ekstraksi pengolahan,
ekstraksi sumber alam, industri jasa, dan sebagainya.

Organization For Economic Cooperation (OEEC) memberikan rumusan
bahwa penanaman modal asing secara langsung (FDI) merupakan suatu bentuk
penanaman modal asing dimana penanam modal diberi keleluasaan penguasaan
dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan dimana modalnya ditanam,

dalam arti bahwa penanam modal mempunyai penguasaan atas modalnya).”

2.1.4. Dampak Penanaman Modal Asing Penanaman Modal Asing (PMA)
atau Foreign Direct Investment (FDI)

2.1.4.1. Dampak Positif Penanaman Modal Asing

Secara teori, Penanaman Modal Asing (PMA) atau Foreign Direct
Investment (FDI) di suatu negara cenderung menguntungkan atau berpengaruh
positif terhadap pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi negara yang
menjadi tuan rumah (host country) PMA tersebut. Menurut Hayami (2001) dan
Todaro dan Smith (2003), kontribusi dari FDI untuk pengembangan suatu negara
secara luas diakui meningkatkan devisa, meningkatkan pendapatan pajak,
meningkatkan manajemen dan teknologi, serta meningkatkan keterampilan tenaga
kerja di negara tuan rumah. Selain itu, FDI dapat membantu negara untuk
memecahkan lingkaran setan keterbelakangan. Studi empiris menunjukkan bahwa
FDI sangat penting karena menyediakan sumber modal, melengkapi investasi

swasta domestik, dan menghasilkan lapangan kerja baru serta transfer teknologi

* Hulaman Panjaitan dan Anner Sianipar, Hukum Penanaman Modal Asing, (Jakarta: CV. Indhill
Co, 2008), hal. 41.
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dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tuan rumah. Investasi asing
dapat memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap kemiskinan
pengurangan di negara tuan rumah, melalui pertumbuhan ekonomi yang
menghasilkan peningkatan standar hidup karena peningkatan PDB, peningkatan
teknologi dan produktivitas, serta lingkungan ekonomi. Dampak langsung dari
FDI terhadap kemiskinan dapat dilihat melalui peningkatan lapangan kerja dan
pengurangan orang yang hidup di bawah garis kemiskinan akibat peningkatan
permintaan untuk tenaga kerja.

Sedangkan Klein et al. (2001) menyatakan bahwa investasi asing
mendorong pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kapasitas
manajemen pemerintah. Dampak positif ini juga akan meningkatkan jaring
pengaman bagi negara dan distribusi pendapatan. Krugman & Obstfeld (1999)
menyatakan bahwa FDI merupakan salah satu faktor utama pendorong
perekonomian negara. FDI, selain sifatnya yang permanen dalam jangka panjang,
juga memberi andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen dan
membuka lapangan kerja baru (Krugman & Obstfeld, 1999).

John W. Head mengemukakan tujuh keuntungan investasi asing, yaitu :
(1) menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga
mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka; (2)
menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah
sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru; (3)
meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendapatkan penghasilan tambahan
dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan
penduduknya; (4) menghasilkan pengalihan teknis dan pengetahuan yang dapat
digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain; (5)
memperluas potensi keswasembadaan negara tuan rumah dengan memproduksi
barang setempat untuk menggantikan barang impor; (6) menghasilkan pendapatan
pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi
kepentingan penduduk negara tuan rumah; dan (7) membuat sumber daya negara
tuan rumah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, agar lebih baik
pemanfaatanya dari semula.

Menurut Tambunan (2007), keuntungan atau pengaruh positif PMA
terhadap pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi pada negara tuan
rumah dapat melalui beberapa jalur, yaitu: (1) adanya pembangunan pabrik-
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pabrik baru yang berarti juga penambahan output atau produk domestik bruto
(PDB), total ekspor dan kesempatan kerja. Pertumbuhan total ekspor berarti
penambahan cadangan devisa yang selanjutnya peningkatan kemampuan dari
negara penerima untuk membayar utang luar negeri dan impor; (2) melalui sisi
suplai, dan bersifat tidak langsung, yaitu: adanya pembangunan pabrik-pabrik
baru berarti ada penambahan permintaan di dalam negeri terhadap barang-
barang modal, barang-barang setengah jadi, bahan baku dan input-input
lainnya. Ini berarti telah terjadi suatu efek penggandaan dari keberadaan PMA
terhadap output agregat di negara penerima; (3) terjadinya peningkatan
kesempatan kerja akibat adanya pabrik-pabrik baru berdampak positif terhadap
ekonomi domestik lewat sisi permintaan: peningkatan kesempatan kerja
menambah kemampuan belanja masyarakat dan selanjutnya meningkatkan
permintaan di pasar dalam negeri; dan (4) peran PMA sebagai sumber penting
peralihan teknologi dan knowledge lainnya. Peran ini bisa lewat dua jalur
utama. Pertama, lewat pekerja-pekerja lokal yang bekerja di perusahaan-
perusahaan PMA. Kedua, lewat keterkaitan produksi atau subcontracting
antara PMA dan perusahaan-perusahaan lokal, termasuk usaha kecil dan
menengah.

Selain itu, menurut Tambunan, penanaman modal asing diatas juga
memiliki manfaat lainnya, antara lain : (1) pada umumnya PMA mempunyai
jaringan kuat dengan lembaga-lembaga keuangan global, sehingga tidak
tergantung pada dana dari perbankan di negara penerima PMA; (2) bagi
perusahaan-perusahaan asing di negara penerima PMA yang berorientasi ekspor,
biasanya mereka sudah memiliki jaringan pasar global yang kuat, sehingga tidak
ada kesulitan dalam ekspor; dan (3) dapat menambah penghasilan negara dari

sektor pajak.

2.1.4.2. Dampak Negatif Penanaman Modal Asing

Selain memiliki dampak yang menguntungkan, penanaman modal asing
juga memiliki dampak negatif. Menurut Schneiderman (2000), kegiatan investasi
asing dapat pula mengakibatkan sejumlah dampak negatif, antara lain : (1)
semakin buruknya distribusi pendapatan karena terjadinya perbedaan tingkat upah
antara golongan pekerja; (2) mendorong pola konsumsi mewah pada masyarakat
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penerima PMA (host country); (3) ketidakseimbangan neraca pembayaran
(balance of payment) yang dapat saja terjadi karena impor lebih besar dari ekspor.®

Sedangkan menurut Huala (2004), dampak negatif penanaman modal
asing, yaitu : (1) PMA dapat melahirkan sengketa dengan negara penerima atau
dengan penduduk asli setempat, khususnya di negara-negara sedang
berkembang; (2) PMA oleh Multinational Enterprise (MNE) dapat mengontrol
atau mendominasi perusahaan-perusahaan lokal. Sebagai akibatnya, mereka
dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi atau bahkan kebijakan-
kebijakan politis dari negara penerima; (3) Perusahaan multinasional banyak
dikecam telah mengembalikan keuntungan-keuntungan dari kegiatan bisnisnya
ke negara di mana perusahaan induknya berada. Praktek seperti ini sedikitnya
telah mengurangi cadangan persediaan mata uang asing (foreign exchange
reserves) dari negara penerima; (4) Adanya tuduhan-tuduhan terhadap
perusahaan multinasional yang kegiatan usahanya ternyata telah merusak
lingkungan di sekitar lokasi usahanya, terutama di negara-negara sedang
berkembang. Pasalnya adalah, perusahaan multinasional ini telah
menggunakan zat-zat yang membahayakan lingkungan atau menerapkan
teknologi yang tidak atau kurang memperhatikan kelestarian lingkungan; (5)
Merusak aspek-aspek positif dari penanaman modal itu sendiri. Misalnya,
adanya praktek MNE yang acapkali menerapkan kegiatan-kegiatan usahanya
yang bersifat restriktif (restrictive business practices).

Secara umum, perbandingan dampak positif dan negatif Penanaman
Modal Asing (PMA) terhadap negara yang menjadi tuan rumah (host country)
dapat dilihat pada tabel 2.1.

® David Schneiderman dalam Budiman Ginting, 2008, Kepastian Hukum dan Implikasinya terhadap
Pertumbuhan Investasi di Ind5.onesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar , Fakultas Hukum, Universitas
Sumatera Utara
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Tabel 2.1 Perbandingan Dampak Positif dan Dampak Negatif Penanaman
Modal Asing (FDI) Terhadap Negara Penerima

Dampak Positif
Penanaman Modal Asing (FDI)

Dampak Negatif
Penanaman Modal Asing (FDI)

=

Meningkatkan/penambahan devisa
negara

Menambah penghasilan negara dari
sektor pajak

Meningkatkan kapasitas
manajemen pemerintah/swasta

Meningkatkan teknologi/ transfer
teknologi dan pengetahuan lainnya,
termasuk juga peningkatan
produktivitas

Meningkatkan keterampilan tenaga
kerja

Membantu negara untuk
memecahkan lingkaran setan
keterbelakangan

Menyediakan sumber
modal/melengkapi investasi swasta
domestik

Menghasilkan/meningkatkan
lapangan kerja atau kesempatan
kerja

1. Semakin buruknya distribusi
pendapatan karena terjadinya
perbedaan tingkat upah antara
golongan pekerja

2. Mendorong pola konsumsi
mewah pada masyarakat
penerima PMA

3. Ketidakseimbangan neraca
pembayaran (balance of
payment) yang dapat saja terjadi
karena impor lebih besar dari
ekspor

4. PMA dapat melahirkan sengketa
dengan negara penerima atau
dengan penduduk asli setempat

5. PMA oleh Multinational
Enterprise (MNE) dapat
mengontrol atau mendominasi
perusahaan-perusahaan lokal

6. Dapat mempengaruhi kebijakan-
kebijakan ekonomi atau bahkan
kebijakan-kebijakan politis dari
negara penerima

7. Mengurangi cadangan
persediaan mata uang asing
(foreign exchange reserves) dari
negara penerima, akibat
dikembalikannya  keuntungan
dari  kegiatan bisnisnya ke
induknya

8. Seringkali  kegiatan  usaha
perusahaan multinasional
merusak lingkungan di sekitar
lokasi usahanya, akibat
penggunaan zat-zat  yang
membahayakan lingkungan atau
menerapkan teknologi  yang
tidak/kurang memperhatikan
kelestarian lingkungan
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Sambungan Tabel 2.1

Dampak Positif
Penanaman Modal Asing (FDI)

Dampak Negatif
Penanaman Modal Asing (FDI)

9. Meningkatkan pertumbuhan
ekonomi/pendorong perekonomian
negara

10. Peningkatan standar
hidup/pengurangan orang yang
hidup di bawah garis kemiskinan
karena peningkatan PDB

11. Peningkatan lingkungan ekonomi
suatu negara

12. Menciptakan kesempatan
penanaman modal bagi penduduk

13. Meningkatkan ekspor dari negara
tuan rumah

14. Memperluas potensi
keswasembadaan negara tuan
rumah dengan memproduksi
barang setempat untuk
menggantikan barang impor

15. Menghasilkan pendapatan pajak
tambahan yang dapat digunakan
untuk berbagai keperluan, demi
kepentingan negara

16. Membuat sumber daya negara tuan
rumah lebih baik pemanfaatanya
(SDA maupun SDM)

17. Penambahan permintaan di dalam
negeri terhadap barang-barang
modal, barang-barang setengah
jadi, bahan baku dan input-input
lainnya

18. Pada umumnya PMA mempunyai
jaringan kuat dengan lembaga-
lembaga keuangan global,
sehingga tidak tergantung pada
dana dari perbankan di negara
penerima PMA

9. Adanya praktek MNE yang
kadang menerapkan kegiatan-
kegiatan usahanya yang bersifat
restriktif (restrictive business
practices)
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2.1.5. Tinjauan Dampak Penanaman Modal Asing (FDI) di Sektor Industri
Benih Hortikultura pada Beberapa Negara Terpilih

2.1.5.1. Penanaman Modal Asing (FDI) di Sektor Industri Benih Thailand

Thailand dikenal dunia sebagai negara berbasis pertanian, terutama
penghasil hortikultura, karena terbukti telah berhasil mengembangkan
agribisnis buah-buahan dan sayur-sayuran. Terobosan Thailand di bidang
agribisnis bukan hanya berhasil meningkatkan kemapanan sektor agribisnis
dalam perekonomian Thailand, tetapi juga berhasil meningkatkan citra positif
Thailand sebagai pelopor pengembangan agribisnis di Kawasan ASEAN. Salah
satu pemacu di sektor hortikultura Thailand adalah keunggulan di bidang
penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan bibit unggul melalui
rekayasa bioteknologi, bioproses dan kultur jaringan.

Kemajuan Thailand dalam bidang hortikultura tidak lepas dari peran
investasi asing, dimana kebijakan investasi telah dirumuskan dengan sangat
baik oleh pemerintah Thailand yang terfokus pada liberalisasi dan perdagangan
bebas. Seperti halnya Indonesia, Thailand juga memiliki UU Investasi, disebut
Investment Promotion Act sejak tahun 1977 dan sudah dua kali dirubah, yakni
pada tahun 1991 dan pada tahun 2001. Selain itu, pemerintah Thailand juga
mengeluarkan Foreign Business Act 1999 yang mengijinkan partisipasi asing
sepenuhnya di sektor-sektor/proyek-proyek yang dipromosikan oleh
pemerintah. Penanaman modal asing terutama yang memberikan kontribusi
pada pengembangan ketrampilan, teknologi dan inovasi secara aktif didukung
oleh pemerintah-Board of Investment/BOI (Tambunan & Tim, 2009).°

Modernisasi industri benih Thailand terjadi dan dimulai pada awal
1970, dimana pemerintah mendorong sektor swasta untuk berperan lebih besar
dalam produksi benih dan menawarkan insentif untuk berinvestasi dalam bisnis
benih. Industri benih Thailand mulai menunjukkan pertumbuhan yang cepat
sekitar tahun 1980 ketika Dewan Investasi (Board of Investment-BOI)
menyerukan kepada perusahaan-perusahaan benih untuk berinvestasi. Secara

bersamaan, untuk menghindari persaingan, pemerintah tidak akan

6 Tulus Tambunan, Anna S.N. Dasril, 2009, Kebijakan Investasi Langsung Di Vietnam Dan Thailand:
Pelajaran Apa Bagi Indonesia ?, Policy Discussion Paper Series Center For Industry, SME & Business
Competition Studies, Trisakti University, Indonesia
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menghasilkan jenis yang sama seperti benih yang sudah diproduksi oleh sektor
swasta. Kebijakan pemerintah Thailand untuk meliberalisasi industri benih
hortikultura telah menyebabkan pertumbuhan yang signifikan dari industri
benih swasta. Sekitar 80 persen dari benih unggul disediakan oleh sektor
swasta, dan lebih dari 20 perusahaan benih di Thailand aktif dalam
peningkatkan, produksi, dan pemuliaan benih. Persaingan antara perusahaan
benih di Thailand cukup tinggi mendorong produksi bibit berkualitas baik.

Di sektor industri benih hortikultura, investasi asing (FDI) boleh
diperbolehkan sampai 100 persen. Selama lima tahun terakhir, industri benih di
Thailand telah membuat kemajuan yang cukup besar dengan pengembangan
kinerja tinggi hibrida sayuran dan tanaman banyak lapangan dengan produksi
benih meningkat untuk ekspor ke lebih dari 50 negara. Benih yang diekspor
adalah benih hibrida yang dihasilkan oleh perusahaan swasta yang memiliki
kontrak atau investasi langsung dari perusahaan benih asing.” Secara
keseluruhan, industri benih swasta yang telah mendapat fasilitas dari
pemerintah terus berkembang, dengan beberapa perusahaan multi-nasional
terbaik bersaing satu sama lain. Ini telah menguntungkan petani lokal karena
semakin banyak varietas yang ditawarkan kepada mereka. Kebijakan
pemerintah terhadap liberalisasi hortikultura termasuk industri benih, telah
memberikan keuntungan besar, dan saat ini benih bukan merupakan kendala

bagi upaya pembangunan dan produksi hortikultura.

2.1.5.2. Penanaman Modal Asing (FDI) di Sektor Usaha Hortikultura
India

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting untuk pertumbuhan
berkelanjutan ekonomi di India, dimana mempekerjakan lebih dari 60% dari
populasi penduduk, dan menyumbang 18,5% dari PDB (ADB, 2007). Untuk
merangsang pertumbuhan dan pengembangan, beberapa strategi yang
diterapkan antara lain meningkatkan pro-poor investasi pedesaan, fokus pada

pertanian bernilai tinggi (termasuk hortikultura), dan liberalisasi perdagangan

! Chairerg Sagwansupyakor, Manoch Thongjium Sutevee Sukprakarn, 2003, The Seed Industry in Thailand,
APSA Country Report No. 28, Report presented at: Asian Seed 2003, Bangkok, Thailand
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dan kebijakan pasar. India adalah salah satu produsen dan eksportir utama biji
sayuran tropis di Asia. Industri Benih India mengalami transformasi luas,
melalui peningkatan peran perusahaan benih swasta, usaha patungan dari
perusahaan India dengan perusahaan benih multinasional dengan fokus pada
bioteknologi, dan perubahan luas dalam kerangka peraturan yang diharapkan
akan meningkatkan penelitian di sektor benih, pemasaran dan perdagangan di
tahun mendatang. Usaha patungan, kemitraan, merger dan akuisisi yang
berkembang secara meluas di berbagai daerah dari industri benih antara sektor
publik dan swasta serta antara perusahaan nasional dan internasional. Kegiatan
ditargetkan dalam usaha patungan tersebut meliputi kegiatan Research &
Development (R&D), produksi dan pemasaran benih hibrida.

Pemerintah mengatur industri benih dan perdagangan benih dalam
berbagai hal. UU Benih tahun 1966, Orde Kontrol Benih tahun 1983, dan
Kebijakan Biji 1988 adalah komponen utama dari kebijakan yang spesifik
untuk industri. Industri benih di India juga tunduk pada kebijakan yang
berkaitan dengan perizinan industri dan investasi asing langsung (FDI) yang
berlaku untuk semua industri. Selanjutnya pengaturan mengenai perbenihan
juga muncul pada bulan September 2001, tentang Perlindungan Varietas
Tanaman. Selanjutnya pada Juni 2002, pemerintah mengumumkan kebijakan
bibit baru yang secara signifikan mengubah kerangka regulasi. Kebijakan
benih India tahun 2002 dianggap lebih langsung dalam tujuannya untuk
mendorong pertumbuhan industri benih swasta. Pada masa kebijakan ini
memperbolehkan masuknya perusahaan besar benih internasional ke dalam
pasar India, disertai dengan konsolidasi industri melalui merger dan akuisisi.
Masuknya perusahaan besar, didukung oleh pemasaran yang tangguh dan
keunggulan teknologi.?

Akibat dari kebijakan liberalisasi industri benih, India berubah
menjadi salah satu produsen dan eksportir utama biji sayuran tropis di Asia.

Industri Benih India mengalami transformasi luas, melalui peningkatan peran

8 V. Santhy, P.R. Vijaya Kumari, Anshu Vishwanathan, R.K. Deshmukh, Legislations For Seed
Quality Regulation In India, CICR Technical Bulletin No: 38, Central Institute For Cotton
Research Nagpur, India
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perusahaan benih swasta, usaha patungan dari perusahaan India dengan
perusahaan benih multinasional dengan fokus pada bioteknologi, dan
perubahan luas dalam kerangka peraturan yang meningkatkan penelitian di
sektor benih, pemasaran dan perdagangan. Usaha patungan, kemitraan, merger
dan akuisisi yang berkembang secara meluas di berbagai daerah dari industri
benih antara sektor publik dan swasta serta antara perusahaan nasional dan
internasional. Kegiatan ditargetkan dalam usaha patungan tersebut meliputi
kegiatan Research & Development (R&D), produksi dan pemasaran benih
hibrida.

Saat ini, penanaman modal asing (FDI) di India di bidang pertanian
meliputi kegiatan hortikultura, pemeliharaan bunga, pengembangan benih,
peternakan, perikanan, peternakan ikan, dan budidaya sayuran dan jamur
diperbolehkan 100% tanpa batas di bawah rute otomatis. Masuknya investasi
asing ini mampu meningkatkan teknologi baru bagi produsen dalam menopang
pertumbuhan pertanian. Dalam hal FDI di bawah rute otomatis, investor asing
atau perusahaan India tidak membutuhkan persetujuan dari sektor yang
relevan, melainkan hanya memberitahukan dari investasinya. Berbeda dengan
"rute pemerintah,” dimana harus melalui persetujuan terlebih dahulu terhadap
investasi yang akan dilakukan. Namun, investasi asing langsung yang
diperbolehkan dalam produksi varietas unggul hibrida dan berproduktifitas
tinggi. Selain itu, peraturan investasi yang bebas asing termasuk dalam proses
rekombinan memungkinkan anak perusahaan yang dimiliki 100% dalam
kegiatan bioteknologi, dan perusahaan benih sekarang banyak memiliki anak
perusahaan 100% di India. Saat ini ada lebih dari 200 perusahaan benih swasta,
termasuk perusahaan multinasional, yang fokus pada produk bernilai tinggi,
penekanan utama untuk mendukung produksi minyak sayur, jagung, kapas, dan
tanaman hortikultura.

Akibat dari kebijakan FDI di sektor hortikultura ini, pengeluaran
sektor swasta pada R&D benih di India berkembang pesat. Menurut perkiraan,
pengeluaran pada R&D (diukur oleh investasi rupiah, tenaga teknis, ukuran
stasiun percobaan) di sektor swasta mengalami kenaikan tiga kali lipat dalam

jangka pendek sekitar 8 tahun 1988-1996. Periode ini dikaitkan dengan
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perubahan kebijakan pemerintah terhadap industri benih serta reformasi
industri ekonomi yang luas. Penelitian yang sama menyimpulkan bahwa sekitar
50% dari peningkatan yang diamati dalam R&D ini disebabkan liberalisasi
dalam kebijakan pemerintah yang memperbolehkan masuknya perusahaan

asing ke dalam industri benih.’

2.1.5.3. Penanaman Modal Asing (FDI) di Sektor Industri Benih Kenya

Kenya merupakan salah satu produsen dan eksportir utama di sektor
hortikultura. Pemerintah Kenya telah menerapkan reformasi dalam kerangka
hukum untuk PMA dalam mendorong investasi. Di Kenya tidak ada
pembatasan FDI dalam industri hortikultura (100%), dikarenakan kebutuhan
tingkat investasi yang tinggi di industri hortikultura. Investasi asing lebih
dipersyaratan bahwa harus menciptakan lapangan kerja bagi warga Kenya,
menghasilkan pendapatan pemerintah dan membawa baru teknologi ke dalam
negeri. Sektor hortikultura telah menjadi sumber terbesar ketiga devisa negara.
Lebih dari 25.000 petani kecil berpartisipasi dalam sektor ini. Selama 30 tahun
terakhir, ekspor hortikultura Kenya telah tumbuh di atas 6% per tahun. Sejak
tahun 1974 nilai total ekspor hortikultura Kenya telah meningkat secara
konstan empat kali lipat mencapai USD 167 juta pada 2000, dan mencapai
166.100 ton senilai USD 600 juta.

Hasil penelitian UNCTAD (2007), dengan memberikan akses lebih
besar untuk masuknya FDI, dapat memberikan manfaat besar bagi Kenya,
terutama dalam hal peningkatan ekspor industri hortikultura melalui jaringan
pasar, termasuk merek dan jaringan distribusi. FDI juga menjadi sarana yang
efektif untuk menyediakan sumber daya, seperti keterampilan, pelatihan,
teknologi, barang modal dan biaya yang diperlukan untuk peningkatan

keunggulan komparatif dalam industri hortikultura Kenya.™

o Pray, Ramaswami dan Kelley, 2001 dalam Bharat Ramaswami, 2002, Understanding the Seed Industry:
Contemporary Trends and Analytical Issues, Keynote paper prepared for the 62™ Annual Conference of
the Indian Society of Agricultural Economics, New Delhi 2002

Y yNcTAD (2007) Investment policy review Kenya 2007: UN: New York
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Menurut penelitian Ngige (2009)", FDI di Kenya bertanggung jawab
pada keberhasilan di sektor lain perekonomian dan telah memberikan
kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan lapangan kerja di Kenya.
Sedangkan FDI perusahaan multinasional memainkan peran utama dalam hal
penyediaan teknologi, pekerjaan dan pendanaan. Dalam studi ini, terungkap
bahwa FDI di hortikultura memiliki peran ekonomi yang signifikan dalam
perekonomian Kenya. Di sektor hortikultura, perusahaan-perusahaan
berinvestasi ke dalam berbagai sub-sektor yaitu buah-buahan, sayuran dan
bunga. Dari kegiatan hortikultura yang dilakukan, bunga menyumbang
prosentase terbesar di sektor hortikultura. Pada tahun 2008 persentase nilai
total ekspor di industri adalah; 69% untuk bunga, 27% untuk sayuran dan 4%
untuk buah-buahan. Ngige (2009) lebih lanjut mencatat bahwa industri
florikultur telah mendapatkan manfaat yang sangat besar dari pengetahuan
investor Belanda yang telah berinvestasi secara substansial di Kenya. Selain
itu, investor dari Inggris, Israel dan India telah membawa beragam
pengetahuan mereka untuk memberikan daya saing global Kenya.
Pertumbuhan industri ini telah didorong oleh investasi asing dengan perhatian
berfokus pada produktivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya alam, dan

memperhatikan keselamatan lingkungan.

Dari uraian diatas dapat terlihat bahwa FDI berpengaruh positif terhadap
pertumbuhan sektor usaha hortikultura. Secara sederhana, perbandingan
perkembangan penanaman modal asing (FDI) di sektor usaha hortikultura di
beberapa negara terpilih dapat dilihat pada tabel 2.2.

1 Ngige (2009) dalam Samuel.Njoroge-Timothy.Okech, 2011, An Assessment of the Factors Influencing
Foreign Direct Investment Inflows in Kenya’s Horticultural Industry, International Journal of Business and
Social Science-Vol. 2 No. 5; March 2011, Centre for Promoting ldeas, USA
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Tabel 2.2. Perbandingan Dampak FDI di Sektor Industri Benih Hortikultura

pada Beberapa Negara Terpilih

ditimbulkan FDI

kontribusi pada
pengembangan
ketrampilan,
teknologi dan
inovasi

e pertumbuhan
yang signifikan
dari industri
benih swasta

o Sekitar 80 persen
dari benih
unggul
disediakan oleh
sektor swasta

o produksi benih
meningkat untuk
ekspor ke lebih
dari 50 negara

¢ semakin banyak
varietas yang
ditawarkan
kepada petani

e saat ini benih
bukan
merupakan
kendala bagi
upaya
pembangunan
dan produksi
hortikultura

sektor swasta
pada R&D benih
di India
berkembang
pesat

e pengeluaran
R&D di sektor
swasta
mengalami
kenaikan tiga kali
lipat dalam 8
tahun (1988-
1996)

e mampu
meningkatkan
teknologi baru
bagi produsen
dalam menopang
pertumbuhan
pertanian

e industri benih
India mengalami
transformasi luas,
melalui
peningkatan
peran perusahaan
benih swasta,
usaha patungan
dengan
perusahaan benih
multinasional
dengan fokus
pada
bioteknologi

e saat ini India
telah India
berubah menjadi
salah satu
produsen dan
eksportir utama
biji sayuran
tropis di Asia

No. Uraian Thailand India Kenya
1. | Pembatasan FDI di tidak ada tidak ada tidak ada
industri benih pembatasan (100%) | pembatasan (100% | pembatasan (100%)
hortikultura di bawah rute
otomatis)
2 | Dampak yang e memberikan e pengeluaran e peningkatan

ekspor industri
hortikultura Kenya
melalui jaringan
pasar, termasuk
merek dan
jaringan distribusi

memberikan
kontribusi
signifikan
terhadap
pertumbuhan
lapangan kerja di
Kenya

perusahaan
multinasional
memainkan peran
utama dalam hal
penyediaan
teknologi,
pekerjaan dan
pendanaan

FDI telah
membawa
beragam
pengetahuan
mereka untuk
memberikan daya
saing global
Kenya

sektor hortikultura
telah menjadi
sumber terbesar
ketiga devisa
negara

e saat ini Kenya
menjadi salah satu
produsen dan
eksportir utama di
sektor hortikultura
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2.2. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat
pada gambar 2.1. Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sektor usaha
hortikultura yang berusaha untuk melindungi petani dan pelaku usaha hortikultura
dalam negeri, dilakukan melalui terbitnya peraturan perundang-undangan
mengenai pembatasan penanaman modal asing dalam seluruh sektor usaha
hortikultura (Undang-undang No. 13 Tahun 2010, pasal 100). Dalam aturan ini,
pemerintah membatasi penanaman modal asing paling banyak 30% (tiga puluh
persen), termasuk dalam sektor industri benih hortikultura.

Seperti diketahui, Pengembangan sektor usaha hortikultura memerlukan
dukungan yang kuat dari aspek ketersediaan benih bermutu varietas unggul secara
berkesinambungan. Sampai saat ini Industri benih hortikultura dalam negeri
belum mampu memenuhi permintaan petani atau masyarakat. Sedangkan di sisi
lain, industri multinasional/asing dalam negeri berkontribusi besar dalam
menyediakan benih unggul hortikultura baik secara kualitas maupun kuantitas.
Selain itu, dalam sektor benih hortikultura, diperlukan modal yang besar,
dukungan teknologi, sumber daya genetik, serta hal-hal lain yang diperlukan
untuk menciptakan dan memproduksi benih unggul hortikultura.

Kebijakan pemerintah mengenai pembatasan investasi asing di sektor
benih hortikultura inilah yang dianalisis menggunakan menggunakan metode
Checklist Persaingan (Competition Checklist), yaitu satu set pertanyaan
berdasarkan Toolkit Competition Assessment OECD, untuk menganalisis dampak
kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura
(Undang-undang No. 13 Tahun 2010, pasal 100). Dalam penelitian ini juga
melakukan studi literatur terhadap negara lain yang telah maju dalam industri
benih hortikultura, terutama mengenai kebijakan dalam hal pembatasan investasi
asing di sektor usaha industri benih hortikultura.
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ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMBATASAN INVESTASI ASING TERHADAP
PERKEMBANGAN DAN PERSAINGAN PADA INDUSTRI BENIH HORTIKULTURA INDONESIA

= Pengembangan sektor usaha hortikultura
memerlukan dukungan yang kuat dari aspek
ketersediaan benih bermutu varietas unggul Kondisi yang diharapkan:
secara berkesinambungan Berkembangnya sektor
= Industri benih hortikultura dalam negeri belum usaha hortikultura,
mampu memenuhi permintaan petani atau termasuk industri benih
masyarakat hortikultura, serta untuk
= Saat ini, industri multinasional/asing dalam melindungi petani dan
LATAR negeri berkontrlbl{a besar dalam menyediakan pelaku usaha hortikultura
BELAKANG benih unggul hortikultura dalam negeri
= Kebutuhan modal yang besar dalam penciptaan
dan produksi benih hortikultura

| .

Kebijakan Pemerintah :

Pembatasan investasi asing di sektor usaha hortikultura, termasuk industri benih
hortikultura (Undang-undang No. 13 Tahun 2010, pasal 100), yaitu penanaman modal
asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen).

]

= Mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat adanya regulasi pembatasan
investasi asing pada sektor industri benih hortikultura (Undang-undang No. 13
Tahun 2010 pasal 100, yaitu penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30%

TUJUAN (tiga puluh persen)

= Mendapatkan alternatif kebijakan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan
pembatasan investasi asing pada sektor industri benih hortikultura

|

Pembatasan investasi asing dalam industri benih hortikultura berdampak negatif
HIPOTESIS terhadap persaingan, sehingga menghambat perkembangan industri benih hortikultura
nasional

4

Checklist Persaingan Para pelaku usaha
Negara Lain Toolkit Competition  €— (industri benih
PEMBUKTIAN g Assessment OECD hortikultura)

HIPOTESIS T

Tinjauan dari

A 4

Data Pendukung

]

PENUTUP KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian
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BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1. Pengukuran Dampak Persaingan (OECD) *2

Pengukuran dampak persaingan adalah suatu proses evaluasi atas regulasi
pemerintah, peraturan dan/atau hukum yang bertujuan untuk : (1) mengidentifikasi regulasi
peraturan, dan/atau hukum yang dapat membatasi persaingan; dan (2) membantu
perancangan kembali kebijakan peraturan dan hukum sehingga persaingan tidak terlalu
terhambat. Pendekatan berdasarkan checklist persaingan merupakan salah satu cara untuk
memasukkan pengukuran dampak persaingan ke dalam proses Regulatory Impact
Assessment (RIA). Terkait dengan suatu regulasi, RIA adalah proses formal mengkaji
ulang regulasi baru untuk memastikan bahwa regulasi tersebut mencapai sasarannya.
Secara umum tujuan proses RIA adalah memastikan bahwa keuntungan diterapkannya
suatu regulasi lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Baik pengukuran dampak
persaingan maupun proses RIA sendiri dapat memberikan keuntungan dengan
memasukkan pengukuran dampak persaingan sebagai satu dari bagian proses RIA. Hal ini
disebabkan karena pertimbangan yang dinamis dan berorientasi pasar yang melekat pada
pengukuran dampak persaingan dilakukan secara analitik dalam keseluruhan proses RIA.

Akan tetapi jika dibandingkan, terdapat dua perbedaan potensial antara Regulatory
Impact Analysis (RIA) dengan pengukuran dampak persaingan. Analisa RIA biasanya
lebih menekankan pada segi kuantitatif dan mengevaluasi keuntungan dan biaya regulasi.
Sedangkan pengukuran dampak persaingan dirancang untuk memberikan pengukuran
kualitatif tentang pengaruh buruk terhadap persaingan yang mungkin timbul. Selain itu,
RIA dilakukan bukan dengan tujuan untuk mempelajari perilaku pelaku pasar dan
perubahannya. Aturan dan regulasi dapat mengubah dorongan yang dimiliki pelaku pasar,
dan aspek penting dalam pengukuran dampak persaingan adalah memahami dampak apa
yang mungkin ditimbulkan suatu regulasi terhadap perilaku pelaku pasar dan pengaruh
yang mungkin timbul terhadap persaingan. Secara keseluruhan, kita perlu sekali

memahami bahwa persaingan dan keuntungan yang mungkin dihasilkannya sudah pasti

2 Competition Assessment Toolkit, Competition Law and Policy, Organisation for Economic Co-operation and
Development- 2007- atau Pengukuran Dampak Persaingan-Competition Assessment Toolkit terjemahan Komisi
Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia..
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dinamis. Keuntungan yang terkait dengan efisiensi dan inovasi yang lebih besar, harga
yang lebih rendah dan keragaman barang dan jasa yang lebih banyak, tidak dapat terlihat
dengan seketika, tetapi menjadi lebih terlihat sejalan dengan waktu. Dalam hal ini, sasaran
pengukuran dampak persaingan, yang sebagian dirancang untuk mengevaluasi perubahan
dalam perilaku pelaku pasar dan meramalkan keuntungan dan biaya jangka panjang,
merupakan perangkat yang sangat penting bagi pengukuran regulasi. Dengan demikian,
evaluasi RIA yang lebih tradisional dan inisiatif baru dalam pengukuran dampak
persaingan dapat dipandang sebagai masukan pelengkap dalam meningkatkan kualitas dan
efisiensi regulasi dan, untuk lebih umumnya, pencapaian ekonomi dan kesejahteraan.

Tujuan pengukuran dampak persaingan adalah meningkatkan persaingan yang
menguntungkan, yaitu suatu proses persaingan di mana pemasok bersaing satu sama lain
untuk mendapatkan konsumen yang lebih banyak. Dalam proses ini, pemasok mencoba
meningkatkan posisi mereka dengan menawarkan kesepakatan yang lebih baik kepada
konsumen, misalnya dengan menurunkan harga, meningkatkan kualitas atau berusaha
membuat barang atau jasanya lebih mendekati keinginan konsumen. Di sisi lain, konsumen
memperoleh keuntungan dari persaingan tersebut. Untuk melakukannya, banyak cara yang
di gunakan oleh pemasok, antara lain seperti mengiklankan produk, menanamkan investasi
dalam produksi yang baru dan lebih baik, menawarkan potongan harga, dan
mengembangkan produk baru yang lebih baik dan lebih beragam melalui penelitian dan
pengembangan.

Beberapa cakupan dalam pengukuran dampak persaingan antara lain : (1). Hukum,
regulasi dan peraturan; (2) Kebijakan lama dan baru; (3) Nasional, regional, dan lokal.
Kebijakan yang berkaitan dengan pengukuran dampak persaingan akan mencakup hukum,
regulasi dan peraturan yang menerapkan hukum atau peraturan. Tidak semua wilayah
yuridis melihat hukum yang berlaku perlu mendapatkan pengukuran dampak persaingan.
Namun, perlu diingat bahwa wilayah yang paling sukses dalam melaksanakan pengukuran
dampak persaingan adalah wilayah yang juga mengaplikasikan pengukuran dampak
persaingan dalam semua bidang, termasuk hukum. Dalam hal kebijakan lama atau baru,
pengukuran dampak persaingan merupakan cara paling efektif untuk meningkatkan iklim
persaingan dalam banyak sektor. Sedangkan dalam hal lingkup wilayah (nasional, regional,
dan lokal), pengukuran dampak persaingan dapat diterapkan pada semua kebijakan

pemerintah yang dapat secara subtantif menghasilkan pembatasan persaingan. Kebijakan
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yang dapat menyebabkan batasan semacam ini kadang-kadang diterapkan pada tingkat
nasional, regional atau lokal.

Kebijakan pemerintah mungkin secara tidak sengaja menghalangi proses
persaingan, maka sangat penting untuk mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang ternyata
menghalangi proses persaingan ini dan meningkatkan kebijakan tersebut sehingga
persaingan tidak terhalang. Perangkat Pengukuran Dampak Persaingan (Competition
Assessment Toolkit) memberikan panduan mengenai hal ini. Untuk memudahkan proses
identifikasi kebijakan yang berpotensi terlalu menghambat persaingan, Perangkat
Pengukuran Dampak Persaingan (Competition Assessment Toolkit) dilengkapi dengan
Checklist Persaingan (Competition Checklist) yang memungkinkan dilakukannya
penyaringan atas suatu kebijakan sehingga kebijakan yang berpotensi mempengaruhi
persaingan dapat diidentifikasi untuk pengukuran lebih lanjut. Kedalaman pengukuran
dampak persaingan dapat dilakukan sampai pada tahap melihat pengaruh negatif yang
berpotensi timbul dari kebijakan tersebut. Untuk membantu para pembuat regulasi
menangani masalah persaingan potensial, checklist persaingan juga mengidentifikasi
alternatif untuk mengimbangi atau mengurangi pengaruh potensial terhadap persaingan.
Meskipun terdapat masalah persaingan potensial yang diindikasikan dalam Checklist, tidak
berarti masalah tersebut benar-benar ada. Akan lebih bermanfaat bila dilakukan analisis
yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa jika terdapat regulasi yang terlalu
membatasi persaingan.

“Checklist Persaingan” telah dipakai sebagai alat yang membantu pembuat regulasi
dalam melakukan pengukuran dampak persaingan tahap awal. Checklist tersebut
menyediakan tes sederhana yang dapat diterapkan pada regulasi yang diusulkan untuk
menentukan apakah diperlukan analisis mendalam atas kebijakan pemerintah baik yang
lama maupun baru terhadap persaingan.Bila satu atau lebih dari tiga tipe batasan
persaingan yang ada dalam checklist muncul, suatu pengukuran dampak persaingan secara
menyeluruh harus dilakukan. Detail pengukuran dampak persaingan secara menyeluruh
sesuai dengan besarnya pengaruh pada persaingan. Checklist Persaingan (Competition
Checklist) OECD dapat dilihat pada kolom 1.
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Kolom 1. Checklist Persaingan OECD
Untuk melaksanakan pengukuran dampak persaingan

(1). Membatasi jumlah atau lingkup pemasok
Hal ini terjadi jika regulasi yang diusulkan:

— Memberikan hak ekslusif kepada satu pemasok untuk menyediakan barang
atau jasa

— Membuat lisensi, ijin atau proses otorisasi sebagai persyaratan operasi

— Membatasi kemampuan beberapa jenis pemasok untuk menyediakan barang
atau jasa

— Secara signifikan menaikkan biaya masuk atau keluar dari pasar oleh pemasok
tertentu

— Menciptakan halangan geografis bagi kemampuan perusahaan untuk
menyediakan barang atau jasa, menginvestasikan modal atau menyediakan
tenaga kerja

(2). Membatasi kemampuan pemasok untuk bersaing
Hal ini terjadi jika regulasi yang diusulkan:
— Mengendalikan atau secara substansial mempengaruhi harga barang atau jasa

— Membatasi kebebasan pemasok untuk mengiklankan atau memasarkan barang
atau jasa

— Menentukan standar mutu produk yang memberikan suatu keuntungan bagi
beberapa pemasok atau di atas tingkat yang akan dipilih oleh konsumen yang
berwawasan luas

— Secara signifikan menaikkan biaya produksi bagi beberapa pemasok
(khususnya dengan memperlakukan pelaku usaha lama dengan cara yang
berbeda dari pendatang baru)

(3). Mengurangi dorongan pemasok untuk bersaing secara ketat
Hal ini terjadi bila regulasi yang diusulkan:
— Menciptakan suatu rezim swa-regulasi atau regulasi bersama

— Mensyaratkan atau meminta informasi mengenai output, harga, penjualan atau
biaya pemasok untuk kepentingan publikasi

— Membebaskan aktifitas industri atau kelompok pemasok tertentu dari
pelaksanaan hukum persaingan umum

— Mengurangi mobilitas konsumen di antara pemasok barang atau jasa dengan
meningkatkan biaya eksplisit maupun implisit untuk pindah pemasok
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3.1.1. Membatasi jumlah atau lingkup pemasok

Membatasi jumlah pemasok menimbulkan resiko yang dapat menciptakan kekuatan pasar
dan mengurangi persaingan. Bila jumlah pemasok menurun, kemungkinan adanya kerja
sama (atau kolusi) di antara mereka akan meningkat dan kemampuan pemasok individual
untuk menaikkan harga akan meningkat pula. Penurunan yang diakibatkan oleh
persaingan dapat mengurangi dorongan untuk memenuhi permintaan

konsumen secara efektif dan dapat mengurangi efisiensi ekonomi jangka panjang.

a. Pemberian hak eksklusif
Pemberian hak eksklusif untuk memproduksi barang atau menyediakan jasa tertentu
mencerminkan adanya monopoli swasta yang teratur. Sejak dulu, pemberian hak
eksklusif terjadi dalam konteks “monopoli alamiah”.*® Pemberian hak eksklusif,
khususnya jika diberikan dalam jangka panjang, dianggap sebagai suatu sarana
meningkatkan investasi substansial dalam bidang infrastruktur. Hal ini tidak akan
terjadi tanpa adanya jaminan akses pasar yang diberikan melalui pemberian hak
eksklusif. Hak eksklusif menimbulkan monopoli penentuan harga dan masalah lain di
dalam kekuatan pasar. Oleh sebab itu, pemberian hak eksklusif harus diberikan dengan

hati-hati dan dengan pertimbangan yang matang, dan adanya pembatasan.

b. Penetapan sistem lisensi atau ijin sebagai persyaratan operasional
Lisensi atau ijin yang diperlukan untuk kegiatan operasional harus membatasi
masuknya perusahaan baru. Persyaratan kualifikasi dapat berupa standar minimum
pendidikan formal dan/atau pengalaman, termasuk karakter. Persyaratan lisensi atau
ijin sering lebih ketat dibandingkan dengan memberikan perlindungan konsumen dan
dapat mengurangi pilihan konsumen serta menciptakan keterbatasan semu yang
mengakibatkan naiknya harga. Sebagai prinsip utama adalah bahwa pembatasan
tersebut tidak akan melakukan lebih dari yang dibutuhkan secara cukup untuk

mencapai sasaran-sasaran regulasi.

c. Pembatasan kemampuan beberapa tipe pemasok untuk menyediakan barang atau jasa
Dalam hal ini, seringkali pemerintah berusaha mempromosikan pemasok dari wilayah
tertentu, pemasok kecil, atau pemasok dengan karakteristik khusus lain dengan cara

membatasi kemampuan beberapa tipe pemasok untuk berpartisipasi dalam suatu

B Monopoli muncul jika barang atau jasa hanya dapat dibeli dari satu pemasok. Dalam “monopoli alamiah”, satu
pemasok dapat memproduksi barang atau jasa yang diinginkan secara lebih efisien dan dengan biaya total yang lebih
rendah dibanding dua atau lebih pemasok- Competition Assessment Toolkit, OECD- 2007.
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aktifitas usaha, khususnya dalam usaha mendapatkan perhatian publik. Pembatasan
semacam ini berlebihan karena terlalu membatasi jumlah pemasok yang berpartisipasi
dalam aktifitas ini, mengurangi persaingan di antara pemasok dan mengakibatkan
harga yang lebih tinggi atau persyaratan kontrak yang tidak diinginkan bagi

pemerintah.

. Secara signifikan menaikkan biaya masuk atau keluarnya pelaku usaha dari pasar.

Regulasi yang menaikkan biaya masuk atau keluarnya pelaku usaha dari sebuah pasar
cenderung mengurangi minat beberapa pelaku usaha baru potensial dan dengan
demikian mengurangi jumlah pelaku usaha dalam pasar. Contoh regulasi jenis ini
adalah persyaratan pengujian yang ketat atas suatu produk dan persyaratan untuk
memenuhi kualifikasi teknis atau pendidikan tinggi yang tidak terlalu diperlukan.
Pemerintah berusaha meminimalkan dampak persaingan dari regulasi semacam ini
dengan memberikan pembebasan yang ditargetkan. Misalnya, pabrik mobil berskala
kecil dibebaskan dari aspek regulasi pengujian kendaraan, atau berkaitan dengan

regulasi pengujian yang lebih lunak.

. Pembatasan lalu lintas barang, jasa, modal dan tenaga kerja

Regulasi yang terkadang membatasi lalu lintas barang, jasa, modal dan/atau tenaga
kerja lintas wilayah merupakan instrumen kebijakan regional. Namun, pembatasan
semacam ini, secara artifisial mengurangi wilayah geografis suatu persaingan untuk
penyediaan barang atau jasa. Hal ini mengurangi jumlah pemasok dan secara potensial
membuat pemasok mempergunakan kekuatan pasar dan menaikkan harga.

Pembatasan potensial harus diukur dengan melihat apakah ada hubungan yang jelas
antara batasan dan pencapaian sasaran kebijakan khusus, apakah pembatasan ini
berada pada tingkat minimum bagi pencapaian sasaran, apakah analisis yang
dilakukan menunjukkan bahwa sasaran kebijakan dapat dicapai dengan cara
pembatasan dan apakah pembatasan ini dibatasi waktunya melalui pemberian regulasi
yang jelas. Terdapat risiko substansial bahwa perlindungan yang “bersifat sementara”
berkembang menjadi kuasi-permanen karena lobbying yang dilakukan oleh pemasok

yang diuntungkan dari pembatasan ini.
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3.1.2. Membatasi kemampuan pemasok untuk bersaing

Regulasi dapat mempengaruhi kemampuan pemasok untuk bersaing dalam banyak cara,
termasuk melalui pembatasan periklanan dan pemasaran, penentuan standar kualitas
produk atau jasa dan kontrol atas harga jual. Batasan ini dapat mengurangi intensitas dan

dimensi persaingan, menyebabkan naiknya harga dan berkurangnya jenis produk.

a. Pengontrolan harga jual barang atau jasa

Kontrol harga ini sangat membantu konsumen dan berfungsi sebagai
penyeimbang bagi kurangnya alternatif bagi konsumen. Namun, kontrol harga juga
diaplikasikan dalam situasi di mana terdapat banyak pemasok potensial untuk
konsumen yang sama. Bila harga minimum sudah ditentukan, pemasok barang dengan
biaya rendah tidak memenangkan pangsa pasar karena tidak memberikan nilai lebih
baik kepada konsumen. Sama halnya, jika harga tertinggi telah ditentukan, dorongan
pemasok untuk menciptakan inovasi dengan memberikan produk baru dan/atau
berkualitas tinggi secara substansial dikurangi dan pemasok secara efektif
mengkoordinasikan harga mereka pada kisaran harga tertinggi.

Regulasi penetapan harga terendah kadang-kadang merupakan reaksi atas
persaingan harga yang sangat dahsyat. Dalam kasus ini, regulasi harga terendah pada
umumnya dilihat sebagai suatu sarana melindungi pemasok kecil dari persaingan
“tidak adil”. Akibat regulasi harga semacam ini diperlukan evaluasi yang hati-hati
karena dapat mengakibatkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen atau permintaan
yang tidak dapat dipenuhi. Regulasi penetapan harga tertinggi diperkenalkan sebagai
akibat yang wajar dari pembatasan masuknya pelaku usaha baru. Sebuah alternatif
yang ditawarkan adalah melonggarkan masuknya perusahaan baru ke dalam pasar.

b. Pembatasan untuk periklanan dan pemasaran
Regulasi yang membatasi kemampuan pemasok untuk mengiklankan atau
memasarkan barang dan jasa sering kali bertujuan untuk membatasi iklan yang salah
dan menyesatkan. Kadang-kadang pembatasan iklan ditujukan untuk mengurangi iklan
produk atau jasa yang dianggap memiliki nilai sosial yang negatif atau yang mengarah
pada konsumsi berlebihan. Namun dalam banyak kasus, pembatasan iklan dan
pemasaran ini terlalu luas dan terlalu membatasi persaingan. Pembatasan pada
periklanan dan pemasaran secara khusus sangat berat bagi pelaku usaha baru yang

potensial, karena regulasi ini membatasi kemampuannya untuk menginformasikan
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kepada pembeli mengenai kehadirannya dalam pasar dan mengenai sifat dan kualitas
barang dan jasa yang ditawarkannya.

. Penentuan standar produk yang memberikan keuntungan bagi beberapa pemasok atau
yang berada diatas tingkat yang akan dipilih oleh konsumen yang berwawasan luas.

Standar penentuan regulasi sering memberikan keuntungan bagi konsumen dan
dapat membantu mempromosikan tipe produk baru dengan memastikan bahwa produk
baru dari pemasok yang berbeda juga resmi. Namun penentuan standar juga dapat
memberikan keuntungan yang tidak semestinya bagi beberapa pemasok. Dalam hal
ini, regulasi dapat dirancang dalam cara yang hanya menguntungkan sejumlah kecil
pemasok, misalnya dengan mensyaratkan teknologi khusus atau dengan menentukan
standar yang ketat dan terlalu sulit atau tidak mungkin dipenuhi bagi produsen dengan
sumber daya terbatas.

Terdapat sasaran yang mantap yang mendasari penentuan standar ini, seperti
perlindungan konsumen dari resiko berkaitan dengan penggunaan produk yang
bersangkutan. Namun, jika banyak konsumen memilih harga yang rendah dibanding
keselamatan, standar ini menjadi tidak jelas. Kesejahteraan konsumen dapat dikurangi
dengan standar ini karena konsumen membeli barang yang lebih murah dengan

kualitas yang rendah, bahkan meski sudah mengetahui semua risikonya.

. Kenaikan biaya bagi pemasok tertentu

Regulasi membawa pengaruh yang tidak diinginkan berkaitan dengan naiknya
biaya bagi beberapa pemasok. Satu hal yang menyebabkan ketimpangan biaya ini
adalah regulasi yang mensyaratkan teknologi produksi tertentu. Penyebab lain adalah
“grandfather clauses” yang membebaskan pemasok lama dari regulasi lama tapi
menerapkan regulasi tersebut kepada pelaku usaha baru. Pengaturan semacam ini
memiliki potensi substansial untuk mengubah hubungan persaingan dalam industri
dengan menaikkan biaya bagi beberapa pemasok dalam jumlah yang lebih besar. Hal
ini dapat menghalangi masuknya pelaku usaha baru, mengurangi inovasi dan
menurunkan intensitas tekanan persaingan dalam pasar.

Meskipun perbedaan biaya dapat membawa dampak yang negatif, bukan
berarti regulasi mesti menyetujui pengenaan biaya yang sama bagi semua pemasok.
Dalam kaitannya dengan teknologi produktif, grandfather clauses diterapkan untuk

memastikan bahwa diperlukan waktu memadai untuk menutup biaya tertanam (sunk
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costs) dari investasi sebelumnya. Dampak anti-persaingan dari grandfather clauses
dapat ditekan dengan memastikan bahwa hal ini hanya bersifat sementara, tidak
permanen. Secara lebih umum, pendekatan skeptis tepat untuk argumen yang
berkaitan dengan grandfather clauses, karena klausul ini sering kali mempertahankan

kepentingan tetap dari persaingan potensial.

3.1.3. Mengurangi dorongan pemasok untuk bersaing secara ketat

Regulasi dapat mempengaruhi perilaku pemasok tidak hanya dengan mengubah
kemampuan pemasok untuk bersaing tapi juga dengan mengubah dorongan pemasok
untuk bertindak sebagai pesaing hebat. Dua dari alasan utama mengapa pemasok kurang
terdorong untuk bersaing, yaitu : (1) beberapa regulasi memfasilitasi koordinasi di antara
pemasok, dan (2) beberapa regulasi membuat berkurangnya keinginan, kemampuan atau
dorongan konsumen untuk pindah ke pemasok lain. Alasan lain pemasok kurang
berminat bersaing adalah pembatasan laba atau pangsa pasar yang membatasi
penghargaan dalam bersaing.

Perilaku semacam kartel** besar kemungkinan muncul pada rezim swa-regulasi
atau regulasi bersama, dengan menaikkan pangsa output dan informasi harga atau dengan
menjauhkan suatu industri atau sektor dari jangkauan hukum persaingan. Kartel sangat
berbahaya karena membatasi output dan meningkatkan harga, yang membuat keadaan

konsumen semakin buruk.

a. Swa-regulasi dan regulasi bersama
Jika sebuah asosiasi industri atau profesi bertanggung jawab penuh dalam menetapkan
regulasi perilaku anggotanya, tanpa campur tangan badan legislatif pemerintah (sering
kali atas desakan pemerintah), keadaan ini disebut “swa-regulasi”. Namun, jika
pemerintah memberikan dukungan legislatif kepada peraturan yang disusun paling
tidak sebagian oleh industri/asosiasi profesi, maka disebut “regulasi bersama”.
Struktur swaregulasi dan regulasi bersama dapat mendatangkan keuntungan

substansial dengan memastikan bahwa standar teknik yang ditetapkan sudah tepat dan

' Kartel muncul jika para pesaing membuat kesepakatan dengan tujuan meningkatkan laba bersama dengan
membatasi persaingan, misalnya dengan menentukan harga, membatasi pasokan, berbagi laba atau
memperketat penawaran-Competition Assessment Toolkit, OECD- 2007.
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mengikuti perkembangan teknologi. Namun, struktur ini memiliki dampak anti-
persaingan yang signifikan. Secara khusus, asosiasi industri/profesi menerapkan
peraturan yang mengurangi dorongan atau kesempatan persaingan yang ketat antara

pemasok barang atau jasa, seperti pembatasan periklanan dan aturan yang mencegah
pemberian potongan harga. Dan persyaratan kualifikasi yang ketat mengurangi
kemungkinan masuknya pelaku usaha baru ke dalam pasar. Pemerintah seharusnya
mencegah usaha-usaha yang dilakukan oleh asosiasi industri/profesi untuk
mempergunakan kekuatan regulasi dengan cara anti-persaingan. Perlu dipastikan
bahwa otoritas pemerintah yang terkait memiliki hak untuk menyetujui, atau menolak
peraturan asosiasi, dan sebagaimana disyaratkan dapat menggantinya dengan
peraturan pemerintah jika asosiasi itu terus mengajukan aturan yang tidak dapat

diterima.

. Persyaratan untuk menyebarkan informasi tentang harga, output atau penjualan
pemasok

Regulasi yang menyaratkan pelaku pasar menyebarkan informasi tentang harga
mereka atau tingkat produksi secara signifikan membantu pembentukan kartel, karena
salah satu persyaratan utama bagi operasi kartel adalah bahwa pelaku usaha kartel itu
secara efektif memonitor perilaku pasar pesaingnya (atau konspirator). Kartel lebih
mungkin timbul jika terdapat jumlah pelaku usaha yang sedikit dalam pasar, hambatan
masuknya pelaku usaha baru yang tinggi, produk pemasok relatif homogen dan
informasi mengenai harga atau perubahan output tersedia baik sebelum atau sesaat
setelah harga atau produksi berubah.

Regulasi yang mensyaratkan publikasi informasi seperti tingkat harga dan
output dapat diterapkan untuk memberikan informasi yang lebih banyak kepada
konsumen dan, pada gilirannya, dapat meningkatkan efisiensi pasar. Jika informasi ini
dikumpulkan hanya untuk menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan,
maka tidak perlu mempublikasikan data ini sama sekali. Jika tujuannya adalah untuk
membantu konsumen atau memberikan data umum, data secara garis besar lebih

bermanfaat dibanding data khusus yang dimiliki pemasok.

. Pembebasan dari hukum persaingan
Di banyak negara, pemasok atau sektor ekonomi tertentu diuntungkan dengan adanya

pembebasan dari hukum persaingan. Dalam beberapa kasus, sektor ini menjalankan
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hukum mereka sendiri, yaitu hukum persaingan sektor-spesifik. Dalam kasus lain,
tidak terdapat pembatasan pada pelaksanaan anti-persaingan dalam sektor ini. Jika
timbul pelanggaran substansial dari aplikasi hukum persaingan maka akan hal ini

menimbulkan kartel, permainan harga dan merger anti-persaingan.

d. Pengurangan mobilitas konsumen dengan menaikkan biaya pindah pemasok

Regulasi dapat membuat konsumen pindah pemasok dengan mempengaruhi besarnya
“switching costs” — biaya secara jelas dan implicit yang dibebankan kepada konsumen
bila pindah dari satu pemasok ke pemasok yang lain. Switching costs dapat muncul
karena berbagai alasan, termasuk syarat kontrak yang panjang atau terikatnya aset
kepada pemasok yang membuat perpindahan ini tidak nyaman, seperti yang terjadi
dengan terikatnya nomor telepon pada penyedia jasa (provider) lama. Jika konsumen
menghadapi switching costs yang tinggi, pemasok dapat mengenakan harga yang lebih
tinggi untuk barang atau jasanya. Oleh karena itu, pemasok berusaha menciptakan
switching costs yang tinggi dengan menerapkan kebijakan yang akan mengarah pada
switching costs. Dampak pro-persaingan akan adanya pengurangan atau penghapusan

switching costs sangat besar sehingga pejabat pembuat regulasi harus berusaha
menghindari kebijakan yang meningkatkan switching costs bagi konsumen. Jika
terdapat resiko yang jelas akan adanya switching costs, maka tindakan yang dapat
diambil adalah memasukkan ketentuan dalam struktur regulasi yang akan membatasi
atau melarang penerapannya. Harus diperhatikan juga besarnya switching cost sah

yang dikenakan kepada konsumen.

3.2. Pendekatan Checklist Persaingan dalam Regulasi Pembatasan Investasi Asing
di Sektor Industri Benih Hortikultura

Untuk menganalisis dampak kebijakan pembatasan investasi asing di sektor
industri benih hortikultura (Undang-undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, pasal
100, yaitu investasi asing dibatasi paling banyak 30%), digunakan metode Checklist
Persaingan (Competition Checklist), yaitu satu set pertanyaan berdasarkan Toolkit
Competition Assessment OECD-2007. Dalam Checklist Persaingan yang digunakan,
dilakukan beberapa tahapan analisis, yaitu : (a) tahap pertama, dilakukan pengukuran awal
melalui serangkaian pertanyaan sederhana (checklist competition assessment) yang

dirancang untuk mengidentifikasi apakah kebijakan pembatasan investasi asing di sektor
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industri benih hortikultura berpotensi menimbulkan bahaya terhadap persaingan atau tidak;
dan (b) tahap kedua, evaluasi yang akan dilakukan secara lebih menyeluruh mengenai
pengaruh persaingan yang mungkin timbul pada industri benih hortikultura. Selanjutnya,
pada tahapan terakhir, akan dilakukan pengukuran dampak kebijakan pembatasan
pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura terhadap pasar, baik
secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi persaingan dan

perkembangan industri benih hortikultura.

3.2.1. Tahap Pertama

Tahap ini mengandung pengukuran awal untuk mengukur skala dan lingkup
bahaya yang mungkin timbul terhadap persaingan. Pengukuran awal difokuskan pada
pasar utama yang sedang ditinjau, untuk meninjau apakah pembatasan investasi asing di
sektor industri benih hortikultura memiliki potensi signifikan dalam hal dampak anti
persaingan. Untuk melakukan evaluasi awal, digunakan Checklist Persaingan untuk
meninjau pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura memiliki
potensi signifikan dalam hal dampak anti persaingan. Setiap jawaban “ya” untuk satu
dari poin-poin yang ada di dalam Checklist Persaingan akan memerlukan pertimbangan
yang lebih menyeluruh atas aturan atau regulasi yang sedang ditinjau, karena itu dapat
menandakan bahwa terdapat masalah persaingan yang signifikan. Hal ini akan memicu
dilakukannya “pengukuran menyeluruh”.

Pada tahap pertama, akan diidentifikasi apakah kebijakan pembatasan investasi

asing di sektor industri benih hortikultura memiliki karakteristik berikut :

a. Membatasi jumlah atau lingkup pemasok,
Membatasi jumlah industri benih hortikultura menimbulkan risiko yang dapat
menciptakan kekuatan pasar dan mengurangi persaingan. Bila jumlah industri benih
hortikultura menurun, kemungkinan adanya kerja sama (atau kolusi) di antara
mereka akan meningkat dan kemampuan pemasok individual untuk menaikkan
harga akan meningkat pula. Penurunan yang diakibatkan oleh persaingan dapat
mengurangi dorongan untuk memenuhi permintaan konsumen secara efektif dan
dapat mengurangi efisiensi ekonomi jangka panjang. Meskipun terdapat alasan kuat
mengapa pembuat regulasi membatasi jumlah atau lingkup industri benih

hortikultura, sebagaimana dibicarakan di bawah ini, keuntungan dari kebijakan
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batasan masuknya perusahaan perlu diseimbangkan mengingat fakta bahwa
kemudahan masuknya industri benih hortikultura dapat membantu mencegah
industri benih hortikultura lama memanfaatkan kekuatan pasar. Kekuatan pasar
menyebabkan harga benih hortikultura yang lebih tinggi, kualitas yang lebih rendah

dan kurangnya inovasi.

Hal ini terjadi jika regulasi pembatasan investasi asing di sektor industri benih
hortikultura mempunyai pengaruh, yaitu:
1. Memberikan hak ekslusif kepada satu industri benih hortikultura untuk
menyediakan barang atau jasa;
2. Membuat lisensi, ijin atau proses otorisasi sebagai persyaratan operasi;
3. Membatasi kemampuan beberapa industri benih hortikultura untuk
menyediakan barang atau jasa;
4. Secara signifikan menaikkan biaya masuk atau keluar dari pasar oleh
industri benih hortikultura tertentu;
5. Menciptakan halangan geografis bagi kemampuan industri benih
hortikultura untuk menyediakan barang atau jasa, menginvestasikan modal

atau menyediakan tenaga kerja.

b. Membatasi kemampuan industri benih hortikultura untuk bersaing,
Regulasi pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura dapat
mempengaruhi kemampuan industri benih hortikultura untuk bersaing dan dapat
mengurangi intensitas dan dimensi persaingan, menyebabkan naiknya harga benih
hortikultura dan berkurangnya benih/varietas hortikultura. Hal ini terjadi jika
regulasi pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura
mempunyai pengaruh, yaitu :
1. Mengendalikan atau secara substansial mempengaruhi harga benih
hortikultura;
2. Membatasi kebebasan industri benih hortikultura untuk mengiklankan atau
memasarkan barang atau jasa;
3. Menentukan standar mutu produk yang memberikan suatu keuntungan bagi
beberapa industri benih hortikultura atau di atas tingkat yang akan dipilih

oleh konsumen yang berwawasan luas;
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4. Secara signifikan menaikkan biaya produksi bagi beberapa pemasok
(khususnya dengan memperlakukan pelaku usaha lama dengan cara yang

berbeda dari pendatang baru).

c. Mengurangi dorongan industri benih hortikultura untuk bersaing secara ketat,
Regulasi pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura dapat
mempengaruhi kemampuan industri benih hortikultura untuk bersaing dalam
banyak cara, termasuk melalui pembatasan periklanan dan pemasaran, penentuan
standar kualitas dan kontrol atas harga jual benih hortikultura. Batasan ini dapat
mengurangi intensitas dan dimensi persaingan, menyebabkan naiknya harga benih
dan berkurangnya varietas/benih hortikultura. Hal ini terjadi jika regulasi
pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura mempunyai
pengaruh, yaitu :

1. Menciptakan suatu rezim swa-regulasi atau regulasi bersama;

2. Mensyaratkan atau meminta informasi mengenai output, harga, penjualan
atau biaya industri benih hortikultura untuk kepentingan publikasi;

3. Membebaskan aktifitas industri atau kelompok industri benih hortikultura
tertentu dari pelaksanaan hukum persaingan umum;

4. Mengurangi mobilitas konsumen di antara industri benih hortikultura dengan
meningkatkan biaya eksplisit maupun implisit untuk pindah ke industri benih
hortikultura lain.

Pada tahap pertama, tidak dilakukan pengukuran mengenai besaran dampak yang

ditimbulkan terhadap persaingan. Apabila kebijakan pembatasan investasi asing di

sektor industri benih hortikultura memiliki salah satu karakter tersebut maka regulasi

tersebut dinilai memiliki dampak negatif terhadap persaingan, dan analisis akan

dilanjutkan ke tahapan kedua.

3.2.2. Tahap Kedua

Selanjutnya, pada tahap kedua, evaluasi akan dilakukan secara lebih menyeluruh
mengenai pengaruh persaingan yang mungkin timbul. Evaluasi menyeluruh harus
dilakukan jika evaluasi awal menyimpulkan bahwa pembatasan investasi asing di sektor
industri benih hortikultura berpotensi membahayakan persaingan. Pada tahap ini ini
memberikan garis besar mengenai pendekatan yang dapat dilakukan dalam

melaksanakan pengukuran persaingan dalam kerangka kerja Regulatory Impact
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Assessment (RIA) yang lebih luas, untuk memberikan kerangka kerja analitik.
Pendekatan berdasarkan checklist persaingan merupakan salah satu cara untuk
memasukkan pengukuran dampak persaingan ke dalam proses RIA. Pengukuran
mendalam akan dilakukan hanya jika pengukuran awal (berdasarkan Checklist
Persaingan) ditemukan gejala potensial pengaruh suatu regulasi pada proses persaingan.
Hal penting dalam melaksanakan pengukuran dampak persaingan secara mendalam ini
adalah mengidentifikasi dari proses RIA yang lebih luas sasaran yang mendasari
regulasi dan memastikan apakah sasaran itu sudah tepat.

Pengukuran pada tahap ini dilakukan, untuk melihat pembatasan investasi asing
di sektor industri benih hortikultura itu mungkin : (1) Mengenakan hambatan terhadap
masuknya pelaku usaha baru ke dalam pasar; (2) Memaksa pelaku usaha lama tipe
tertentu (misalnya perusahaan yang lebih kecil) untuk keluar dari pasar; (3) Menaikkan
harga barang dan jasa; (4) Mengurangi keragaman produk; (5) Secara signifikan
meningkatkan konsentrasi di dalam pasar bersangkutan; (6) Mengurangi inovasi; dan
(7) Mempengaruhi pasar hulu dan hilir.

Dalam tahap kedua, untuk mengukur dampak kebijakan pembatasan investasi
asing di sektor industri benih hortikultura dalam kaitannya dengan penentu utama
kekuatan tekanan persaingan dalam sebuah pasar, maka akan dilakukan pertanyaan
sebagai berikut:

a. Apakah regulasi pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih
hortikultura mempengaruhi penurunan persaingan di antara industri benih
hortikultura lama ?

Dalam hal ini melihat regulasi yang diusulkan mempengaruhi persaingan di

antara pemasok lama dan, akibatnya, mengubah hubungan persaingan di antara

mereka ke arah yang akan mengurangi intensitas persaingan dalam pasar secara
keseluruhan

b. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura
memperkecil masuknya pelaku usaha baru?

Pada kondisi ini, pengukuran juga melihat tingkat batasan ini, termasuk secara

signifikan mengurangi tekanan persaingan dalam industri untuk jangka panjang.

c. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura

mengurangi/memperkecil jumlah industri benih hortikultura?
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d. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura
memiliki dampak yang signifikan terhadap kenaikan harga benih hortikultura di
pasar?

e. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura
berpengaruh terhadap penurunan jumlah produksi benih hortikultura di pasar?

f.  Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura
berpengaruh terhadap penurunan jumlah varietas atau keragaman benih
hortikultura di pasar?

g. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura
berpengaruh terhadap penurunan kualitas benih hortikultura dalam pasar ?

h. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura

berpengaruh terhadap penurunan inovasi ?
Inovasi dan kesigapan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dapat dibatasi
melalui regulasi dengan berbagai cara. Regulasi membatasi masuknya pemasok
baru, menyebabkan menurunkan tekanan pelaku usaha lama untuk melakukan
inovasi. Batasan pada lalu lintas barang dan/atau jasa lintas wilayah akan
mengurangi masuknya produk yang inovatif yang berasal dari pasar lain.

I. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura
berpengaruh dalam hal membatasi pertumbuhan pasar benih hortikultura ?
Regulasi memiliki dampak negatif pada pertumbuhan pasar, jika meningkatkan
biaya bagi semua produsen atau membatasi kemungkinan masuknya pemasok
baru.

J- Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura
berpengaruh terhadap penurunan persaingan pada pasar yang memasok input
industri benih hortikultura atau yang menggunakan produk industri benih

hortikultura?

3.2.3. Tahap Lanjutan

Tahap lanjutan merupakan tahap terakhir, yaitu menentukan dampak kebijakan
terhadap pasar, baik dampak secara langsung maupun tidak langsung yang
mempengaruhi persaingan dan perkembangan industri benih hortikultura, yang
disebabkan adanya pembatasan pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri
benih hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100). Selain itu juga harus
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memeriksa apakah dampak-dampak ini akan berpengaruh kepada persaingan dan
membandingkan pilihan-pilihan kebijakan dengan memperhatikan dampak persaingan

yang ditimbulkan oleh opsi-opsi tersebut.

3.3. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer

dan data sekunder. Menurut Irawan (1999) yang dimaksud dengan data primer adalah data

yang diambil langsung dari sumbernya (tanpa perantara). Data primer diperoleh dari hasil

wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para informan. Sedangkan data sekunder

adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data-data primer ini

diperoleh dari berbagai literatur/dokumen seperti buku, laporan penelitian, karya ilmiah,

jurnal, peraturan perundang-undangan, media massa, dan lain sebagainya.

1.

Data Primer

Data primer didapatkan melalui wawancara, yaitu suatu cara untuk memperoleh data
dengan melakukan diskusi dan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak
terkait maupun narasumber. Pada penelitian ini, teknik wawancara dilakukan
berpedoman pada pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur sesuai Checklist
Persaingan OECD 2007, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat adanya
pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura hortikultura (Undang-
undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, pasal 100). Apabila di dalam
wawancara ada hal di luar pertanyaan yang dibahas namun memiliki keterkaitan

dengan tema penelitian maka akan dijadikan bahan analisis.

Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan peraturan perundang-undangan
serta kebijakan yang terkait dengan pembatasan investasi asing di sektor industri benih
hortikultura, serta pengumpulan data-data sekunder melalui buku, jurnal, laporan
penelitian, karya ilmiah, media cetak, dan lain sebagainya. Menurut Creswell
mengutip pendapat (Fraenkel & Wallen,1990) dan (Marshall & Rossman, 1989)
pustaka dalam suatu studi penelitian mempunyai beberapa tujuan yaitu :

a. Memberitahu pembaca hasil penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan

penelitian yang sedang dilaporkan,
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b. Menghubungkan suatu penelitian dengan dialog yang lebih luas dan
berkesinambungan tentang suatu topik dalam pustaka, mengisi kekurangan dan
memperluas penelitian-penelitian sebelumnya, dan

c. Memberikan kerangka untuk menentukan signifikansi penelitian dan sebagai

acuan untuk membandingkan hasil penelitian dengan temuan-temuan lain.

3.4. Responden dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penentuan sampel penelitian ini berdasar dan mempertimbangkan
teknik pengambilan kualitatif dan kuantitatif . Dalam penelitian kualitatif, berapapun besar
sampel tidak dapat ditentukan sebelumnya. Untuk pengambilan sampel berdasarkan
metode kuantitatif digunakan dalam menentukan ukuran sampel, yaitu menggunakan
metode sampel purposif (purposeful sampling). Besar sampel ditentukan oleh
pertimbangan informasi, dengan dasar penetuan sampelnya adalah tujuan penelitian.
Sampel ini digunakan jika dalam upaya memperoleh data tentang fenomena atau masalah
yang diteliti memerlukan sumber data yang memilki kualifikasi spesifik atau kriteria
khusus berdasarkan penilaian tertentu, tingkat signifikansi tertentu. Seperti ditegaskan oleh
Lincoln dan Guba (Satori, 1989:146), bahwa : “If the purpose is to maximize information,
then sampling is terminated when no information in forthcoming from new sampled units;
thus redundancy is the primary criterion”. Pernyataan ini memberikan arti bahwa
penentuan unit sampel (responden) dianggap telah memadai apabila telah sampai kepada
taraf “redundancy” (ketuntasan atau kejenuhan), artinya bahwa dengan menggunakan
responden selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan tambahan informasi
baru yang berarti. Nasution (1988: 32-33) menjelaskan bahwa penentuan unit sampel
(responden) dianggap telah memadai apabila telah sampai pada taraf redundancy
(ketuntasan atau kejenuhan), artinya bahwa dengan menggunakan responden selanjutnya
boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang berarti. Penetapan
responden bukan ditentukan oleh pemikiran bahwa responden harus mewakili populasi,
melainkan responden itu harus dapat memberikan dapat memberikan informasi yang
diperlukan.®

Untuk memperoleh data dan informasi yang mendukung penelitian ini, maka industri

benih hortikultura yang dijadikan responden harus sesuai dengan prinsip pemilihan sampel

> Lincoln dan Guba dalam Satori, Jaman dan Komariah, Aan. 2010, Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta.

Bandung.
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pada penelitian kualitatif, yaitu prinsip kesesuaian dan kecukupan. Pada prinsip
kesesuaian, industri benih hortikultura yang dipilih terkait langsung dengan topik
penelitian, yaitu industri benih hortikultura yang sudah mampu memproduksi benih
hortikultura di wilayah Indonesia, baik industri dengan modal dari luar negeri maupun
industri dengan modal yang berasal dari dalam negeri. Sedangkan pada prinsip kecukupan,
pencarian informasi ke responden dilakukan sampai didapatkan fenomena yang berkaitan
dengan topik penelitian dan informasi yang diperoleh memadai untuk mendukung analisis
penelitian dan dapat menggambarkan secara keseluruhan mengenai topik yang dibahas.
Kecukupan pada responden untuk mewakili keseluruhan obyek yang akan diteliti dan
memberikan kecukupan informasi terhadap penelitian yang dilakukan. Berdasarkan prinsip
tersebut, maka responden yang dilibatkan antara lain : (1) Kalangan pemeritah, yaitu
Direktorat Jenderal Hortikultura-Kementerian Pertanian, selaku Pemerintah yang
berwenang dalam pembangunan dan pengembangan sektor usaha hortikultura di Indonesia;
(2) Industri benih hortikultura di Indonesia, yaitu minimal industri benih hortikultura yang
memiliki skala usaha besar, memiliki pangsa pasar yang besar atau signfikan dibanding
industri-industri lain, sudah mampu menciptakan atau memproduksi benih hortikultura
sendiri di wilayah negara Indonesia; dan (3) Asosiasi atau lembaga terkait, yaitu Asosiasi
Produsen Benih Hortikultura Indonesia (Hortindo).

3.5. Validasi Data

Untuk menguji kebenaran dari data yang terkumpul dan sebagai metode pendukung
untuk meningkatkan validitas pengukuran dan memperkuat kredibilitas temuan penelitian
maka peneliti melakukan triangulasi, dengan cara membandingkannya dengan berbagai
pendekatan yang berbeda. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai
pembanding terhadap data itu. Peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan dan
mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat
yang berbeda dalam metode kualitatif. Pada metode triangulasi dapat diperoleh dengan
berbagai cara : (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
(b) membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi terbuka dan tertutup; (c)
membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan
pandangan orang, dan (d) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen

yang berkaitan.
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Menurut Norman K. Denkin *’mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau
kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari
sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Dalam penelitian ini triangulasi yang
digunakan yaitu: (a) triangulasi metode, (b) triangulasi sumber data, dan (c) triangulasi
teori.

a. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data
dengan cara yang berbeda. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan
gambaran yang utuh mengenai informasi, peneliti menggunakan metode wawancara
bebas dan wawancara terstruktur. Selain itu, peneliti juga menggunakan informan
yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai

perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran.

b. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai
metode dan sumber perolehan data, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti

menggunakan, sumber data pendukung lainnya.

c. Triangulasi teori, dilakukan dengan membandingkan dengan perspektif teori yang
televan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang
dihasilkan. Triangulasi teori digunakan untuk meningkatkan kedalaman pemahaman
pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.
Pada penelitian ini akan dilihat dasar teori dampak positif dan negatif penanaman
modal asing, serta tinjauan dampak investasi asing di sektor industri benih hortikultura

pada beberapa negara terpilih.

!¢ Norman K. Denkin dalam Mudjia Rahardjo, 2010, Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif
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BAB 4

DISKRIPSI INDUSTRI DAN KEBIJAKAN PERBENIHAN

HORTIKULTURA DI INDONESIA

4.1. Kilasifikasi Benih dan Komponen Utama Sistem Perbenihan Hortikultura di

Indonesia

4.1.1. Klasifikasi Benih di Indonesia

Berdasarkan fungsi dan cara produksi, benih terdiri atas benih inti (nucleous

seed), benih sumber, dan benih sebar, yang masing-masing dapat dijelaskan

sebagai berikut :

a. Benih inti (Nucleous seed/NS) adalah benih awal yang penyediaannya

berdasarkan proses pemuliaan dan/atau perakitan suatu varietas tanaman

oleh pemulia pada lembaga penyelenggara pemuliaan (Balai Penelitian

Komoditas) atau swasta, dan merupakan benih yang digunakan untuk

perbanyakan atau menghasilkan benih penjenis.

b. Benih sumber terdiri alas tiga kelas, yaitu :

D).

(2).

Benih penjenis (breeder seed/BS)

Benih penjenis merupakan perbanyakan dari benih inti, yang
selanjutnya akan digunakan untuk perbanyakan benih kelas-kelas
selanjutnya, yaitu benih dasar dan benih pokok.

Benih penjenis adalah benih sumber yang diproduksi dan dikendalikan
langsung oleh pemulia (breeder) yang menemukan atau diberi
kewenangan untuk mengembangkan varietas tersebut. Dalam
sertifikasi, benih penjenis dicirikan oleh label berwarna kuning yang
ditandatangani oleh pemulia dan Kepala Institusi penyelenggara
pemuliaan tersebut. Benih penjenis digunakan sebagai benih sumber
untuk produksi atau perbanyakan benih dasar.

Benih dasar (foundation seed/FS/BD)

Benih dasar adalah benih sumber yang diproduksi oleh produsen benih
(Balai Benih Hortikultura/BBH, perusahaan benih BUMN/swasta yang
profesional), dan pengendalian mutunya melalui sertifikasi benih.

Benih dasar merupakan benih sumber untuk perbanyakan/produksi
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benih pokok, dan dalam sertifikasi, benih dasar dicirikan oleh label
berwarna putih.

(3). Benih pokok (stock seed/SS/BP)
Benih pokok adalah benih sumber yang diproduksi oleh
produsen/penangkar benih di daerah dan pengendalian mutunya
melalui sertifikasi benih. Dalam sertifikasi, benih pokok dicirikan oleh
label berwarna ungu.

c. Benih sebar (extension seed/ES/BR) disebut benih komersial karena
merupakan benih turunan dari benih pokok, yang ditanam oleh petani untuk
tujuan konsumsi, dan dalam sertifikasi, benih sebar dicirikan oleh label

berwarna biru.
Untuk lebih jelasnya, alur produksi benih dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Alur Produksi Benih di Indonesia

Alur Produksi Benih (Kelgsa;itlenih) Pelaku

NS > BS BS omoitas, Swasa
T cors | Sl i
BD/FS > BP/SS BPISS ?S'SL??E‘SG oNr,t?vuvg:t;a
BP/SS > BRIES BRI/ES (Efgi‘ﬂ*i,e,’gﬁggt‘f;)
BR/ES - Petani Petani (Pengguna Benih)

Ket: NS =nucleous seed = benih inti
BS = breeder seed = benih penjenis
FS = foundation seed = BD = benih dasar
SS = stock seed = BP = benih pokok
ES = extension seed = BR = benih sebar

4.1.2. Komponen Utama Sistem Perbenihan Hortikultura di Indonesia
Dalam sistem perbenihan hortikultura, ada tiga kegiatan utama yang
dilakukan untuk dapat menghasilkan benih dan sampai dimanfaatkan atau
dikonsumsi oleh masyarakat. Kegiatan utama tersebut meliputi : kegiatan
penelitian; sertifikasi dan pengawasan mutu; produksi dan distribusi, dimana

masing-masing terkait erat dengan peran pemerintah dan swasta. Ketiga
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kegiatan dalam perbenihan hortikultura dan peran lembaga dalam
pengembangan sektor hortikultura sebagai berikut :
a. Kegiatan penelitian dan pengembangan benih hortikultura

Pada kegiatan ini ada beberapa tujuan, antara lain :

(1). Untuk menghasilkan varietas unggul baru benih hortkultura, melalui
penemuan-penemuan baru atau penyempurnaan dari benih unggul
yang terdahulu.

(2). Menghasilkan inovasi-inovasi baru berkaitan dengan teknologi
produksi, pengolahan, penyimpanan, dan metode serta Kriteria
pengujian benih

(3). Menghasilkan kajian-kajian sebagai bahan masukan dan rekomendasi
untuk pengembangan aspek peraturan dan perundangan

Kelembagaan yang berperan dalam kegiatan penelitian dan
pengembangan benih hortikultura meliputi lembaga pemerintah, seperti
Badan Penelitian dan Pengembangan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
(BPTP), Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura (BPSBTPH), Perguruan Tinggi, Badan Benih Nasional (BBN),
Perorangan, atau Badan Hukum yang memiliki kompetensi, termasuk
Industri benih milik Pemerintah dan Swasta.

Untuk lembaga pemerintah, lembaga penelitian yang bergerak dalam
menghasilkan benih hortikultura, salah satunya vyaitu Balai Benih
Hortikultura (BBH). Saat ini Balai Benih Hortikultura berjumlah 32 unit
yang terdapat di 32 provinsi dan berperan dalam penyediaan benih sumber
(benih dasar dan benih pokok), serta membantu percepatan dalam
penyediaan benih sebar. Dari keseluruhan Balai Benih Hortikultura, yang
banyak memproduksi benih buah-buahan, antara lain BBH Pendem dan
Salaman (Provinsi Jawa Tengah), BBH Pohjentrek (Provinsi Jawa Timur),
BBH Pasir Banteng, Kasugengan (Provinsi Jawa Barat), BBH Anjungan
(Provinsi Kalimantan Barat), BBH Sungkai (Provinsi Kalimantan Selatan),
BBH Lubuk Mintarun (Provinsi Sumatera Barat), BBH Sei Tiga (Provinsi
Jambi), BBH Luwus (Provinsi Bali), BBH Bonto-Bonto (Provinsi Sulawesi
Selatan), BBH Pekalongan (Provinsi Lampung), BBH Narmada dan Sedau
(Provinsi NTB), dan BBH Amoito (Sulawesi Tenggara).
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Sedangkan Balai Benih Hortikultura yang banyak memproduksi
benih tanaman sayuran diantaranya adalah BBH Ngipiksari (Provinsi DI
Yogyakarta), BBH Mondoinding (Provinsi Sulawesi Utara), Balai
Pengembangan Kentang (Provinsi Jawa Barat), BBH Keledung (Provinsi
Jawa Tengah). Untuk Balai Benih Hortikulturayang banyak memproduksi
benih tanaman hias diantaranya adalah BBH Gedungjohor (Provinsi
Sumatera Utara), Kebun Benih Margahayu (Provinsi Jawa Barat), BBH
Kairagi (Provinsi Sulawesi Utara), BBH Guntung Payung (Provinsi
Kalimantan Selatan), BBH Lebak Bulus (Provinsi DKI Jakarta), Kebun
Benih Claket, dan Kebun Benih Sidomulto (Provinsi Jawa Timur). Dalam
upaya meningkatkan peran Balai Benih Hortikultura telah diterbitkan
Keputusan Menteri Pertanian No. 347/2003, tentang Pedoman Pengelolaan

Balai Benih Hortikultura dan Tanaman Hortikultura.

Kegiatan Produksi dan Distribusi

Pada kegiatan produksi dan distribusi benih hortikultura mencakup
peran penangkar benih, produsen benih, pedagang benih. Pada kegiatan ini,
penangkar menghasilkan calon benih, sedangkan produsen benih
mengasilkan benih hortikultura yang siap jual ke masyarakat atau petani.
Produsen benih yang melakukan komersialisasi dapat berstatus swasta
domestik, swasta asing, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Distribusi merupakan rangkaian kegiatan penyaluran benih sehingga dapat
dijangkau/diterima oleh petani. Untuk varietas komersial (varietas yang
dihasilkan oleh lembaga pemerintah atau swasta yang kepemilikannya
merupakan monopoli produsen benih), terdapat dua alur distribusi, yaitu :
Alur 1 : produsen — pedagang besar — pengecer — petani

Alur 2 : produsen — distributor — penyalur — pengecer — petani

Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Hortikultura

Sertifikasi benih adalah serangkaian pemeriksaan terhadap calon
benih yang dimulai sejak di pertanaman sampai pengujian mutu di
laboratorium dengan tujuan untuk menjamin kemumian genetik, mutu fisik,
dan mutu fisiologis benih sehingga dapat memenuhi standar mutu yang

ditetapkan dan layak untuk disebarluaskan. Dalam Undang-Undang No.12
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tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman, dinyatakan bahwa benih
dari varietas unggul yang telah dilepas oleh pemerintah dinamakan benih
bina. Benih bina yang akan diedarkan harus melalui proses sertifikasi.

Sertifikasi benih dapat dilakukan oleh pemerintan maupun oleh
LSSM (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu) Perbenihan. Lembaga sertifikasi
benih pemerintah adalah BPSB (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih),
yang ada di setiap provinsi dan bertugas melakukan penilaian terhadap
varietas, sertifikasi benih, dan pengawasan mutu terhadap benih yang telah
beredar di pasaran. Sertifikasi varietas dilakukan pada setiap tingkatan kelas
benih, dari Benih Dasar (BD) — Benih Pokok (BP) — Benih Sebar (BR)
dengan menggunakan standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah
menurut jenis tanaman dan kelasnya masing-masing. Balai Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) adalah
instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan
mutu benih tanaman, mulai dari proses produksi mulai dari sistem
sertifikasi sampai benih siap diedarkan, serta pengawasan mutu benih
terhadap benih-benih yang beredar. BPSBTPH sudah terdapat di 32
provinsi. Provinsi yang belum memiliki instansi/bagian yang menangani
sertifikasi dan pengawasan perdaran benih adalah Kepulauan Riau.

BPSBTPH sebagai UPTD daerah, kedudukannya sangat beragam
tergantung dari unit pertanian pemerintah daerah bersangkutan. Namun
demikian, tugas dan fungsi keduanya sebagaian besar masih sama dengan
kondisi  sebelum  berlakunya Undang-Undang Otonomi  Daerah.
Laboratorium yang sudah terakreditasi adalah Provinsi Sumatera Utara,
Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta,
Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat,
Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Balai Besar Pengembangan
Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sedangkan yang; dalam
proses akreditasi adalah BPSBTPH Provinsi Nusa Tenggara Timur dan
Sulawesi Tenggara.

Selain melalui BPSB, produsen benih juga dapat menerapkan sistem
manajemen mutu melalui Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM), yaitu

institusi pihak ketiga yang mengakses dan memverifikasi sistem mutu
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kepada produsen benih dengan mengacu pada standar sistem manajemen
mutu dan dokumentas pelengkap lain yang telah diterbitkan dan
dipersyaratkan untuk sistem tersebut. LSSM dibentuk dengan Keputusan
Menteri  Pertanian (Kepmentan) No. 1100.1/Kpts/Kp.150/10/1999,
kemudian  diadakan penyesuaian dengan Kepmentan No.
361/Kpts/Kp.150/5/2002, dan telah diakreditasi tanggal 5 Januari 2005.
LSSM berperan memberikan sertifikat sertifikasi sistem mutu kepada
perusahaan benih swasta yang memenuhi syarat untuk melakukan sertifikasi
sistem mutu secara mandiri.Dengan kata lain, LSSM adalah suatu lembaga
yang diberi wewenang, oleh yaitu Lembaga Sertifkasi Sistem Mutu Benih
Tanaman Pangan dan Hortikultura (LSSMBTPH), untuk memberikan
sertifikasi sistem mutu pada industri/perusahaan benih yang akan
menerapkan sistem manajemen mutu terhadap proses produksinya. Sistem
mutu pada produksi benih meliputi seluruh rangkaian kegiatan dalam proses
produksi benih yang dimulai dari cara pengelolaan benih sumber, proses
budi daya dalam memproduksi benih, pengelolaan panen dan pascapanen,
pengujian laboratorium, pengemasan sampai dengan pemasangan label serta
cara menangani permasalahan yang terkait dengan benih yang diproduksi.
Sampai tahun 2012, jumlah produsen benih komoditas hortikultura yang
telah mendapatkan sertifikat sertifikasi sistem manajemen mutu dari
LSSMBTPH adalah PT. BISI Internasional, PT. East West Seed Indonesia,
PT. Agri Makmur Pertiwi, PT. Benih Citra Asia, PT. Tunas Agro Persada,
dan CV. Aditya Sentana Agro."’

Dengan sertifikasi sistem mutu ini, perusahaan-perusahaan tersebut
dapat melakukan pengawasan produksi benih, menguji, dan mencantumkan
label sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut
sebelumnya dilaksanakan oleh BPSBTPH. Namun demikian BPSBTPH
tetap berperan dalam pengawasan peredaran benih yang dihasilkan oleh

perusahaan-perusahaan tersebut.

7 Sumber : Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (LSSMBTPH) tahun 2012
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Peraturan atau Kebijakan Yang Terkait dengan Pengembangan Industri
Benih Hortikultura

Peran pemerintah sebagai motivator, regulator dan fasilitator dalam

pengembangan industri benih hortikultura akan sangat menentukan kemampuan
Indonesia untuk ikut meramaikan pasar benih dunia. Beberapa peraturan atau
kebijakan yang terkait dengan pengembangan industri benih hortikultura di

Indonesia adalah ssebagai berikut :

a. Peraturan atau Kebijakan terkait dengan Perlindungan Varietas Tanaman

Hortikultura

Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah
perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh
Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor PVT, terhadap Varietas
tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan.
Secara khusus, perlindungan pada usaha untuk menghasilkan dan
mengembangkan varietas baru diatur melalui Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2000, tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
Melalui undang-undang ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang
kuat bagi upaya mendorong terciptanya varietas unggul baru dan pengembangan
industri perbenihan, dengan menjaga keseimbangan kepentingan umum dan
pemegang hak PVT.

Jangkauan pengaturan dalam undang-undang ini meliputi pemberian hak
kepada pemulia sehubungan dengan varietas tanaman yang dihasilkan yang
mempunyai ciri baru, unik, stabil, seragam, dan diberi nama. Untuk
mendapatkan hak PVT, pemulia atau pihak yang dikuasakan untuk itu harus
mengajukan permohonan hak PVT dengan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam undang-undang ini kepada kantor PVT. Hak PVT diberikan
kepada pemohon untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman
semusim atau 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan setelah
diberikan Sertifikat hak PVT.®® Untuk mendapatkan Sertifikat hak PVT,
permohonan wajib didaftarkan, diperiksa, diumumkan, dan dicatat oleh kantor
PVT. Hak tersebut dapat dilaksanakan sendiri dan/atau dialihkan kepada pihak

18 pasal 4 ayat (1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
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lain untuk memanfaatkan varietas tanaman tersebut secara komersial melalui
perjanjian. Hak yang diatur dalam UU No. 29 Tahun 2000, mencakup antara lain
memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi,
menjual atau memperdagangkan, mengekspor dan mengimpor.*®

Hal lain yang turut mendukung perkembangan benih di Indonesia, yaitu
bahwa pihak pemulia atau pihak lain yang memperoleh hak PVT diwajibkan
untuk melaksanakannya di Indonesia. Selain itu, pada Undang-Undang Nomor
29 Tahun 2000 juga memungkinkan didapatkannya royalti bagi pemegang hak
PVT, sesuai pasal 4 yang berbunyi : ayat (1) Pelaksanaan Lisensi Wajib disertai
dengan pembayaran royalti oleh pemegang Lisensi Wajib kepada pemegang hak
PVT; ayat (2) Besarnya royalti yang harus dibayarkan dan tata cara
pembayarannya ditetapkan Pengadilan Negeri; ayat (3) Penetapan besarnya
royalti dilakukan dengan memperhatikan tata cara yang lazim digunakan dalam
perjanjian lisensi PVT atau perjanjian lain yang sejenis. Sebagai pelaksanaan
Pasal 6 ayat (7) dan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Rl Nomor 29 Tahun 2000,
mengenai penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas, maka diterbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004, tentang Penamaan, Pendaftaran
dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial.
Sedangkan untuk Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas
Tanaman dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah diatur

melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004.

b. Peraturan atau Kebijakan terkait dengan Kegiatan Penelitian di Sektor Benih
Hortikultura
Dalam industri benih hortikultura, kegiatan penelitian sangat penting,
terutama dalam penciptaan dan produksi benih benih unggul. Terkait dalam
dukungan pemerintah terhadap kegiatan penelitian di sektor hortikultura,
pemerintah menuangkan dalam UU No. 13 tahun 2010, pasal 55 ayat (1) (e),
yang berbunyi : Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengutamakan
pemberian fasilitas dan insentif kepada : usaha hortikultura yang bergerak di
bidang penelitian dan pengembangan. Dalam UU No. 13 tahun 2010, juga
menyatakan bahwa usaha penelitian hortikultura dilakukan untuk mendapatkan

19 pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
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manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan hortikultura, dan pemerintah,
pemerintah daerah, pelaku usaha, dan/atau masyarakat yang memanfaatkan hasil
penelitian harus memberikan royalti dan/atau penghargaan kepada peneliti,
pemilik, dan/atau yang berhak atas hasil penelitian.*

Terkait dengan hal ini, dalam UU No. 13 tahun 2010 juga dinyatakan
bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi
pemanfaatan dan publikasi hasil penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan
hortikultura (pasal 106), dimana dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh
perseorangan dan/atau badan hukum asing sesuai dengan ketentuan peraturan,
dan dalam melakukan penelitian wajib bekerja sama dengan lembaga penelitian
dalam negeri, dan melaksanakan alih teknologi dan pengetahuan dalam kegiatan
penelitian (pasal 108). Selain itu, adanya perlindungan oleh pemerintah terhadap
hak atas kekayaan intelektual terhadap hasil penelitian di bidang hortikultura,
yang tertuang dalam pasal 110, yang berbunyi : “Pemerintah memberikan
perlindungan hak atas kekayaan intelektual terhadap hasil penelitian di bidang
hortikultura sesuai dengan kKketentuan peraturan perundang-undangan”.
Pemerintah juga menjamin akan memberikan insentif bagi peneliti hortikultura
yang berprestasi dalam menghasilkan varietas tanaman unggul. Insentif
diberikan kepada pelaku usaha, lembaga penelitian, dan/atau lembaga
pendidikan dalam negeri yang melakukan penelitian hortikultura melalui
program penelitian unggulan nasional dan/atau daerah (pasal 111 UU No. 13
tahun 2010).

c. Peraturan Atau Kebijakan Terkait dengan Sistem Pengujian, Sertifikasi dan
Pelepasan Varietas

Untuk mendapatkan benih bermutu diperlukan penemuan varietas unggul

yang dilakukan melalui usaha pemuliaan tanaman yang diselenggarakan antara

lain melalui kegiatan pencarian, pengumpulan, dan pemanfaatan plasma nutfah

baik di dalam maupun diluar habitatnya dan atau melalui usaha introduksi dari

luar negeri. Benih dari varietas unggul, untuk dapat menjadi benih bina®,

terlebih dahulu varietasnya harus dilepas. Produksi benih bina harus melalui

2 Ppasal 76 ayat (2) dan (3) UU RI No. 13 tahun 2010, tentang Hortikultura

Benih bina adalah benih dari varietas unggul yang produksi dan peredarannya diawasi dan telah dilepas oleh Menteri
Pertanian (Permentan No. : 39/Permentan/OT.140/8/2006, tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina
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proses sertifikasi dan apabila akan diedarkan harus diberi label. Supaya kegiatan
perbenihan tanaman dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan sasaran yang
diinginkan, Pemerintah memberikan kesempatan secara luas kepada masyarakat,
baik berupa badan hukum seperti Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta yang berbentuk perseroan terbatas,
maupun perorangan termasuk firma dan C.V. untuk berperan dalam kegiatan
perbenihan, baik kegiatan pemuliaan, produksi, maupun peredaran benih.

Terkait dengan pengujian dan pelepasan benih hortikultura Peraturan
Pemerintah No. 44 tahun 1995, tentang Pembenihan Tanaman, dimana sebelum
dinyatakan sebagai benih unggul, mendapatkan sertifikasi dan dilepas, maka
varietas baru maupun varietas lokal benih hortikultura harus melalui uji adaptasi
terlebih dahulu bagi tanaman semusim atau uji observasi bagi tanaman tahunan.
Uji adaptasi ini secara spesifik diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian No.
37/Permentan/OT.140/8/2006, tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan
penarikan varietas, dan direvisi melalui Peraturan dimaksudkan sebagai dasar
dalam pelaksanaan pengujian, penilaian, pelepasan dan penarikan varietas,
dengan tujuan agar varietas yang beredar memiliki keunggulan dan tidak
merugikan masyarakat dan lingkungan.

Untuk tanaman Hortikultura (buah dan sayuran semisim), uji adaptasi
dilakukan minimal dua musim dalam 3 unit, dan 3 elevasi. Sedangkan empon-
empon, uji adaptasi dilakukan minimal dua musim dalam 3 unit, dan 3 elevasi
Untuk uji observasi, tanaman buah tahunan, tanaman buah dan empon-empon
dilakukan dalam dua musim. Sedangkan untuk tanaman hias dan biofarmaka
non rimpang, masing-masing dilakukan dalam satu musim tanam.

Peraturan mengenai Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina juga
diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 39/Permentan/OT.140/8/2006
tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas. Dalam
peraturan ini ditegaskan bahwa untuk memproduksi benih bina harus melalui
sertifikasi. Sedangkan sertifikasi sendiri dapat dilakukan, apabila : (a). melalui
pengawasan pertanaman dan/atau uji laboratorium; (b)  melalui sistem

manajemen mutu; atau (c) terhadap produk/benih.
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d. Peraturan atau Kebijakan terkait dengan Sistem Budidaya Tanaman
Hortikultura

Pengaturan pengembangan perbenihan tidak terlepas dari UU No. 12
tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan PP No. 44 tahun 1995
tentang Perbenihan Tanaman, dimana UU dan PP tersebut bersifat mendorong
produsen dan melindungi konsumen, yaitu petani atau masyarakat. Perlindungan
bagi para konsumen benih berupa persyaratan mutu benih yang harus dipenuhi
oleh industri benih. Pelanggaran karena kelalaian apalagi kesengajaan dalam
mengedarkan benih yang mutunya tidak sesuai dengan label dapat dipidana
dengan ancaman hukuman penjara dan atau denda yang cukup berat.

Dalam UU No. 12 tahun 1992, pasal 8 disebutkan bahwa : “Perolehan
benih bermutu untuk pengembangan budidaya tanaman dilakukan melalui
kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari luar negeri®.
Menurut Sadjad (1997)22, bahwa dengan adanya pasal 8 tersebut maka yang
dikatakan sebagai produsen benih bermutu adalah produsen yang menghasilkan
benih melalui penemuan varietas unggul atau introduksi dari luar negeri dan
konsumen benih hanya akan mendapatkan benih yang bermutu. Pasal ini
merupakan perlindungan terhadap produsen dan konsumen benih. Selain itu,
pada UU No. 12 tahun 1992, pasal 9 ayat 1 ada pengaturan atau kemauan untuk
mendapatkan benih melalui kegiatan pemuliaan tanaman, yang secara lengkap
berbunyi : “Penemuan varietas unggul dilakukan melalui pemuliaan tanaman”.
Perundangan ini secara spesifik lebih membatasi pengertian benih bermutu yang
lebih menekankan pada batasan mutu genetik. Untuk itu pemerintah harus terus
menerus mendorong agar industri benih meningkatkan kemampuan dan
teknologinya agar mampu menciptakan dan memproduksi benih unggul,
termasuk benih hortikultura.

Terkait dengan pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura,
pemerintah juga mengatur melalui UU No. 13 tahun 2010 tentang hortikulutra,
yaitu pada pasal 63, yaitu: ayat (1), pemasukan dan pengeluaran benih ke dan
dari wilayah negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin; (2) Pemasukan
benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial

22 Sadjad, S 1997, Membangun Industri Benih dalam Era Agribisnis Indonesia, Grasindo, Jakarta
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harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan; (3) Pemasukan benih ke
dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial hanya
diperbolehkan bila tidak dapat diproduksi dalam negeri atau kebutuhan dalam
negeri belum tercukupi.

Secara spesifik pemasukan dan pengeluaran benih diatur melalui
Peraturan Menteri Pertanian No. 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang
Pemasukan dan Pengeluaran Benih, dan direvisi melalui Peraturan Menteri
Pertanian No. 70/Permentan/OT.140/11/2007, tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Pemasukan
dan Pengeluaran Benih, Serta Lampiran. Beberapa tujuan penting peraturan ini
yaitu menjamin ketersediaan benih secara berkesinambungan; dan menumbuh
kembangkan industri benih dalam negeri.

Untuk memperoleh izin pemasukan benih dapat dilakukan dengan
persyaratan: (a) jumlah benih atau materi induk yang dimohonkan terbatas
sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan penelitian yang ditunjukkan
dengan ringkasan usulan penelitian; (b) benih atau materi induk tersebut belum
tersedia di Indonesia; (c) dilengkapi dengan deskripsi; dan (d) memenuhi
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.
Sedangkan dalam hal pengeluaran benih untuk penelitian dapat dilakukan
dengan persyaratan: (a) jumlahnya terbatas sesuai dengan kebutuhan; (b)
menyertakan kesepakatan kerjasama penelitian; (¢) untuk benih tanaman langka
disertakan nota kesepakatan transfer materi (MTA) dan PADIA (Prior Informed
Consent); dan (d) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

karantina tumbuhan.

. Peraturan atau Kebijakan terkait dengan Perdagangan Produk Hortikultura
Kegiatan perdagangan merupakan salah satu proses komersialisasi
produk hortikultura, termasuk benih hortikultura. Pada kegiatan perdagangan,
adanya kemauan pemerintah untuk berusaha mengembangakan sistem
perdagangan yang baik, sesuai yang tercantum pada UU No. 13 tahun 2010,
pasal 78, dimana berbunyi : “Pemerintah membangun sistem distribusi,
perdagangan, pemasaran, dan konsumsi produk hortikultura yang menjamin
perlindungan terhadap pelaku usaha, konsumen, dan produk dalam negeri”.

Dalam hal keberpihakan kepada produk dalam negeri juga terlihat pada pasal 73
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ayat (2) yang berbunyi : Dalam hal proses jual beli, pelaku usaha perdagangan
produk hortikultura pasar modern wajib memperdagangkan produk hortikultura
dalam negeri.

Dalam hal perdagangan benih, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 38
Tahun 2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih, impor benih hanya
diijinkan selama dua tahun dan setelah itu perusahaan itu harus mengembangkan
benih tersebut di dalam negeri. Impor benih hanya diberikan untuk benih induk
selama dua tahun dan setelah itu perusahaan itu harus memproduksi sendiri
benih turunannya di dalam negeri. Waktu dua tahun tersebut adalah batas yang
diberikan pemerintah setelah benih dikomersialkan untuk masyarakat.

Terkait dengan distribusi produk hortikultura, pemerintan memberikan
prioritas untuk kelancaran bongkar muat produk hortikultura, memfasilitasi
distribusi produk hortikultura agar terlaksana secara efektif dan efisien melalui :
(a) kemudahan perizinan tempat penampungan; (b) kemudahan izin perjalanan;
(c) penyediaan informasi mengenai produk, harga, pasar, dan sebaran lokasi
produksi; (d) penyediaan lapangan dan bangunan penampungan dan/atau
gudang yang memadai, baik di pelabuhan, bandar udara, maupun terminal; (e)
penertiban berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan; dan (f) kemudahan tersedianya sarana angkutan dari
sentra produksi sampai ke konsumen (Pasal 78 -80 UU No. 13 tahun 2010).

Sedangkan dalam hal ekspor dan impor produk hortikultura, dapat dilihat
pada pasal 87 - 88 UU No. 13 tahun 2010, dimana pemerintah berusaha
mendorong dan memfasilitasi ekspor produk hortikultura.  dengan
mempertimbangkan kebutuhan konsumsi nacional, sesuai persyaratan dan
standar mutu dan/atau keamanan pangan. Sedangkan terkait dengan impor
produk hortikultura, adanya kewajiban untuk memperhatikan aspek : (a)
keamanan pangan produk hortikultura; (b) ketersediaan produk hortikultura
dalam negeri; (c) penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk
hortikultura; (d) persyaratan kemasan dan pelabelan; (e) standar mutu; dan (f)
ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan,
tumbuhan, dan lingkungan. Selain itu pemerintah berusaha untuk membangun
sistem pemasaran yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan : (a) pasar
induk hortikultura di kawasan hortikultura; (b) pasar hortikultura berkala di
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lokasi strategis; (c) pasar lelang; (d) bursa komoditi; dan (e) kontrak budidaya
(pasal 91 UU No. 13 tahun 2010).

f. Peraturan atau Kebijakan terkait dengan Penanaman Modal di Sektor
Hortikultura

Dalam sektor usaha hortikultura, modal berasal dar dalam dan luar negeri
(Foreign Direct Investment/FDI). Dalam Undang-undang No. 13 tahun 2010,
pasal 100, pemerintah berusaha mendorong penanaman modal di sektor usaha
hortikultura dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri. Dalam
pasal ini juga dikatakan bahwa penanaman modal asing hanya dapat dilakukan
dalam usaha besar hortikultura, dengan besaran maksimal untuk penanaman
modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen), dan penanam
modal asing wajib menempatkan dana di bank dalam negeri sebesar
kepemilikan modalnya. Selain itu penanam modal asing dalam sektor usaha
hortikultura dilarang menggunakan kredit dari bank atau lembaga keuangan
milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Aturan terhadap pembatasan
investasi asing di sektor usaha hortikultura ini efektif berlaku mulai 24
November 2014 (empat tahun sesudah Undang-undang No. 13 tahun 2010
mulai berlaku)

Dalam Undang-undang No. 13 tahun 2010, juga dinyatakan bahwa usaha
hortikultura mikro, kecil, dan menengah hanya dapat diselenggarakan oleh
warga negara Indonesia atau badan usaha yang sepenuhnya dimiliki warga
negara Indonesia. Sedangkan usaha hortikultura besar dapat diselenggarakan
oleh pelaku usaha dalam negeri, baik sendiri maupun berpatungan dengan
pelaku usaha luar negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia menurut
hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (pasal 53 UU No. 13 tahun
2010).

Secara rinci peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkembangan

industri benih hortikultura dapat dilihat pada tabel 4.2 :
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Tabel 4.2.  Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkembangan
industri benih hortikultura
NO. | PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG

Undang-undang No. 12 Tahun 1992

Sistem Budidaya Tanaman

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2000

Perlindungan Varietas Tanaman

3. Undang-Undang Republik Indonesia | Hortikultura
Nomor 13 Tahun 2010
4. Undang-Undang Republik Indonesia | Penanaman Modal
Nomor 25 Tahun 2007
5. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun Pembenihan Tanaman
1995
6. Peraturan Pemerintah Republik Karantina Tumbuhan
Indonesia
Nomor 14 Tahun 2002
7. Peraturan Pemerintah Republik Penamaan, Pendaftaran dan
Indonesia Penggunaan Varietas Asal Untuk
Nomor 13 Tahun 2004 Pembuatan Varietas Turunan
Esensial
8. Peraturan Pemerintah Republik Syarat dan Tata Cara Pengalihan
Indonesia Perlindungan Varietas Tanaman
Nomor 14 Tahun 2004 dan Penggunaan Varietas Yang
Dilindungi Oleh Pemerintah
9. Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun Pemasukan dan Pengeluaran Benih
2006
10. | Peraturan Menteri Pertanian Pengujian, Penilaian, Pelepasan
Nomor: 37/Permentan/Ot.140/8/2006 | dan Penarikan Varietas
11. | Peraturan Menteri Pertanian Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Nomor : 38/Permentan/Ot.140/8/2006
12. | Peraturan Menteri Pertanian Produksi, Sertifikasi dan Peredaran
Nomor : 39/Permentan/Ot.140/8/2006 | Benih Bina
13. | Peraturan Menteri Pertanian Perubahan atas Peraturan Menteri
Nomor : Pertanian Nomor
70/Permentan/OT.140/11/2007 38/Permentan/OT.140/8/2006
tentang Pemasukan dan
Pengeluaran Benih, serta Lampiran
14. | Peraturan Menteri Pertanian Perubahan Pengujian, Penilaian,

Nomor
61/Permentan/OT.140/10/2011

Pelepasan dan Penarikan Varietas
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4.3. Kebijakan Pembatasan Investasi Asing di Sektor Usaha Hortikultura dan

Industri Benih Hortikultura

Undang-undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura disahkan pada tanggal 24
November 2010, dengan inisiatif awal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan
adanya pengaturan melalui Undang-undang tersebut diharapkan tujuan penyelenggaraan
pembangunan dan pengembangan sektor hortikultura dapat tercapai. Dalam hal
pengembangan perbenihan hortikultura, yaitu salah satu pasal dalam undang-undang
Hortikultura (pasal 100 tentang penanaman modal), menjadi salah satu persoalan yang
cukup banyak mendapatkan sorotan pasca pengesahan Undang-undang ini. Perbenihan
menjadi penting karena sektor perbenihan sangat fundamental dalam membangun sektor
pertanian. Dapat dikatakan bahwa tidak ada satu pun negara maju di bidang pertanian
tanpa didukung oleh industri yang mapan. Pada pasal 100 UU No. 13 tahun 2010
menyebutkan bahwa kepemilikan modal asing dalam industri hortikultura dibatasi
maksimal sebesar 30%, dan aturan ini mulai berlaku 4 tahun sejak disahkannya Undang-
Undang Hortikultura (berlaku efektif tahun 2014). Dalam hal ini secara langsung juga
mengatur investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura. Padahal kenyataan
dilapangan beberapa perusahaan benih besar di tanah air adalah milik asing, dan Indonesia
jauh masih belum mampu mencukupi kebutuhan benih hortikultura dalam negeri.

Tujuan pemerintah menetapkan aturan dalam pasal 100 UU No. 13 tahun 2010,
yaitu untuk mendorong penanaman modal di sektor hortikultura dengan mengutamakan
penanaman modal dalam negeri. Dengan kondisi tersebut diharapkan akan merangsang
investor nasional untuk ikut masuk ke bidang hortikultura, dan pengusaha asing untuk
mengajak partner dalam negeri membuat perusahaan benih hortikultura. Akan tetapi pada
kenyatan di masyarakat, muncul pandangan bahwa Undang-undang Hortikultura yang
dimaksudkan untuk kemandirian dan kedaulatan benih nasional justru bersifat kontradiktif.
Di dalam kalangan industri benih hortikultura munculnya pandangan bahwa kekhawatiran
bahwa asing akan mendominasi investasi di sektor produksi benih hortikultura sangat tidak
beralasan. Justru, kehadiran mereka diharapkan akan memicu terjadinya transfer teknologi
dan manajemen yang pada akhirnya bermanfaat bagi petani. Selain itu ketergantungan
terhadap benih impor akan membuat petani kesulitan menyediakan benih induk. Di sisi
lain, ilmu genetika tanaman dalam negeri juga akan semakin tidak berkembang. Belum
berkembangnya produsen benih di Indonesia membuat tenaga pemuliaan yang ada di
Indonesia banyak tidak terpakai. Dampak lain yang perlu diperhitungkan vyaitu
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kemungkinan petani mengalami kelangkaan benih karena perusahaan benih lokal belum

sepenuhnya siap.

4.4. Perkembangan Industri Benih Hortikultura di Indonesia

Produksi benih hortikultura saat ini dilakukan oleh pemerintah dan industri benih
swasta. Pada industri benih hortikultura swasta, berdasarkan modal dalam perusahaannya
dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu, industri benih asing atau multinasional (investasi
berasal dari luasr negeri/asing), dan industri lokal, dengan investasi yang berasal dari
dalam negeri. Kondisi saat ini, perusahaan benih hortikultura di Indonesia lebih dominan
dikuasai oleh perusahaan dengan modal asing (PMA) dimana perusahaan multinasional
tersebut mempunyai induk di negara asalnya masing-masing, sebagai contoh PT. East
West (cap panah merah) dari Belanda, PT. BISI Internasional (cap kapal terbang) dari
Thailand, PT. Syngenta dari Swiss, dan lainnya.

Di Indonesia, industri benih lokal masih jauh dalam mencukupi kebutuhan akan
benih hortikultura. Selain itu kualitas benih hortikaultura yang dihasilkan industri lokal dan
balai penelitian pemerintah juga masih kurang baik apabila dibandingkan dengan produk
benih hortikultura yang dihasilkan oleh perusahaan multinasional. Dari segi kualitas benih
di Indonesia masih butuh penelitian lebih lanjut untuk dapat menghasilkan varietas-varietas
baru yang lebih meningkatkan mutu dan kualitas benih yang lebih baik. Dari uraian
tersebut terlihat bahwa dalam penyediaan benih unggul dalam negeri, baik secara kuantitas
maupun kualitas, Indonesia masih sangat membutuhkan bantuan industri-industri asing
untuk memenuhi kebutuhan benih hortikultura.

Dalam hal alih teknologi, sektor swasta asing atau industri multinasional telah
membuat kontribusi penting untuk produktivitas pertanian di Indonesia dengan
mentransfer teknologi dari negara lain. Oleh karena itu, sektor swasta terutama perusahaan
multinasional yang berbasis di negara maju, memiliki peran penting dalam
mengembangkan sektor hortikultura di Indonesia. Dalam produksi benih hortikultura,
penelitian adaptif seringkali diperlukan untuk membuat teknologi yang sesuai dengan
kondisi setempat. Terkait dengan kegiatan riset, industri multinasional memiliki
kesinambungan dan kualitas kegiatan riset benih hortikultura untuk penelitian mereka
sendiri, dengan dana yang memadai yang bertujuan untuk menghasilkan produk eksklusif,
yang tentunya sangat menguntungkan bagi perkembangan industri dalam negeri dalam hal
pembelajaran.
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Saat ini, industri benih hortikultura di Indonesia baik industri asing maupun
industri lokal, secara keseluruhan berjumlah sekitar 120 perusahaan, dengan industri asing
berjumlah sekitar 10 perusahaan. Untuk industri hortikultura lokal (investasi dalam negeri)
hampir sebagian besar atau rata-rata masih berskala kecil atau menengah, dan hanya
beberapa saja yang sudah mampu memproduksi benih hortikultura sendiri. Dari sekitar 120
perusahaan benih buah dan sayuran di Indonesia, baik industri kecil, menengah maupun
besar, perusahaan modal asing masih menguasai sampai hampir 70% pangsa pasar. Salah
satunya, EWSI milik Belanda yang sudah lebih dari 20 tahun berbisnis hortikultura di sini,
menguasai 45% pasar benih hortikultura nasional pada tahun 2011. Produsen benih
berlabel Panah Merah tersebut menguasai 75% pasar benih tomat, 60% benih cabai, dan
60% benih mentimun. Industri benih hortikultura asing dan lokal dalam negeri skala besar,
dapat dilihat pada tabel 4.3. Saat ini, dari keseluruhan industri benih hortikultura, hanya
sekitar 20% atau sekitar 24 industri yang memiliki skala usaha besar. Industri benih
hortikultura skala besar di Indonesia dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3. Industri Benih Hortikultura Skala Besar di Indonesia

No. Nama Perusahaan Negara Asal Keterangan

1. | PT. East West Seed Indonesia Netherland Foreign Investment

2. | PT. Syngenta Indonesia Swiss Foreign Investment

3. | PT. KnownYou Seed Taiwan Foreign Investment

4. | PT. Takii Seed Japan Foreign Investment

5. | PT. Monsanto Indonesia USA Foreign Investment

6. | PT. Marcopolo Seed Nusantara | France Foreign Investment

7. | PT. Nunhems Indonesia Netherland Foreign Investment

8. | PT. Namdhari Seed Indonesia India Foreign Investment

9. | PT. Koreana Seed Indonesia Korea Foreign Investment

10. | PT. Oriental Seed Indonesia Korea Foreign Investment

11. | PT. BISI International/ Thailand Foreign Investment (54,2%) +

PT. Tanindo Subur Prisma Domestic Investment (45,8%)

12. | PT. Hikmah Farm Indonesia Domestic Investment

13. | PT. Tunas Agro Persada Indonesia Domestic Investment

14. | PT. Benih Citra Asia Indonesia Domestic Investment

15. | PT. Agri Makmur Pertiwi Indonesia Domestic Investment

16. | PT. Primasid Andalan Utama Indonesia Domestic Investment

17. | PT. Sang Hyang Seri Indonesia Domestic Investment

18. | PT. Agri Manunggal Sejati Indonesia Domestic Investment
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Sambungan Tabel 4.3

No. Nama Perusahaan Negara Asal Keterangan

19. | PT. Tani Murni Indonesia Domestic Investment
20. | PT. Mulia Bintang Utama Indonesia Domestic Investment
21. | PT. Selektani Indonesia Domestic Investment
22. | PT. Sari Benih Unggul Indonesia Domestic Investment
23. | PT. Radina Bio Adicita Indonesia Domestic Investment
24. | CV. Riawan Tani Indonesia Domestic Investment

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian 2012

Sedangkan apabila dilihat dari sisi penguasaan pasar, hanya sekitar 9 perusahaan

besar yang memiliki pangsa pasar yang besar di industri benih hortikultura Indonesia.

Penguasaan pangsa pasar terbesar yaitu PT. East West Seed Indonesia, yang mrupakan

perusahaan multinasional asal Belanda dengan pangsa pasar sekitar 44,90%. Sedangkan

pangsa pasar kedua terbesar adalah perusahaan dengan modal campuran yaitu PT. BISI

International/PT. Tanindo Subur Prisma, dengan penguasaan pasar sekitar 24,90%. Industri

benih lokal dengan modal 100% dalam negeri hanya mampu berada pada urutan pangsa

pasar ke-3, yaitu PT. Benih Citra Asia, yaitu sebesar 7,04% (lihat gambar 4.1).

PT.Mulia PT.

4,08% _ 4,02%

PT. Primasid
Andalan
Utama
{PMDN)
7%

PT. Benih Citra
Asia (PMDN)
7,04%

PT.Syngenta gjniany Monsanto Seed

Indonesia ;.. Indonesia (PMA) 1,02%
(PMA) (PMDN) (PMA) 2%

PT. Takii PT. AgriMakmur
Pertiwi (PMDN)

PT. Bisi
International/PT.
Tanindo Subur
Prisma
(PMA + PMDN)
24,90%

Gambar 4.1. Penguasaan Pasar Industri Benih Hortikultura di Indonesia Tahun 2011

Perusahaan
Lainnya
3%

PT. East West Seed
Indonesia
(PMA)
44,90%

Sumber : Survey Industri Tahun 2012 (diolah)
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Pada gambar 4.1, juga terlihat bahwa secara keseluruhan pangsa pasar benih
hortikultura di Indonesia masih dikuasai oleh asing. Apabila dijumlahkan menurut modal
kepemilikan asing, sekitar 66% modal asing berkontribusi dalam sembilan perusahaan
dengan pangsa pasar terbesar. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa industri multinasional
sangat berkontribusi besar dalam produksi dan ketersediaan benih hortikultura di

Indonesia.

4.5. Perkembangan Ekspor dan Impor Benih Hortikultura

Untuk mengetahui neraca perdagangan benih hortikultura dilakukan
perbandingan antara ekspor dan impor. Perkembangan ekspor dan impor benih
hortikultura dapat dilihat pada tabel 4.4 dan tabel 4.5. Secara keseluruhan terlihat
bahwa tiap tahun impor benih hortikultura selalu lebih besar dari pada ekspor. Dari
data ini juga terlihat bahwa dari tahun ke tahun pemenuhan kebutuhan benih
hortikultura tergantung pada impor dari luar negeri.

Pada tabel 4.4, menunjukkan bahwa perkembangan ekspor benih
hortikultura tiap tahun berfluktuatif. Sedangkan pada tabel 4.5, memperlihatkan
bahwa impor benih hortikultura cenderung mengalami pengurangan selama periode
tahun 2006-2009. Dalam kebutuhan akan benih hortikultura yang terus mengalami
peningkatan dari tahun ketahun, dapat dikatakan bahwa semakin berkembangnya
industri benih hortikultura di Indonesia, terutama dalam hal peningkatan produksi
benih.

Seperti diketahui industri benih hortikultura di Indonesia terdiri dari industri
benih hortikultura asing dan industri benih hortikultura lokal. Dengan munculnya
Undang-undang No. 13 tahun 2010, tentang Hortikultura, dimana munculnya
peraturan tentang pembatasan investasi asing paling banyak 30% pada sektor
hortikultura (termasuk pada industri benih hortikultura) yang akan mulai
diberlakukan pada tahun 2014 (empat tahun setelah disahkannya Undang-undang
Hortikultura), maka kemungkinan akan berpotensi menurunkan perkembangan
industri benih hortikultura dan akan semakin mempertinggi impor benih

hortikultura.
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Tabel 4.4. Perkembangan Ekspor Benih Hortikultura Tahun 2005-2009

TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008 TAHUN 2009 TO'I;g\(I)%EZPég; OR

NO. | KOMODITAS Volume | Nilai | Volume | Nilai | Volume | Nilai | Volume | Nilai | Volume | Nilai Volume Nilai

(kg) | (US$) | (kg) | (US$) | (kg) | (US$) | (kg) | (US$) | (kg) | (US§) (kg) (US$)
1. Kentang 176.134 49.650 71.696 34.752 9.056 13.325 55.093 47858 46.363 46.363 358.342 191.949
2. Bawang Merah 20.267 13.988 34.099 19.441 0 0 16.409 2.537 0 0 70.775 35.936
3. Bawang Putih 89 127 5.569 4.870 0 0 0 0 5.078 1.001 10.736 5.998
4, Leak 0 0 7.546 8.504 0 0 0 0 0 0 7.546 8.504
5. Kacang Merah 0 0 247 360 0 0 0 0 0 0 247 360
6. Buncis 2 126 310 381 0 0 44.000 21.950 43.100 11.930 87.412 34.387
7. Sayuran Lainnya 2.987.750 | 2.721.111 | 3.384.649 | 4.558.528 | 2.280.260 | 4.952.763 | 3.124.642 | 7.184.444 | 2.380.769 | 5.646.978 | 14.158.070 | 5.060.824
8. Melon 0 0 0 0 0 0 413 15 593 9.735 1.006 9.750
9. Anggrek 709.495 | 1.560.938 | 900.654 | 1.975.903 | 201.223 | 1.151.411 | 165.165 | 728.241 74.886 | 590.909 | 2.051.423 | 6.007.402
TOTAL 3.893.737 | 4.345.910 | 4.404.707 | 6.602.709 | 2.490.539 | 6.117.500 | 3.405.722 | 7.982.045 | 2.550.789 | 6.306.916 | 16.745.557 | 31.335.110

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, 2009
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TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008 TAHUN 2009 TOTAL EKSPOR
NO.| KOMODITAS 2005-2009

' Volume Nilai Volume Nilai Volume Nilai Volume Nilai Volume Nilai

(kg) (US$) (kg) (US$) (kg) (US$) (kg) (US$) (kg) (US$)
1. Kentang 1.487.208 | 1.115.174 | 1.392.680 1.024.672 2.943.756 | 2.014.962 2.255.201 | 1.591.505 | 9.348.758 | 6.755.982
2. Bawang Merah 3.488.783 1.341.181 0 0 185.000 69.768 3.574.820 | 1.350.721 | 7.275.603 | 2.767.368
3. Bawang Putih 7.859.005 | 2.890.069 174.970 179.582 140.000 18.620 280.000 31.696 | 9.329.029 | 3.225.880
4, Leak 335.908 130.460 0 0 0 0 125 322 336.089 130.863
5. Kacang Merah 111.483 28.471 0 0 0 0 0 0 111.483 28.171
6. Buncis 476.175 103.256 0 0 254 417 142 1.110 476.571 104.783
7. Sayuran Lainnya 3.358.090 | 5.897.646 | 11.315.262 7.606.138 8.660.581 | 14.243.397 2.505.369 | 5.901.879 | 17.981.153 | 37.743.326
8. Melon 0 0 1.644 1.186 1741 2.893 5.000 5.083 8.385 9.162
9. Anggrek 302.841 506.582 72.512 179.775 34551 78.215 37.703 604 587.504 | 1.677.509
TOTAL 17.419.493 | 12.012.839 | 12.957.068 8.691.353 | 11.965.886 | 16.428.272 8.658.360 | 8.942.727 | 45.544 575 | 52.443.344

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, 2009
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BAB 5
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun sebagaimana diuraikan pada bab-bab
sebelumnya, maka pada bagian ini akan diuraian hasil analisis dampak pengukuran
dampak kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pembatasan investasi asing di
sektor industri benih hortikultura terhadap persaingan atau perkembangan industri benih
hortikultura. Tahapan pengukuran dampak persaingan dengan menggunakan checklist
persaingan akan dijadikan sebagai model pendekatan penulis dalam melakukan analisis
dampak persaingan dari kebijakan Undang-undang No. 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura, pasal 100, dimana besarnya penanaman modal asing di sektor usaha

hortikultura dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen).

5.1. Tahap Awal : Mengukur Skala dan Lingkup Bahaya Yang Mungkin Timbul
Terhadap Persaingan

Tahap ini sebagai pengukuran awal untuk mengukur skala dan lingkup bahaya yang
mungkin timbul terhadap persaingan. Pada tahap awal, telah diidentifikasi pengaruh
kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura (UU. No. 13
Tahun 2010, pasal 100) terhadap tiga karakteristik, yaitu : (1) membatasi jumlah atau
lingkup pemasok; (2) membatasi kemampuan industri benih hortikultura untuk bersaing;
atau (3) mengurangi dorongan industri benih hortikultura untuk bersaing secara ketat.

5.1.1. Membatasi jumlah atau lingkup pemasok
Hasil pengukuran tahap awal untuk mengetahui pengaruh kebijakan pembatasan
investasi asing di sektor industri benih hortikultura berpengaruh terhadap jumlah

atau lingkup pemasok dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1. Hasil Pengukuran Awal dalam Lingkup Membatasi Jumlah atau

Lingkup Pemasok

CHECKLIST COMPETITION
NO. ASSESSMENT YA | TIDAK

1. Memberikan hak eksklusif kepada satu industri benih Ve

hortikultura untuk menghasilkan benih hortikultura

2. Membuat lisensi, ijin atau proses otorisasi sebagai v

persyaratan operasi
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Sambungan Tabel 5.1

CHECKLIST COMPETITION
NO. ASSESSMENT YA TIDAK

3. Membatasi kemampuan beberapa industri benih Ve
hortikultura untuk menyediakan benih hortikultura

4. Secara signifikan menaikkan biaya masuk atau keluar v

dari pasar oleh industri benih hortikultura tertentu

5. Menciptakan halangan geografis bagi kemampuan Ve
industri benih hortikultura untuk menyediakan benih,
menginvestasikan modal atau menyediakan tenaga

kerja

Berdasarkan analisis awal pada karakter ini diketahui bahwa secara substansial

kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura dalam UU

No. 13 tahun 2010, pasal 100, dimana penanaman modal asing di sektor usaha

hortikultura dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) berpotensi membatasi

jumlah atau lingkup pemasok. Hal ini ditunjukkan dari hasil pertanyaan berdasarkan
checklist persaingan dalam karakter ini, yaitu bahwa :

1. Dari hasil wawancara responden, 85,71% menyatakan bahwa kebijakan
pembatasan investasi asing, berpotensi membatasi kemampuan beberapa
industri benih hortikultura untuk menyediakan benih hortikultura. Sedangkan
14,29% menyatakan bahwa kebijakan pembatasan investasi asing, tidak
berpotensi membatasi kemampuan beberapa industri benih hortikultura untuk
menyediakan benih hortikultura. Dari hasil wawancara, secara keseluruhan
dapat dikatkan bahwa pembatasan investasi asing paling banyak 30% (tiga
puluh persen), berpotensi membatasi kemampuan beberapa industri benih
hortikultura untuk menyediakan benih hortikultura.

Kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura di
Indonesia, akan mempengaruh kemampuan modal suatu perusahaan dalam
menciptakan dan memproduksi benih. Hal ini dikarenakan sektor industri benih
merupakan sektor yang padat modal, karena adanya kegiatan R&D. Dengan
berkurangnya modal dalam perusahaan akan menyebabkan penurunan produksi
benih pada industri tertentu, terutama industri dengan modal asing. Sementara,

secara keseluruhan dalam pasar benih hortikultura nasional, modal asing
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berperan besar dalam penyediaan benih, sehingga secara keseluruhan akan
berpengaruh terhadap kemampuan beberapa industri benih hortikultura dalam
menyediakan benih hortikultura. Pada beberapa industri asing yang mengalami
penurunan dalam memproduksi atau menyediakan secara jangka panjang akan
mengalami penurunan produksi dan efisiensi, sehingga pada akhirnya akan
keluar dari pasar.

Dari hasil wawancara, keseluruhan responden menyatakan bahwa kebijakan
pembatasan investasi asing berpotensi menciptakan halangan dalam
memperoleh investasi yang cukup bagi industri benih hortikultura.

Kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih
hortikultura (UU No. 13 tahun 2010 pasal 100), merupakan instrumen
kebijakan nasional yang bertujuan untuk mendorong penanaman modal dengan
mengutamakan penanaman modal dalam negeri, serta untuk melindungi petani
dan pelaku usaha hortikultura dalam negeri. Kebijakan pembatasan investasi
asing ini jelas menciptakan halangan bagi perkembangan dan persaingan
industri benih, karena adanya batas maksimal investasi asing di sektor ini, yaitu
paling banyak 30%. Pada kondisi ini, akan terjadi penurunan Kinerja pada
beberapa industri hortikultura secara signifikan, karena karakter industri benih
hortikultura yang padat modal, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh pada
penurunan persaingan antar industri benih secara keseluruhan. Selain
berpotensi menyebabkan keluarnya beberapa industri yang memiliki pangsa
pasar yang besar (industri multinasional).

Pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura
berpotensi memiliki pengaruh mengurangi secara artifisial ukuran efektif pasar
bagi benih hortikultura yang diminati. Dengan semakin kecilnya ukuran pasar
akan timbul beberapa pengaruh anti-persaingan potensial, antara lain (1)
berpotensi semakin tingginya tingkat konsentrasi di pasar, sehingga mencapai
suatu kondisi dimana kekuatan pasar dapat dimanfaatkan oleh para industri
benih hortikultura; (2) Pasar yang lebih kecil dan terisolasi dari perkembangan
teknologi perbenihan dunia, terkait dengan penurunan inovasi, diferensiasi
produk dan hal-hal lainnya, sehingga pada akhirnya akan merugikan konsumen
serta menghambat perkembangan industri benih hortikultura dalam negeri.
Demikian juga tingkat masuknya pelaku usaha ke dalam pasar benih
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hortikultura akan berjalan lambat karena para pendatang baru potensial
menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam menempatkan diri dalam pasar
yang lebih kecil sebagai akibat adanya pembatasan investasi asing di sektor

usaha hortikultura.

Kebijakan pembatasan investasi asing ini berpotensi mengurangi persaingan, akibat
berkurangnya jumlah pemasok atau industri benih hortikultura, sehingga akan
mengurangi jumlah, kualitas, dan keragaman varietas benih hortikultura di pasar,
serta mengakibatkan kenaikan harga pada benih hortikultura. Selain itu dengan
keluarnya industri multinasional dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan
inovasi pada industri benih hortikultura. Secara umum, penurunan persaingan dapat
mengurangi dorongan untuk memenuhi permintaan konsumen secara efektif, dan

dapat mengurangi efisiensi ekonomi jangka panjang.

Membatasi kemampuan industri benih hortikultura untuk bersaing

Hasil pengukuran tahap awal untuk mengetahui pengaruh kebijakan pembatasan
investasi asing di sektor industri benih hortikultura berpengaruh dalam hal
membatasi kemampuan industri benih hortikultura untuk bersaing dapat dilihat
pada tabel 5.2.

Tabel 5.2. Hasil Pengukuran Awal dalam Lingkup Membatasi Kemampuan
Industri Benih Hortikultura Untuk Bersaing

CHECKLIST COMPETITION
NO. ASSESSMENT YA | TIDAK

1. Mengendalikan atau secara substansial mempengaruhi v

harga benih hortikultura

2. Membatasi kebebasan industri benih hortikultura ‘/
untuk mengiklankan atau memasarkan benih

hortikultura

3. Menentukan standar mutu benih hortikultura yang v
memberikan suatu keuntungan bagi beberapa industri

benih hortikultura

4. Secara signifikan menaikkan biaya produksi bagi v
beberapa pemasok (khususnya dengan
memperlakukan pelaku usaha lama dengan cara yang

berbeda dari pelaku pendatang baru).
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Berdasarkan analisis awal pada karakter ini diketahui bahwa secara substansial
kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura (UU No.
13 tahun 2010, pasal 100) tidak berpotensi membatasi kemampuan industri benih
hortikultura untuk bersaing. Hal ini ditunjukkan dari diperolehnya jawaban
“TIDAK” pada seluruh responden terhadap 4 (empat) pertanyaan checklist

persaingan dalam karakter ini.

5.1.3. Mengurangi dorongan industri benih hortikultura untuk bersaing secara ketat
Hasil pengukuran tahap awal untuk mengetahui pengaruh kebijakan pembatasan
investasi asing di sektor industri benih hortikultura berpengaruh dalam hal
mengurangi dorongan industri benih hortikultura untuk bersaing secara ketat dapat
dilihat pada tabel 5.3.

Tabel 5.3. Hasil Pengukuran Awal dalam Lingkup Mengurangi Dorongan Industri

Benih Hortikultura Untuk Bersaing Secara Ketat

CHECKLIST COMPETITION
NO. ASSESSMENT YA | TIDAK

1. Menciptakan suatu rezim swa-regulasi atau regulasi v

bersama antar industri hortikultura

2. Mensyaratkan atau meminta informasi mengenai v
output, harga, penjualan atau biaya industri benih

hortikultura untuk kepentingan publikasi

3. Membebaskan aktifitas industri atau kelompok Ve
industri benih hortikultura tertentu dari pelaksanaan

hukum persaingan umum

4. Mengurangi mobilitas konsumen di antara industri v
benih hortikultura dengan meningkatkan biaya
eksplisit maupun implisit untuk pindah ke industri

benih hortikultura lain

Berdasarkan analisis awal pada karakter ini diketahui bahwa secara substansial
kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura (UU No.

13 tahun 2010, pasal 100) tidak berpotensi mengurangi dorongan industri benih
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hortikultura untuk bersaing secara ketat. Hal ini ditunjukkan dari diperolehnya
jawaban “TIDAK” pada seluruh responden terhadap 4 (empat) pertanyaan checklist

persaingan dalam karakter ini.

Setelah menjawab 13 pertanyaan yang dikelompokkan kedalam tiga karakteristik,
terlihat jawaban “YA” terdapat pada kelompok karakteristik membatasi jumlah atau
lingkup pemasok. Hal ini berarti bahwa kebijakan pembatasan investasi asing (FDI) di
sektor industri benih hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) memiliki
karakteristik membatasi jumlah atau lingkup pemasok. Dalam hal ini, pembatasan investasi
asing paling banyak sebesar 30% di sektor industri benih hortikultura menciptakan
halangan geografis bagi kemampuan industri benih hortikultura untuk menginvestasikan
modal, dan membatasi kemampuan beberapa industri benih hortikultura untuk
menyediakan benih hortikultura. Hal utama dari hasil wawancara dilapangan vyaitu
pembatasan investasi asing paling banyak sebesar 30% di sektor industri benih hortikultura
berpotensi menyebabkan keluarnya perusahaan multinasional dari Indonesia.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa kebijakan pembatasan investasi asing di sektor
industri benih hortikultura memiliki salah satu karakter dari pengukuran awal checklist
persaingan, yaitu membatasi jumlah atau lingkup pemasok. Meskipun terdapat alasan kuat
terhadap regulasi membatasi investasi asing di sektor hortikultura (termasuk di industri
benih hortikultura), dengan tujuan untuk mendorong penanaman modal di sektor usaha
hortikultura dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri, ternyata berpotensi
pada berkurangnya jumlah atau lingkup industri benih hortikultura. Dalam hal ini,
keuntungan dari kebijakan batasan masuknya perusahaan perlu diseimbangkan mengingat
fakta bahwa kemudahan masuknya industri benih hortikultura dapat membantu mencegah
industri benih hortikultura lama memanfaatkan kekuatan pasar dan justru memacu
perkembangan industri benih hortikultura. Kekuatan pasar menyebabkan harga benih
hortikultura yang lebih tinggi, kualitas yang lebih rendah dan kurangnya inovasi.

Kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura paling
banyak 30%, berpotensi membatasi kemampuan beberapa pemasok benih hortikultura di
pasar, sehingga menciptakan kekuatan pasar (market power), dan penurunan kekuatan daya
saing pada beberapa industri. Pada kondisi jumlah industri pemasok berkurang, akan
terjadi peningkatan kolusi di antara beberapa industri pemasok benih hortikultura.

Berkurangnya jumlah industri pemasok benih hortikultura akibat adanya pembatasan
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investasi, cenderung menghambat perkembangan inovasi, dan menurunkan dorongan untuk
memenuhi permintaan petani secara efektif (mengurangi kesejahteraan petani).

Dari hasil tersebut, maka kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri
benih hortikultura memiliki dampak atau pengaruh negatif terhadap persaingan, dan
analisis akan dilanjutkan ke tahapan kedua, yaitu evaluasi secara lebih menyeluruh

mengenai pengaruh persaingan yang mungkin timbul.
5.2. Tahap Kedua : Evaluasi Menyeluruh

Pertanyaan 1.

Apakah regulasi pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih
hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) mempengaruhi penurunan
persaingan di antara industri benih hortikultura lama ?

Jawabannya adalah “YA”

Dari hasil wawancara, 71,43% responden menyatakan bahwa pembatasan
investasi asing ini sangat berpengaruh terhadap penurunan persaingan di antara
industri benih hortikultura lama, sedangkan 28,57% responden menyatakan bahwa
pembatasan investasi asing ini berpengaruh terhadap penurunan persaingan di antara
industri benih hortikultura lama. Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa
secara keseluruhan pembatasan investasi asing paling banyak 30% di sektor industri
benih hortikultura berpengaruh terhadap penurunan persaingan di antara industi benih
hortikultura lama.

Hal ini dikarenakan adanya pembatasan investasi asing di sektor benih
hortikultura, dimana penanaman modal asing paling banyak 30% akan berpotensi
besar terhadap mundur atau keluarnya perusahaan benih multinasional dari
Indonesia. Beberapa perusahaan multinasional merespon sangat reaktif adanya
kebijakan pembatasan investasi asing ini, dan kemungkinan besar akan pindah dan
memilih untuk berinvestasi ke negara lain yang memiliki pasar yang relatif sama
besar dengan aturan yang lebih longgar, seperti Thailand, Vietnam atau Filipina.

Dengan keluarnya beberapa industri multinasional dari pasar akibat pembatasan
modal asing paling banyak 30% akan mengurangi persaingan di antara pemasok
benih hortikultura lama di pasar. Akibatnya kebijakan pembatasan investasi asing ini
akan mengubah hubungan persaingan diantara industri benih hortikultura lama dan

mengarah pada berkurangnya intensitas persaingan dalam pasar benih hortikultura
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secara keseluruhan (mengingat saat ini pasar benih hortikultura lebih didominasi oleh
industri multinasional).

Dari data yang didapatkan menunjukkan dukungan terhadap hasil wawancara,
bahwa industri benih hortikultura yang memiliki pangsa pasar tertinggi yaitu PT. East
West Seed Indonesia sebesar 44,90%, yang merupakan industri mutinasional.
Sedangkan posisi kedua pangsa pasar dikuasai oleh PT. Bisi Internasional
(perusahaan multinasional) yang bermitra dengan PT. Tanindo Subur Prisma sebesar
24,90%, dengan kepemilikan modal PT. Bisi Internasional sebesar 54,2% dan PT.
Tanindo Subur Prisma sebesar 45,8% (lihat tabel 5.4).

Tabel 5.4. Penguasaan Pasar Industri Benih Hortikultura di Indonesia Tahun 2011

Kepemilikan Kapasita_s Pangsa

No. Nama Perusahaan Modal Produksi Pasar
(ton) (%)

1. PT. East West Seed Indonesia PMA 2.200 44,90%

PT. Bisi International %) +

2 PT. Ta‘?\indt(()a Sji)gr Iir/isma FF;I\I\quSIS(i‘S‘@A)) 1.225 24,90%

3. PT. Benih Citra Asia PMDN 345 7,04%

4. PT. Primasid Andalan Utama PMDN 343 7,00%

5. PT. Syngenta Indonesia PMA 200 4,08%

6. PT. Mulia Bintang Utama PMDN 197 4,02%

7. PT. Monsanto Indonesia PMA 100 2,04%

8. PT. Takii Seed PMA 98 2,00%

9. PT. Agri Makmur Pertiwi PMDN 50 1,02%
10. | Perusahaan Lainnya PMA + PMDN 147 3%

TOTAL 4890 100%

Sumber : Survey Industri Tahun 2012 (diolah)

Sedangkan, apabila dengan pembatasan penanaman modal asing paling
banyak 30%, dan industri multinasional masih tetap di Indonesia, perusahaan asing
cenderung akan membatasi agresifitasnya dalam melakukan inovasi sehingga secara
signifikan akan menurunkan tingkat persaingan. Dalam hal ini, akan terjadi

penurunan pertumbuhan pasar akibat menurunnya kualitas persaingan di pasar.
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Dari data penguasaan pangsa pasar diatas, dapat dihitung Rasio Konsentrasi
(concentration ratio, CR)?, yaitu persentase dari output industri yang dimiliki oleh
beberapa perusahaan besar. CR untuk “n” perusahaan besar dalam suatu industri
dapat dihitung dengan menjumlahkan total pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan

besar tersebut. CR dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

n
CR = Z Si
i=1

Rasio konsentrasi yang umum dipergunakan adalah four-firm concentration ratio
atau CR4, yang merefleksikan total pangsa pasar yang dimiliki oleh empat

perusahaan terbesar dalam suatu industri.

CRk =S1+S2+S4+....+Sk

Keterangan :
CR4 = total pangsa pasar yang dimiliki oleh empat perusahaan terbesar

3L
1

Si = Si adalah pangsa pasar dari perusahaan

Salah satu acuan yang dapat dipergunakan untuk mengklasifikasi industri dengan
CR4 yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai

berikut :?*

JikaCR4 =0, perfect competition
0<CR4 <40, effective competition atau monopolistic competition
40 <= CR4 < 60, loose oligopoly atau monopolistic competition
60 <= CR4, tight oligopoly atau dominant firm with a competitive fringe
90 <= CR1, effective monopoly (mendekati monopoly) atau dominant firm

with a competitive fringe

2 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2007. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

Republik Indonesia. 2007. Pengukuran Dampak Persaingan-Competition Assessment Toolkit. Komisi Pengawasan
Persaingan Usaha Republik Indonesia. Jakarta.

2 http://strategika.wordpress.com/2008/02/03/klasifikasi-dan-konsentrasi-industri-minyak-sawit-indonesia/, dalam Jurnal
Persaingan Usaha, Edisi 5 Tahun 2011, Perbandingan Langkah-langkah Penilaian Awal Berdasarkan Peraturan
Komisi No.1 Tahun 2009 dengan Penilaian (Konsentrasi Pasar) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.57 Tahun
2010, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Republik Indonesia
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Dari rumus dan tabel 5.4 dapat dihitung rasio konsentrasi pasar (CR4) pada industri
benih hortikultura sebagai berikut :

CR4 = 44,90% + 24,90% + 7,04% + 7% = 83,84%

Dari hasil perhitungan ini, CR4 > 60 %, maka dapat dikatakan pasar industri benih
hortikultura di Indonesia merupakan “pasar oligopoli kuat dengan persaingan ketat”.
Pada struktur pasar yang demikian, keluarnya salah satu perusahaan dari empat
perusahaan terbesar, akan memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan
persaingan diantara industri benih hortikultura lama.

Dari tabel 5.4, berdasarkan klasifikasi modal asing dan dalam negeri dapat
dihitung bahwa secara keseluruhan pangsa pasar benih hortikultura di pasar masih
dikuasai oleh industri multinasional, yaitu lebih dari 66%, sedangkan pangsa pasar
industri lokal secara keseluruhan kurang dari 34%. Dengan kondisi penguasaan
pangsa pasar oleh industri multinasional lebih dari 66%, maka dengan keluarnya
perusahaan-perusahaan multinasional dari Indonesia, maka akan terjadi penurunan

persaingan yang signifikan di antara industri benih hortikultura lama.

Pertanyaan 2.

Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura
(UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) berpengaruh dalam memperkecil masuknya
pelaku usaha baru ?

Jawabannya adalah “YA”

Dari hasil wawancara, 85,71% responden menyatakan bahwa pembatasan
investasi asing ini sangat berpengaruh dalam memperkecil masuknya pelaku usaha
baru, sedangkan 14,29% responden menyatakan bahwa pembatasan investasi asing
ini berpengaruh dalam memperkecil masuknya pelaku usaha baru. Dari hasil
wawancara diatas dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pembatasan investasi
asing paling banyak 30% di sektor industri benih hortikultura, berpengaruh dalam
memperkecil masuknya pelaku usaha baru.

Dari penelitian di lapangan, hal ini dapat dijelaskan bahwa pembatasan
investasi asing di sektor benih hortikultura paling banyak 30% terkait erat dengan
daya tarik Indonesia terhadap perusahaan-perusahaan multinasional untuk

berinvestasi dan turut mengembangkan industri perbenihan nasional. Dengan adanya
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pembatasan investasi asing (UU No. 13 pasal 100), akan sangat mengurangi
keinginan investor baru (industri benih asing) untuk menanamkan modal di
Indonesia, dan keterbatasan kepemilikan akan membuat pelaku usaha asing mencari
lokasi di negara lain dengan kondisi regulasi yang lebih kondusif. Salah satu faktor
tidak berminatnya investor yaitu keraguan masa depan bisnis benih hortikultura di
Indonesia merupakan salah satu faktor utama berkurangnya minat investor asing
untuk menanamkan modal atau masuk sebagai pelaku baru dalam industri benih
hortikultura, sedangkan di sisi lain industri benih dalam negeri masih enggan untuk
berinvestasi di bidang industri benih hortikultura yang membutuhkan modal besar
dan berisiko tinggi.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya yang berpengaruh dalam
memperkecil masuknya pelaku usaha baru akibat adanya pembatasan investasi asing
di sektor industri benih hortikultura yaitu terkait permasalahan Hak Kekayaan
Intelektual atau Intellectual Property Right (IPR). Dengan adanya pembatasan
investasi asing di sektor hortikultura paling banyak 30% dan 70% domestik, maka
pada akhirnya Hak Kekayaan Intelektual akan menjadi milik negara tersebut
(Indonesia). Dalam hal pembatasan investasi asing paling banyak 30%, pihak
pemilik teknologi (perusahaan multinasional) yang menempatkan produknya di
Indonesia, akan terjadi penurunan minat untuk masuk sebagai pelaku usaha baru
dalam industri benih hortikultura, sebagai akibat kepemilikan Intellectual Property
Right oleh Indonesia 70%.

Dari sisi persaingan antar pemasok benih hortikultura, kebijakan pembatasan
investasi asing pada Undang-undang No. 13 tahun 2010, berlaku menyeluruh
terhadap seluruh sektor usaha besar yang terkait dengan hortikultura. Industri benih
hortikultura merupakan salah satu sektor dalam usaha benih hortikultura akan
terkena dampak pembatasan investasi asing empat tahun setelah Undang-undang
disahkan, yaitu pada tahun 2014. Kebijakan pembatasan investasi asing akan
menurunkan kemampuan beberapa industri untuk memproduksi benih dan bersaing
dalam pasar hortikultura, sebagai akibat terbatasnya modal untuk kegiatan riset
penciptaan dan produksi varietas benih baru. Dari hal ini terlihat bahwa pembatasan
investasi asing telah menciptakan suatu hambatan bagi perusahaan pendatang baru
baru, terutama dalam hal penyediaan modal untuk kelanjutan kegiatan produksi.
Dalam jangka panjang, daya saing beberapa industri akan mengalami penurunan, dan
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berpotensi keluar dari pasar. Selain itu, kebijakan investasi asing berdampak pada
menurunnya minat perusahaan pendatang baru untuk masuk ke dalam bisnis ini. Dari
kondisi ini, secara jangka panjang kebijakan pembatasan investasi asing di sektor
industri benih hortikultura akan mengurangi tekanan persaingan dalam pasar.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa kebijakan pembatasan investasi
asing paling banyak 30% di sektor industri benih hortikultura (UU No. 13 pasal 100)
berpengaruh dalam memperkecil masuknya pelaku usaha baru, dan dalam jangka

panjang akan mengurangi tekanan persaingan dalam pasar.

Pertanyaan 3.

Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura
(UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) berpengaruh dalam mengurangi/memperkecil
jumlah industri benih hortikultura?

Jawabannya adalah “YA”

Dari hasil wawancara, 85,71% responden menyatakan bahwa pembatasan
investasi asing berpengaruh dalam mengurangi/memperkecil jumlah industri benih
hortikultura, sedangkan hanya 14,29% responden yang menyatakan bahwa
pembatasan  investasi asing ini  kurang berpengaruh  dalam  dalam
mengurangi/memperkecil jumlah industri benih hortikultura. Dari hasil wawancara
diatas dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pembatasan investasi asing paling
banyak 30% di sektor industri benih hortikultura, secara keseluruhan memiliki
pengaruh dalam mengurangi/memperkecil jumlah industri benih hortikultura, sebagai
akibat keluarnya beberapa perusahaan lama dari pasar, terutama industri benih

dengan modal asing.

Hal ini dapat dijelaskan, bahwa faktor utama yang berpengaruh dalam
mengurangi/ memperkecil jumlah industri benih hortikultura juga terkait dengan
permasalahan Intellectual Property Right dan menurunnya minat investor asing
disektor hortikultura, sehingga akan berakibat pada keluarnya perusahaan-
perusahaan multinasional asing lama dari Indonesia, dan berpindah ke negara lain
yang memiliki pasar yang relatif sama besar dengan aturan yang lebih longgar.
Akibat adanya penurunan minat pelaku baru untuk masuk ke dalam sektor industri

benih hortikultura, dan keluarnya beberapa industri benih multinasional dari
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Indonesia, merupakan faktor yang menyebabkan kebijakan pembatasan investasi
asing di sektor industri benih hortikultura berpengaruh dalam memperkecil jumlah
industri benih hortikultura.

Berkurangnya jumlah industri benih di pasar menyebabkan semakin
tingginya tingkat konsentrasi, dan penurunan tingkat persaingan antar industri benih
di pasar. Akibatnya, beberapa perusahaan lama akan menjadi lebih dominan,
meningkatnya market power, dan meningkatnya potensi penyalahgunaan kekuatan di
pasar, sehingga cenderung akan berdampak negatif terhadap pasar dan menurunnya

kesejahteraan konsumen atau petani pengguna benih hortikultura.

Pertanyaan 4.

Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura
(UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) memiliki dampak yang signifikan terhadap
kenaikan harga benih hortikultura di pasar ?

Jawabannya adalah “YA”

Dari hasil wawancara, 71,43% responden menyatakan bahwa pembatasan
investasi asing memiliki dampak yang signifikan terhadap kenaikan harga benih
hortikultura di pasar. Sedangkan yang menyatakan bahwa pembatasan investasi asing
memiliki dampak yang sangat signifikan dan kurang signifikan terhadap kenaikan
harga benih hortikultura di pasar, masing-masing memiliki prosentase yang sama,
yaitu sebesar 14,29%. Dari hasil ini, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa
pembatasan investasi asing paling banyak 30% di sektor industri benih hortikultura,
secara keseluruhan memiliki dampak yang signifikan dalam terhadap kenaikan harga
benih hortikultura di pasar.

Dari data di lapangan, kondisi pasar benih hortikultura di Indonesia saat ini
masih dikuasai oleh perusahaan multinasional. Kebijakan pembatasan investasi asing
(FDI) di sektor industri benih hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100)
berpotensi  keluarnya perusahaan-perusahaan benih asing di  Indonesia,
mengakibatkan berkurangnya produksi benih unggul hortikultura dalam negeri.
Dengan keluarnya industri benih multinasional dari Indonesia akan berakibat

semakin tingginya impor benih Indonesia. Peningkatan volume impor benih
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hortikultura juga terkait erat dengan terbatasnya kapasitas atau kemampuan industri
dalam negeri dalam memproduksi benih hortikultura.

Dari hasil wawancara didapatkan penjelasan bahwa terjadinya peningkatan
impor benih hortikultura berakibat pada munculnya distributor baru, sehingga
kecenderungan harga benih hortikultura akan mengalami kenaikan sebagai akibat
tambahan keuntungan pihak distributor. Pada sisi lain, perusahaan sama yang sudah
keluar juga tidak akan mau kehilangan profit. Pada kondisi normal, rata-rata
kenaikan harga benih akibat kemunculan distributor, yaitu sekitar 10-15% dari harga
produsen. Sedangkan dalam kondisi benih mengalami kelangkaan, kenaikan harga
benih oleh distributor dapat mencapai lebih dari 100% (jauh lebih tinggi dari harga
normal di pasaran). Karakter distributor yang cenderung ingin mendapatkan
keuntungan sesaat sebesar-besarnya, berbeda dengan karakter perusahaan yang ingin
mendapatkan keuntungan tetapi tetap menjaga hubungan dengan konsumen dalam
jangka panjang. Pada karakter perusahaan benih yang tetap ingin menjaga
kepercayaan dan hubungan dengan konsumen, akan lebih mudah mengontrol
perilaku distributor yang menaikkan harga benih hortikultura terlalu tinggi apabila
masih berada di dalam negeri.

Kondisi ini juga sesuai dan didukung dengan data sekunder yang didapatkan,
yaitu mengenai perkembangan impor benih hortikultura di Indonesia. Sampai tahun
2009, total impor benih hortikultura masih sangat tinggi yaitu sekitar 8.658.360 kg
benih hortikultura (lihat tabel 5.5). Dari tabel ini terlihat bahwa volume impor benih
17.419.493 kg
pada tahun 2006, menjadi 8.658.360, dengan rata-rata penurunan sekitar 20%.

hortikultura di Indonesia terus menurun dari tahun ke tahun, dari

Penurunan impor benih hortikultura ini, tidak lepas dari peran industri multinasional,
yang mampu memproduksi sebagian besar benih hortikultura di Indonesia (lihat tabel
5.4).

Tabel 5.5. Perkembangan Impor Benih Hortikultura di Indonesia Tahun 2006-2009

TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
2006 2007 2008 2009
NO. KOMODITAS Volume Volume Volume Volume
(kg) (kg) (kg) (kg)
1. Kentang 1.487.208 1.392.680 2.943.756 2.255.201
2. Bawang Merah 3.488.783 0 185.000 3.574.820
3. Bawang Putih 7.859.005 174.970 140.000 280.000
4, Leak 335.908 0 0 125
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Sambungan Tabel 5.5

TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
2006 2007 2008 2009
NO. KOMODITAS Volume Volume Volume Volume
(kg) (kg) (kg) (kg)
5. Kacang Merah 111.483 0 0 0
6. Buncis 476.175 0 254 142
7. Sayuran Lainnya 3.358.090 11.315.262 8.660.581 2.505.369
8. Melon 0 1.644 1741 5.000
9. Anggrek 302.841 72512 34.551 37.703
TOTAL 17.419.493 12.957.068 11.965.886 8.658.360
PERTUMBUHAN 0 -25,62% -7,65% -27,64%
Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, 2009 (diolah)
Dengan berlakunya pembatasan investasi asing di sektor industri

hortikultura pada tahun 2014, berpotensi terjadinya peningkatan volume impor benih

hortikultura akibat keluarnya industri multinasional dari Indonesia. Potensi
peningkatan impor benih hortikultura dapat pada tabel 5.6, yang memperlihatkan
bahwa beberapa komoditas benih yang berkotribusi besar pada nilai produksi benih
hortikultura di Indonesia pada tahun 2009 adalah benih kentang, cabe merah dan

ketimun.

Tabel 5.6. Nilai Produksi Benih Sayuran di Perusahaan Hortikultura Menurut Jenis
Tanaman, Tahun 2009

No. Jenis Benih Tanaman Nilai FEB%%“&S') Benih

1. | Bawang daun 13.500
2. | Bayam 5.000
3. | Brokoli 1.000
4. | Buncis -
5. | Cabe merah 2.919.249
6. | Cabe rawit 89.300
7. | Jamur 182.295
8. | Kacang panjang 396.500
9. | Kangkung 270
10. | Kembang kol 61.180
11. | Kentang 3.379.463
12. | Ketimun 1.841.788
13. | Kubis 350.000
14. | Labu siam 50.000
15. | Lobak 15.000

Universitas Indonesia

Analisis dampak..., Agung Pambudi, FE Ul, 2012




81
Sambungan Tabel 5.6

No. Jenis Benih Tanaman Nilai I?B%%uégl) Benih
16. | Melinjo 26.375
17. | Paprika -
18. | Selada -
19. | Terung 114.458
20. | Tomat -
21. | Wortel 312.000
22. | Sayur lainnya 2.872.563
TOTAL 12.629.941

Sumber : Statistik Perusahaan Hortikultura-Badan Pusat Statistik tahun 2010

Dari tabel 5.6, terlihat bahwa beberapa benih sayuran yang berkontribusi
besar terhadap nilai produksi benih sayuran secara keseluruhan adalah benih kentang
(Rp. 3.379.463.000,-), cabe merah (Rp. 2.919.249.000,-), dan ketimun (Rp.
1.841.788.000,-). Dari wawancara dan studi literatur saat ini pangsa pasar benih
hortikultura, termasuk sayuran juga masih dikuasai oleh asing. Sebagai contoh, saat
ini PT. East West Seed dengan negara asal Belanda, yang menguasai pasar benih
hortikultura nasional sekitar 45%, di sektor benih sayuran memiliki pangsa pasar
75% pada benih tomat, 60% pada benih cabai, dan 60% benih mentimun. Dari
kondisi ini terlihat bahwa industri multinasional memiliki kontribusi yang tinggi
dalam penyediaan benih hortikultura nasional, dan menurunkan impor benih
hortikultura di Indonesia. Sedangkan pada kondisi adanya pembatasan investasi
asing (UU No. 13 pasal 100), dan industri multinasional masih di melakukan usaha
di Indonesia, pelaku usaha asing cenderung menerapkan kebijakan-kebijakan baru,
termasuk membatasi jumlah produk, sehingga benih yang berkualitas akan menjadi
barang langka, dan yang secara bersamaan akan berdampak pada kenaikan harga.

Dari sisi persaingan, keluarnya beberapa industri lama dan tidak adanya
perusahaan baru yang dalam pasar, maka secara langsung akan terjadi peningkatan
konsentrasi dalam pasar. Dengan kondisi semakin tingginya konsentrasi pasar, hanya
akan ada beberapa pemasok utama. Sebagai akibatnya perusahaan-perusahaan dalam
pasar akan lebih mudah untuk melakukan kolusi, terutama dalam pengaturan harga
bersama dan jumlah benih hortikultura yang ada di pasar, sehingga cenderung akan
merugikan masyarakat khusunya dalam hal semakin mahalnya harga benih, dan
penurunan produk benih hortikultura yang ada di pasar.
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Dari uraian tersebut, kebijakan pembatasan investasi asing (FDI) di sektor
industri benih hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) berpotensi
meningkatkan konsentrasi dalam pasar sehingga berpotesi terjadinya kolusi dan
menaikkan harga benih hortikultura secara signifikan, sehingga cenderug merugikan

konsumen benih hortikultura.

Pertanyaan 5.

Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura
(UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) berpengaruh terhadap penurunan jumlah
produksi benih hortikultura di pasar ?

Jawabannya adalah “YA”

Dari hasil wawancara, 85,71% responden menyatakan bahwa pembatasan
investasi asing berdampak sangat berpengaruh terhadap penurunan jumlah produksi
benih hortikultura di pasar, sedangkan 14,29% responden menyatakan bahwa
pembatasan investasi asing ini berpengaruh terhadap penurunan jumlah produksi
benih hortikultura di pasar. Dari hasil wawancara, dapat dikatakan bahwa secara
keseluruhan pembatasan investasi asing paling banyak 30% di sektor industri benih
hortikultura, berpengaruh dalam memperkecil masuknya pelaku usaha baru.

Selama ini kebutuhan benih hortikultura bermutu dipenuhi dari produksi dalam
negeri dan pemasukan benih dari luar negeri. Pemasukan benih dari luar negeri
dilakukan karena produksi benih dari dalam negeri belum mencukupi kebutuhan.
Dengan keluarnya perusahaan benih multinasional, maka ketersediaan benih yang
mampu diproduksi dalam negeri akan berkurang, dan berdampak langsung akan
mengurangi jumlah produksi benih hortikultura di pasaran. Hal ini dikarenakan
karena saat ini produksi benih hortikultura dalam negeri masih didominasi oleh
industri multinasional (sebagai contoh, saat ini PT. East West Seed Indonesia yang
memiliki pangsa pasar sekitar 45% di pasar benih hortikultura). Sedangkan, pada
kondisi perusahaan asing masih berproduksi di Indonesia, sebagai akibat pembatasan
investasi asing paling banyak 30%, memberikan dampak terhadap pembatasan-
pembatasan lainnya di dalam kebijakan industri benih multinasional diantaranya
kapasitas jumlah benih yang diproduksi. Pada kondisi terjadinya penurunan jumlah

produksi benih hortikultura di pasar sebagai akibat menurunnya tingkat persaingan,
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cenderung merugikan konsumen benih di pasar. Penurunan jumlah produksi benih
horikultura di pasar juga dapat berpotensi naiknya harga benih hortikultura di pasar.

Dari hal tersebut, kebijakan pembatasan investasi asing (FDI) di sektor
industri benih hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100), berpotensi
menurunkan jumlah produksi benih hortikultura di pasar secara signifikan sebagai
akibat berkurannya persaingan, sehingga cenderung merugikan konsumen, yaitu
petani. (lihat tabel 5.4).

Pertanyaan 6.

Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura
(UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) berpengaruh terhadap penurunan jumlah
varietas atau keragaman benih hortikultura di pasar ?

Jawabannya adalah “YA”

Dari hasil wawancara, 42,86% responden menyatakan bahwa pembatasan
investasi asing berdampak sangat berpengaruh terhadap penurunan jumlah varietas
atau keragaman benih hortikultura di pasar, sedangkan 57,14% responden
menyatakan bahwa pembatasan investasi asing ini berpengaruh terhadap jumlah
varietas atau keragaman benih hortikultura di pasar. Dari hasil ini, dapat dikatakan
bahwa secara keseluruhan pembatasan investasi asing paling banyak 30% di sektor
industri benih hortikultura, berpengaruh terhadap penurunan jumlah varietas atau
keragaman benih hortikultura di pasar.

Dari hasil wawancara dan data sekunder yang didapatkan, menunjukkan
kesesuaian, yaitu pembatasan investasi asing paling banyak 30% di sektor industri
benih hortikultura, berpengaruh terhadap penurunan jumlah varietas atau keragaman
benih hortikultura di pasar. Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, jumlah
varietas hortikultura yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian sebanyak 935 varietas
tanaman dari 84 tanaman hortikultura®®. Akan tetapi dari keseluruhan varietas yang
dilepas tidak semuanya berlanjut pada tahap komersialisasi di pasar. Saat ini
perusahaan-perusahaan multinasional asing cukup besar sumbangannya terhadap

varietas benih hortikultura di pasar. Keragaman varietas benih hortikultura di pasar,

25

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura. 2010. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2010-
2014, Kementerian Pertanian, Republik Indonesia
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saat ini masih di dominasi oleh perusahaan multinasional. Hal ini dikarenakan
adanya kegiatan riset penciptaan benih pada industri benih multinasional jauh lebih
baik dibandingkan industri lokal maupun pemerintah. Dari 4 perusahaan terbesar,
PT. East West Seed Indonesia yang memiliki pangsa pasar sekitar 45%,
berkontribusi lebih dari 123 varietas benih hortikultura yang diproduksi di Indonesia,
dan diikuti PT. BISI Internasional (Thailand) dengan jumlah varietas sekitar 115
varietas. Sedangkan dari perusahaan lokal, PT. Benih Citra Asia dan PT. Primasid
Andalan Utama, masing-masing hanya berkontribusi 67 dan 37 varietas (lihat tabel
5.7). Dengan kenyataan bahwa secara keseluruhan total penguasaan pasar perusahaan
asing (modal asing) di sektor benih hortikultura lebih dari 66%, maka secara tidak
langsung kebijakan pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih
hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100), berpotensi menurunkan jumlah
varietas benih hortikultura di pasar secara signifikan, bahkan berpotensi
menghilangkan varietas-varietas beberapa komoditas tanaman hortikultura.

Tabel 5.7. Jumlah Varietas Benih Hortikultura yang di Perdagangkan (4 Perusahaan

Terbesar) Tahun 2012
Jumlah Varietas Benih Hortikultura
. . PT. BISI PT.

No. dgrr‘t'fkiftr:;:‘a VC;t'ESaezt 4 | International/ | PT.Benih | Primasid

Indonesia PT. Tanl_ndo Citra Asia Andalan

Subur Prisma Utama

(varietas) (varietas) (varietas) (varietas)
1 | Bawang Merah 1 - - -
2 | bayam 3 - 4 -
3 | Blewah - 1 - -
4 | buncis 4 - 3 1
5 | cabai 21 21 10 6
6 | Caisim 6 7 2 4
7 | Jagung 6 - 1 -
8 | Kacang Panjang 6 - 5 -
9 | Kailan 1 - - -
10 | Kangkung 5 - 1 1
11 | Kembang Kol 2 5 - 4
12 | Mentimun 12 17 10 2
13 | Kol 1 - 6
14 | Labu 2 1 1 -
15 | Melon 2 8 - 2
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Sambungan Tabel 5.7

Jumlah Varietas Benih Hortikultura
. . PT. BISI PT.
No. dg?;?kiftr::pa VC;tIESant d Internati_onal/ PT. Beni_h Primasid
Indonesia PT. Tanl_ndo Citra Asia Andalan
Subur Prisma Utama

(varietas) (varietas) (varietas) (varietas)
16 | Oyong 2 2 - -
17 | Pare 6 9 4 -
18 | Selada 5 2 - -
19 | Seledri 2 - - -
20 | Semangka 11 17 3 8
21 | Terong 6 8 8 -
22 | Tomat 17 10 13 1
23 | Wortel 2 - - -
24 | Waluh - 4 2 -
25 | Brokoli - 1 - 1
26 | Zukini - 2 - -
TOTAL 123 120 67 36

Sumber : Katalog Produk Industri Benih Hortikultura 2012

Dari uraian diatas, terlihat bahwa keluarnya beberapa perusahan benih
hortikultura dari pasar menyebabkan terjadinya penurunan persaingan, dan
berpotensi mengurangi keragaman benih hortikultura yang ada di pasar, sehingga

pada akhirnya akan merugikan kesejahteraan konsumen, yaitu petani.

Pertanyaan 7.

Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura
(UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) berpengaruh terhadap penurunan kualitas
benih hortikultura dalam pasar ?

Jawabannya adalah “YA”

Dari hasil wawancara, secara keseluruhan responden menyatakan bahwa
pembatasan investasi asing ini sangat berpengaruh terhadap penurunan kualitas benih
hortikultura dalam pasar. Dari hasil ini, dapat dikatakan bahwa pembatasan investasi
asing paling banyak 30% di sektor industri benih hortikultura, berpengaruh terhadap
penurunan kualitas benih hortikultura dalam pasar.

Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan wawancara di lapangan, bahwa dalam

perbenihan hortikultura, benih yang beredar di petani terdiri dari 3 (tiga) kelas, yaitu
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: benih elite (benih unggul), benih medium, dan benih rakyat. Benih elite, yaitu benih
unggul dengan kualitas, produktivitas, dan ketahanan terhadap serangan hama dan
penyakit yang tinggi. Benih medium merupakan benih hortikultura yang memiliki
kualitas menengah (kualitas, produktivitas, dan ketahanan yang kurang baik).
Sedangkan rakyat atau benih asal yaitu benih yang diproduksi oleh petani sendiri
tanpa melalui kegiatan riset atau pemuliaan tanaman.

Dari data sekunder juga mendukung hasil penelitian, yaitu pembatasan
investasi asing ini berpengaruh terhadap penurunan kualitas benih hortikultura dalam
pasar. Pada kondisi saat ini, dalam hal kualitas benih hortikultura masih dikuasai
oleh industri multinasional dibandingkan perusahaan domestik dan balai-penelitian
benih dalam negeri. Kualitas benih hortikultura dapat dilihat dari segi produktivitas,
daya tahan terhadap penyakit dan iklim, serta daya tarik produk akhir komoditas
hortikultura (rasa, warna, dll). Sebagai salah satu pendekatan kualitas benih dapat

dilihat dari produktivitas benih yang dihasilkan (lihat tabel 5.8.)

Tabel 5.8.  Perbandingan Produktivitas Beberapa Benih Hortikultura Antar
Perusahaan serta Lembaga Penelitian Sayuran-Deptan
Produktivitas Benih Masing-masing Perusahaan
Benih N ]
No. Hortikultura Ketinggian | PT. East PT. Bisi PT. Agri Balitsa-
West Seed . Makmur
; Internasional L Deptan
Indonesia Pertiwi
1 |Cabai Dataran | 16-25ton/ha | 20 ton/ha 6-12 ton/ha 12 ton/ha
Rendah (astina) (tropy) (serambi) (Tanjung 2)
Dataran | 20-30ton/ha | 30 ton/ha * 19 ton/ha 19 ton/ha
menengah- | (provost) (arimbi) (vega) (lembang 1)
tinggi
2 | Tomat Dataran | 70 -80 ton/ha | 60-70 ton/ha - 30-50 ton/ha
Rendah (lentana) (fortuna) (opal)
Dataran | 70-85 ton/ha | 20-30 ton/ha | + 50 ton/ha -
menengah- | (montera) (sweety) (amazon)
tinggi
3 | Terong Dataran 90-100 80-90 ton/ha - -
Rendah - ton/ha (antaboga)
Menengah (lezata)
4 | Sawi Dataran | 40-50 ton/ha | *45ton/ha | 28-30 ton/ha -
Tinggi (PM 234) (green fut (kumala)
choy)
5 |Pare Dataran | 28-30 ton/ha | 18-25ton/ha | + 18 ton/ha -
Rendah - (lipa) (comodor) (asoka)
Menengah
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Sambungan Tabel 5.8

Produktivitas Benih Masing-masing Perusahaan

Benih N ]
No. Hortikultura Ketinggian| PT. East PT. Bisi PT. Agri Balitsa-
West Seed Internasional Makmur Deptan
Indonesia Pertiwi P
6 |Buncis Dataran | 20-30 ton/ha - - + 24 ton/ha
menengah- |  (widuri) (horti 2)
tinggi
7 | Wortel Dataran | 20-25 ton/ha - - -
tinggi (kuroda EW

select)

Sumber : Katalog Produk Industri Benih Hortikultura 2012

Dari tabel 5.8 diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan rata-rata
produktivitas benih hortikultura paling tinggi masih berasal dari industri
multinasional (PT. East West Seed Indonesia dan PT. Bisi Internasional), diikuti oleh
industri lokal dan Balai Penelitian Benih Sayuran milik pemerintah. Dengan
keluarnya industri multinasional, maka akan kehilangan benih unggul hortikultura
yang berkualitas di pasar. Pada kondisi terjadinya penurunan kualitas benih
hortikultura di pasar juga disebabkan oleh berkurangnya perusahaan yang memiliki
kompetensi dan komitmen untuk mengembangkan benih berkualitas (terutama
industri multunasional), sehingga secara signifikan berakibat pada berkurangnya
benih berkualitas yang beredar di pasaran.

Selain itu, untuk menciptakan benih berkualitas dalam benih hortikultura
dibutuhkan pengetahuan yang memadai, dan dana penelitian yang sangat besar.
Dengan anggaran riset dalam negeri yang terbatas, dan potensi keluarnya perusahaan
multinasional dari Indonesia, maka alih pengetahuan tidak mungkin terjadi, sehingga
kualitas benih hortikultura akan semakin menurun. Dari uraian diatas, terlihat bahwa
keluarnya beberapa perusahan benih hortikultura dari pasar menyebabkan terjadinya
penurunan persaingan, dan berpotensi terjadinya penurunan kualitas benih
hortikultura yang ada di pasar, sehingga pada akhirnya akan merugikan kesejahteraan
konsumen. Secara keseluruhan dapat dikatakan kebijakan pembatasan investasi asing
(FDI) di sektor industri benih hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100),
berpotensi akan merugikan kesejahteraan konsumen, yaitu petani sebagai akibat

menurunnya kualitas benih hortikultura di pasar secara signifikan.
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Pertanyaan 8.
Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura
(UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) berpengaruh terhadap penurunan inovasi ?

Jawabannya adalah “YA”

Dari hasil wawancara, 28,57% responden menyatakan bahwa pembatasan
investasi asing ini sangat berpengaruh terhadap penurunan inovasi di industri
hortikultura Indonesia, sedangkan 71,43% responden menyatakan bahwa pembatasan
investasi asing ini berpengaruh terhadap penurunan inovasi. Dari hasil wawancara
diatas dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pembatasan investasi asing paling
banyak 30% di sektor industri benih hortikultura berpengaruh terhadap penurunan
inovasi pada antara industi benih hortikultura nasional.

Inovasi dalam industri benih hortikultura terkait erat dengan alih
pengetahuan. Dari wawancara di lapangan, inovasi atau alih pengetahuan industri
benih multinasional mampu meningkatkan pengetahuan baik secara langsung
maupun tidak langsung. Dari hasil wawancara, secara langsung alih teknologi yang
dilakukan industri multinasional meliputi :

a. Peningkatan pengetahuan bagi karyawan dalam negeri dalam proses prduksi
benih bermutu, sehingga apabila karyawan keluar dari perusahaan, maka akan
mampu mendirikan perusahaan benih lokal. Dari hasil pengambilan data di
lapangan, beberapa perusahaan lokal yang memiliki pangsa pasar cukup besar,
pendiri perusahaan pernah bekerja dan mendapatkan pengetahuan penciptaan
benih hortikultura dari industri multinasional. merupakan berasal dari PT Benih
Citra Asia, yang saat ini menguasai pasar sekitar 7% dan PT. Mulia Bintang
Utama yang memiliki pangsa pasar sekitar 4%, pendirinya pernah bekerja dan
mendapatkan pengetahuan penciptaan benih hortikultura dari perusahaan
multinasional.

b. Transfer pengetahuan atau memberikan masukan untuk perbaikan bagi pihak
yang pencipta varietas yang produknya dibeli oleh industri multinasional,
disamping adanya perjanjian royalti, sehingga akan menambah pengetahuan bagi
penemu; dan

c. Memberikan pengetahuan tentang perbenihan bagi kelompok tani binaan

industri multinasional. Selain itu, dalam hal plasma nutfah, seringkali industri
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multinasional memberikan beberapa induk tanaman untuk bahan penelitian bagi
lembaga litbang benih pemerintah. Dalam hal plasma nutfah ini, akan sangat
sulit didapatkan apabila perusahaan multinasional tidak berada di Indonesia dan

tidak ada kerjasama pengembangan perbenihan hortikultura dengan pemerintah.

Dengan membatasi investasi asing paling banyak 30% pada industri benih
hortikultura di Indonesia, berarti secara tidak langsung menutup diri terhadap
inovasi, karena pihak investor luar cenderung tidak akan menerapkan teknologi baru
di Indonesia, karena harus menyerahkan hasil risetnya kepada pihak lain yang lebih
besar (70%). Sedangkan dampak tidak langsung dalam peningkatan inovasi dengan
adanya industri benih hortikultura multinasional di Indonesia akan menimbulkan
persaingan antar industri dalam negeri yang cenderung akan meningkatkan inovasi

pada industri benih hortikultura dalam negeri.

Kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura paling
banyak 30% berdampak negatif terhadap biaya litbang dan kegiatan inovatif lainnya
karena perusahaan akan kekurangan sumber daya atau modal dalam pembiayaan
kegiatan inovasi, mengingat karakter sektor industri benih hortikultura yang padat
modal. Di sisi lain, kebijakan pembatasan investasi asing mengurangi persaingan di
pasar benih hortikultura di Indonesia dan menimbulkan struktur produksi yang tidak
efisien. Jika regulasi menciptakan hambatan masuk pasar dan menyebabkan
keluarnya perusahaan lama, kemungkinan besar hal ini akan mengakibatkan
berkurangnya persaingan di dalam pasar. Kurangnya persaingan dapat mendorong
industri benih hortikultura lama menjadi kurang efisien dan mengurangi dorongan

untuk melakukan inovasi.

Dari uraian ini, terlihat bahwa kebijakan pembatasan investasi asing (FDI) di sektor
industri benih hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100), secara keseluruhan
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan inovasi pada industri benih
hortikultura, sehingga dalam jangka panjang menyebabkan keluarnya perusahaan

lama, dan mengakibatkan berkurangnya persaingan di dalam pasar.
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Pertanyaan 9.

Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura
(UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) berpengaruh dalam membatasi pertumbuhan
pasar benih hortikultura ?

Jawabannya adalah “YA”

Dari hasil wawancara, 14,29% responden menyatakan bahwa pembatasan
investasi asing sangat berpengaruh dalam membatasi pertumbuhan pasar benih
hortikultura. Sedangkan responden yang menyatakan bahwa pembatasan investasi
asing berpengaruh dalam membatasi pertumbuhan pasar benih hortikultura sebesar
85,71%. Dari hasil ini, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pembatasan
investasi asing paling banyak 30% di sektor industri benih hortikultura, secara
keseluruhan berpengaruh membatasi pertumbuhan pasar benih hortikultura.

Dengan adanya pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih
hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) akan cenderung mengakibatkan
industri benih asing (multinasional) akan keluar dari Indonesia. Dengan keluarnya
perusahaan multinasional dari Indonesia, maka akan terjadi penurunan persaingan
dalam industri benih hortikultura secara keseluruhan, yang akan berdampak negatif
terhadap pertumbuhan sektor industri benih hortikultura (menaiknya harga benih,
menurunnya kualitas benih hortikultura, menurunnya inovasi, dll). Terkait dengan
berkurang atau bahkan tidak adanya perusahaan baru yang masuk yang diiringi
dengan keluarnya paerusahaan lama dari pasar, maka akan mempengaruhi
pertumbuhan pasar hortikultura. Pengembangan sektor industri benih di Indonesia,
akan lebih cepat apabila belajar dan bekerjasama dengan industri multinasional.
Dalam hal inovasi, dengan berkurangnya investor akan menurunkan tingkat inovasi
yang berdampak terhadap pertumbuhan pasar yang stagnan serta berkurangnya
tingkat kompetensi industri benih hortikultura secara keseluruhan.

Pertumbuhan pasar dapat ditinjau dengan melihat pertumbuhan produksi,
penjualan dan juga investasi modal baru berupa pabrik, peralatan dan mesin. Dari
uraian sebelumnya menunjukkan bahwa adanya kebijakan pembatasan investasi di
sektor benih hortikultura berpotensi menurunkan persaingan, dengan keluarnya
perusahaan pemasok lama dan memperkecil masuknya pelaku usaha baru di pasar

benih hortikultura Indonesia. Pada kondisi ini, tidak berkembangnya investasi baru
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berupa pabrik peralatan dan mesin dalam industri benih hortikultura, sehingga secara
tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan pasar benih hortikultura di
Indonesia. Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pembatasan
investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura berpotensi membatasi
pertumbuhan pasar benih hortikultura secara signifikan, sebagai akibat investasi baru
berupa pabrik peralatan dan mesin dalam industri benih hortikultura.

Pertanyaan 10.

Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura
(UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) berpengaruh terhadap penurunan persaingan
pada pasar yang memasok input atau yang menggunakan produk industri benih
hortikultura?

Jawabannya adalah “YA”

Dari hasil wawancara, 42,86% responden menyatakan bahwa pembatasan
investasi asing sangat berpengaruh dalam memperlemah persaingan pada pasar input
dan lanjutan benih hortikultura. Sedangkan responden yang menyatakan bahwa
pembatasan investasi asing berpengaruh berpengaruh dalam memperlemah
persaingan pada pasar input dan lanjutan benih hortikultura sebesar 57,14%. Dari
hasil ini, dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pembatasan investasi asing
paling banyak 30% di sektor industri benih hortikultura berpengaruh terhadap
penurunan persaingan pada pasar yang memasok input atau yang menggunakan
produk industri benih hortikultura.

Benih merupakan komponen yang sangat penting dalam memajukan sektor
hortikultura secara keseluruhan. Dengan mampu memenuhi ketersediaan benih
hortikultura dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang
terjangkau bagi petani, maka akan mampu meningkatkan produksi komoditas
hotikultura dalam negeri, dan mengurangi atau tidak tergantung dari impor (termasuk
buah dan sayuran). Dari hasil wawancara, akibat dari keluarnya industri
multinasional dari Indonesia, maka secara keseluruhan menyebabkan impor benih
dan semakin mahalnya benih unggul hortikultura dalam negeri cenderung memaksa
petani untuk menggunakan benih kelas medium atau benih asal (benih rakyat).
Akibatnya produksi hortikultura secara nasional akan menurun dan pemenuhan

produk hortikultura, termasuk buah dan sayuran akan dipenuhi melalui impor. Selain
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itu, dengan penurunan kualitas benih hortikultura dalam negeri, petani akan
kehilangan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, karena yang selama
ini berproduksi bagus, akan terjadi penurunan produksi dan penurunan penghasilan
yang signifikan.

Dari tabel 5.9 terlihat bahwa rata-rata prosentase biaya pembelian benih
terhadap biaya total produksi tanaman sayuran sekitar 3,5%, sedangkan untuk
tanaman buah semusim sekitar 12%. Untuk lebih jelasnya prosentase biaya
pembelian benih terhadap biaya total produksi pada beberapa tanaman hortikultura
dapat dilihat pada tabel 5.9.

Tabel 5.9. Rata-rata Presentase Biaya Produksi per-Hektar Beberapa Tanaman
Hortikultura

L. Prosentase Terhadap Nilai Produksi
No. Jenis Biaya Cabe | Kacang . .
Produksi Merah | Panjang Buncis | Ketimun| Melon |Semangka
1 |Non Sarana 86,8 38,44 66,31 36,91 33,56 43,24
Produksi
2 |Sarana Produksi 13,20 61,56 33,69 63,09 66,44 56,76
a. Benih 3,06 4,68 2,74 14,66 10,28 10,52
b. Pestisida 1,95 7,49 2 11,59 12,64 0,85
c. Pupuk 511 40,94 25,87 15,36 37,16 39,39
d. Lainnya 3,08 8,43 3,08 21,48 6,36 6,00
3 |Total Biaya 100,00/ 100,00/ 100,00 100,00| 100,00 100,00

Sumber : Statistik Perusahaan Hortikultura-Badan Pusat Statistik tahun 2010

Dari tabel 5.9. dapat dilihat apabila terjadi kenaikan harga, kecenderungan
prosentase harga benih buah terhadap total biaya produksi buah akan lebih tinggi
daripada benih sayuran, dan semakin lebih tidak terjangkau oleh petani dari pada
benih sayuran. Sedangkan pada benih sayuran, walaupun dari segi prosentase biaya
pembelian benih terhadap total biaya produksi, benih sayuran lebih rendah daripada
benih buah, akan tetapi ketersediaan dalam jumlah dan keragaman varietas sangat
tergantung oleh industri benih asing (lihat tabel 5.7). Sehingga, apabila industri
multinasional keluar dari Indonesia, sektor hortikultura sayuran akan terpengaruh
dan terjadinya penurunan produktivitas nasional sebagai akibat kurangnya
ketersediaan benih hortikultura di pasar.

Pada kondisi yang sama, kebijakan pembatasan investasi di sektor industri

hortikultura berpotensi meningkatnya impor benih hortikultura, sehingga akibatnya
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harga produk sayur-mayur dan buah-buahan Indonesia menjadi lebih mahal

dibanding produk impor yang saat ini membanjiri pasar domestik. Dari hasil

wawancara dan dukungan data, terlihat bahwa pembatasan investasi asing (FDI) di
sektor industri benih hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) secara

signifikan berpengaruh terhadap penurunan persaingan pada pasar yang memasok

input atau yang menggunakan produk industri benih hortikultura.

5.3. Tahap Lanjutan : Menentukan Dampak Kebijakan Terhadap Pasar

Tahap lanjutan merupakan tahap terakhir, yaitu menentukan dampak kebijakan

terhadap pasar, baik dampak secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi

persaingan dan perkembangan industri benih hortikultura, yang disebabkan oleh adanya

pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura paling banyak 30%
(UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100). Dari hasil penelitian, dapat diketahui perkembangan

dan persaingan industri benih hortikultura, baik sebelum maupun sesudah adanya

kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura dapat dilihat
pada table 5.10.

Tabel 5.10. Perkembangan dan persaingan industri benih hortikultura, sebelum dan
sesudah adanya kebijakan pembatasan investasi asing

Kondisi Sebelum Adanya Kondisi Sesudah Adanya

No Indikator Kebijakan Pembatasan Kebijakan Pembatasan

Investasi Asing Investasi Asing

1. | Persaingandi | e Pasar benih hortikultura e Terjadi penurunan persaingan,
antara industri merupakan pasar oligopoli sebagai akibat keluarnya
benih kuat dengan persaingan ketat beberapa industri benih
hortikultura (CR4 = 83,84%). Persaingan hortikultura lama dari pasar,
lama yang ada cenderung sehingga terjadi peningkatan

menguntungkan konsentrasi pasar.
konsumen/petani.

2. | Masuknya e Tidak adanya pembatasan e Memperkecil masuknya
pelaku usaha investasi asing (100%), pelaku usaha baru akibat
baru menjadi daya tarik pendatang terjadinya penurunan daya

baru untuk memasuki pasar. tarik pasar, dan munculnya

Munculnya industri baru di hambatan memasuki pasar,

pasar benih hortikultura. yaitu pembatasan penyediaan
modal perusahaan, terutama
yang berasal dari asing.

3. | Jumlah e Perkembangan jumlah ¢ Berkurangnya jumlah industri
industri industri relatif stabil dan dari pasar, terutama industri

berkembang. Bahkan muncul benih multinasional dari
pemasok baru yang berasal Indonesia, merupakan faktor
dari dalam negeri (misal : PT. | yang mengurangi atau
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Sambungan Tabel 5.10

Kondisi Sebelum Adanya

Kondisi Sesudah Adanya

kualitas benih
hortikultura

hortikultura di pasar. Industri
multinasional berkontribusi
besar dalam penciptaan benih
unggul.

No Indikator Kebijakan Pembatasan Kebijakan Pembatasan
Investasi Asing Investasi Asing
Benih Citra Asia dan PT. memperkecil jJumlah industri
Mulia Bintang Utama yang benih hortikultura.
dapat berkembang baik).
Total industri benih sekitar
120 perusahaan (24 industri
besar,dan 10 industri
multinasional)

4. | Harga benih Terjangkaunya harga benih Terjadi peningkatan
hortikultura di di pasar oleh konsumen konsentrasi dalam pasar, dan
pasar sebagai dampak positif perusahaan-perusahaan dalam

efektifnya persaingan di pasar akan lebih mudah untuk

pasar. Secara keseluruhan melakukan kolusi, termasuk

prosentase biaya benih harga di pasar.

terhadap total biaya produksi Munculnya distributor

komoditas hortikultura menyebabkan kenaikan

sekitar 4%. kenaikan sekitar 10-15% pada
kondisi normal dan >100%
pada kondisi langka.

5. | Jumlah Jumlah produksi benih Terjadinya penurunan jumlah
produksi benih | hortikultura di pasar produksi benih hortikultura di
hortikultura di mengalami peningkatan pasar sebagai akibat
pasar antara ketersediaan dengan menurunnya tingkat

kebutuhan, yaitu 5,33 % pada | persaingan, yang cenderung
tahun 2009, dan 13,65%) merugikan konsumen

6. | Jumlah Keragaman benih Keluarnya beberapa perusahan
varietas atau hortikultura di pasar dari pasar menyebabkan
keragaman memiliki pertumbuhan yang terjadinya penurunan
benih luar biasa, dan industri persaingan, dan berpotensi

multinasional berkontribusi mengurangi keragaman benih
besar dalam penciptaan benih | hortikultura yang ada di pasar,
unggul. Total jJumlah varietas | sehingga pada akhirnya akan
hortikultura yang telah merugikan kesejahteraan
dilepas oleh Menteri konsumen.
Pertanian selama 2005-2010
sebanyak 935 varietas
tanaman.

7. | Penurunan Peningkatan kualitas benih Keluarnya beberapa perusahan

dari pasar menyebabkan
terjadinya penurunan
persaingan, dan berpotensi
terjadinya penurunan benih
hortikultura yang ada di pasar
sebagai akibat terhambatnya
kegiatan inovasi, sehingga
pada akhirnya akan merugikan
kesejahteraan konsumen.
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Sambungan Tabel 5.10

Kondisi Sebelum Adanya

Kondisi Sesudah Adanya

No Indikator Kebijakan Pembatasan Kebijakan Pembatasan
Investasi Asing Investasi Asing
8. | Perkembangan | e Berkembangnya inovasi e Berdampak negatif terhadap
inovasi karena adanya ketersedian biaya litbang dan kegiatan
modal untuk kegiatan R&D inovatif lainnya karena
pada industri benih. perusahaan akan kekurangan
e Alih pengetahuan industri sumber daya atau modal
benih multinasional, melalui : | dalam pembiayaan kegiatan
(1) peningkatan pengetahuan inovasi (karakter sektor padat
bagi karyawan dalam negeri; modal).
(2) transfer pengetahuan
untuk pemulia tanaman mitra
perusahan; (3) peningkatan
pengetahuan kelompok tani
binaan industri.
9. | Pertumbuhan | e Berkembangnya investasi e Menurunkan persaingan,
pasar baru berupa pabrik peralatan dengan keluarnya perusahaan
dan mesin dalam industri pemasok lama dan
benih hortikultura, akibat memperkecil masuknya
masuknya investasi asing pelaku usaha baru di pasar.
(foreign direct investment) e Tidak berkembangnya
sehingga meningkatkan investasi baru berupa pabrik
pertumbuhan pasar benih peralatan dan mesin dalam
hortikultura. industri benih hortikultura,
sehingga secara tidak
langsung akan mempengaruhi
pertumbuhan pasar.
10. | Pertumbuhan | e Investasi asing akan e Di sektor hulu, terhambatnya

sektor input
dan lanjutan
benih

hortikultura

berdampak positi terhadap
persaingan di pasar.

e Persaingan yang efektif di
pasar mampu merangsang
perkembangan sektor input
dan lanjutan benih
hortikultura.

perkembangan plasma nutfah
tanaman hortikultura sebagai
bahan utama untuk penciptaan
dan produksi benih
hortikultura.

¢ Berdampak negatif terhadap
pertumbuhan sektor hilir, yaitu
> (1) menurunnya produksi
hortikultura secara nasional;
(2) meningkatnya impor
produk hortikultura; (3)
penurunan penghasilan petani
secara signifikan, dan (4)
lemahnya daya saing produk
hortikultura dalam negeri.
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Terkait dengan hal ini, perlu adanya pertimbangan untuk diberlakukannya regulasi

pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura, antara lain :

1.

Kualitas benih hortikultura

Faktor pertama dan merupakan salah satu variabel yang sangat penting untuk
dipertimbangkan sebagai akibat adanya pembatasan investasi asing di sektor industri
hortikultura paling banyak 30% adalah kualitas benih hortikultura. Sebagaimana
diketahui kualitas benih hortikultura sangat menentukan keberhasilan pembangunan
sektor hortikultura, terutama dalam hal peningkatan produksi komoditas hortikultura.
Dengan rendahnya kualitas benih hortikultura di pasar maka menyebabkan
menurunnya produktivitas sektor hortikultura secara nasional. Pemenuhan kebutuhan
komoditas hortikultura untuk konsumsi masyarakat, termasuk buah dan sayuran tidak
akan mampu dipenuhi oleh dalam negeri. Akibatnya akan terjadi peningkatan dari
impor produk hortikultura dari negara lain. Dari hal ini dapat diketahui bahwa
pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura selain secara
langsung mempengaruhi kualitas benih hortikultura, secara tidak langsung juga

mempengaruhi produktivitas produk hortikultura nasional, terutama buah dan sayuran.
Harga benih hortikultura

Faktor kedua yang penting untuk dipertimbangkan yaitu harga benih hortikultura.
Akibat pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura yang
berpotensi menaikkan harga benih hortikultura di pasar akibat harus impor dari luar
negeri atau akibat perilaku distributor, menjadikan petani cenderung untuk memilih
benih yang kurang berkualitas, atau bahkan menggunakan benih asalan (benih rakyat).
Pada kondisi penggunaan benih yang kurang baik menyebabkan turunnya keuntungan
petani dan rendahnya produktivitas produk hortikultura secara nasional. Dalam hal ini,
kebijakan pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura yang
secara langsung meningkatkan harga benih hortikultura di pasar, juga secara tidak
langsung berpotensi menyebabkan penurunan keuntungan bagi petani dan menurunnya
kualitas dan kuantitas produk hortikultura nasional. Pada kondisi ini, dapat dikatakan
bahwa pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura secara tidak

langsung merugikan petani.
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Ketersediaan dan keragaman benih

Faktor ketiga yang harus dipertimbangkan yaitu ketersediaan dan keragaman benih
hortikultura. Ketersediaan benih hortikultura terkait erat dengan keberlangsungan
sektor produksi lanjutan dan harga benih hortikultura di tingkat petani. Sedangkan
keragaman benih hortikultura berdampak positif bagi perkembangan sektor
hortikultura, yaitu memberikan pilihan yang lebih banyak bagi petani dalam memilih
benih hortikultura untuk pemenuhan kebutuhannya. Keragaman hortikultura di pasar

cenderung berdampak positif terhadap persaingan industri benih.

Hak Kekayaan Intelektual

Faktor keempat yang harus dipertimbangkan pada kebijakan pembatasan investasi
asing di sektor industri benih hortikultura, yaitu Hak Kekayaan Intelektual atau
Intellectual Property Right (IPR). Industri benih hortikultura merupakan salah satu
usaha yang terkait erat dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sebagai
akibat penciptaan benih unggul baru. Dengan adanya pembatasan investasi asing di
sektor hortikultura paling banyak 30% dan 70% domestik, maka pada akhirnya dalam
hal Hak Kekayaan Intelektual cenderung merugikan perusahaan multinasional.
Sebagai akibatnya, akan terjadi penurunan minat untuk masuk dan berinvestasi dalam
sektor perbenihan hortikultura. Adanya penurunan atau bahkan tidak adanya peran
industri multinasional di sektor industri benih hortikultura akan berdampak negatif

terhadap perkembangan industri benih hortikultura nasional.

Perkembangan inovasi dan transfer teknologi

Faktor kelima yaitu perkembangan inovasi dan transfer teknologi pada industri benih
hortikultura nasional. Seperti diketahui perkembangan pengetahuan dalam dunia
pemuliaan tanaman atau perbenihan internasional sangat cepat. Dalam hal alih
teknologi, sektor swasta asing atau industri multinasional berkontribusi penting dalam
memajukan teknologi perbenihan hortikultura dalam negeri yang berasal dari negara
induk atau teknologi negara lain. Terkait dengan kesinambungan dan kualitas kegiatan
riset benih hortikultura di industri multinasional justru akan menguntungkan bagi
Indonesia, dimana perkembangan riset perbenihan hortikultura berjalan lambat sebagai
akibat kerangnya dana penelitian dalam negeri baik yang berasal dari sektor
pemerintah maupun swasta lokal. Tidak adanya pembatasan pada sektor benih

hortikultura justru menguntungkan, seperti halnya Thailand, India, dan Kenya yang
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tidak membatasi investasi asing di sektor industri hortikultura memberikan kontribusi
pada pengembangan ketrampilan, teknologi dan inovasi dalam industri benih
hortikultura dalam negeri. Dalam hal pendanaan (di India dan Kenya) perusahaan
multinasional memainkan peran utama dalam pendanaan riset dan mampu

meningkatkan secara pesat terhadap pengeluaran sektor swasta pada sektor R&D.

Perkembangan plasma nutfah hortikultura

Faktor keenam yaitu perkembangan plasma nutfah (keanekaragaman genetik) di sektor
pertumbuhan industri hortikulktura dalam negeri. Dapat dikatakan bahwa plasma
nutfah merupakan bahan utama untuk menciptakan benih unggul hortikultura, selain
teknologi yang digunakan dan pengetahuan atau kemampuan dalam menciptakan
benih unggul. Penggunaan plasma nutfah sebagai sumber persilangan dalam
pengembangan varietas tanaman hortikultura telah menghasilkan varietas unggul
tanaman hortikultura. Pada sektor hortikultura (terutama tanaman buah dan sayuran),
Indonesia masih miskin dalam hal koleksi plasma nutfah jika dibandingkan dengan

plasma nutfah sektor tanaman hutan dan obat-obatan (lihat tabel 5.11).

Tabel 5.11. Jenis Tanaman Hortikultura dan Negara Asal

No. | Nama Tanaman Spesies Negara Asal

1. |Bawang Merah Allium cepa : Allium fistulosum Asia Tengah

2. |Bawang Putih Gossypium barbadense G.hirsutum | Asia Tengah

3. |Bayam Spinacia oleracea Asia Barat Daya

4. |Buncis Phaseolus vulgaris Amerika Tengah/Selatan
5. |Cabai Capsicum annum Peru

6. |Kol Brassica oleracea/ B.rapa Eropa

7. |Selada Luctuca sativa Mediterranean

8. |Alpukat Persea americaca Amerika Tengah

9. |Apel Malus pumila Asia Tengah, Himalayan
10. |Tomat Lycopersicum esculentum Amerika Selatan (Peru)
11. |Durian Durio spp. Indonesia

12. |Mangga Mangifera indica India Timur Laut

13. [Melon Citrullus lanatus Afrika Selatan

14. [Melon Cucumis melo Afrika

15. |Mentimun Cucumis sativus Amerika

16. |Nenas Ananas comosus Amerika Selatan

17. |Pepaya Carica papaya Amerika Tenga

Universitas Indonesia
Analisis dampak..., Agung Pambudi, FE Ul, 2012



99
Sambungan Tabel 5.11

No. | Nama Tanaman Spesies Negara Asal

18. [Pisang Musa acuminate; M.x paradisiaca |Malay peninsula/Indonesia
19. [Rambutan Nephelium spp. Indonesia

20. |Salak Salacca edulis Indonesia

21. |Semangka Citrullus vulgaris Schard Afrika

22. |Strawberi Fragaria x ananassa Eropa

Sumber : Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Kementan 2012

Dari tabel 5.11, terlihat bahwa sebagian besar tanaman buah dan sayuran bukan
tanaman asli Indonesia (kecuali durian, rambutan, pisang dan salak), sehingga dalam
penciptaan benih unggul hortikultura akan mengalami kesulitan dalam mencari
indukan untuk mendapatkan kualitas benih unggul. Selain itu, pada pengelolaan
plasma nutfah, Indonesia juga masih sangat kurang memperhatikan, sehingga belum
teridentifikasinya plasma nutfah hortikultura yang berpotensi unggul.

Dengan terjadinya semakin sedikit atau keluarnya industri benih multinasional,
maka akan berdampak langsung terhadap penambhan koleksi plasma nutfah
hortikultura yang memiliki potensi unggul dalam negeri, karena seringkali plasma
nutfah dari luar negeri didapatkan melalui kerjasama antara lembaga penelitian atau
industri lokal dengan perusahaan multinasional. Secara tidak langsung, adanya
kerjasama ini akan mampu memperkaya plasma nutfah hortikultura dalam negeri,
sehingga Indonesia semakin memiliki bahan baku yang cukup untuk menciptakan
benih unggul hortikultura. Semakin berkembang koleksi plasma nutfah dalam negeri
akan berpotensi meningkatkan varietas benih hortikultura yang dihasilkan, dan pada
akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani. Dari hal ini terlihat bahwa
pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura cenderung

menghambat perkembangan plasma nutfah benih hortikultura dalam negeri.

Pertumbuhan pasar perdagangan benih hortikultura

Faktor ketujuh, yaitu pertumbuhan pasar perdagangan benih hortikultura, terutama di
pasar internasional. Seperti diketahui, perusahaan multinasional mempunyai jaringan
pasar internasional yang sudah pasti. Adanya jaringan pasar yang dibawa oleh
perusahaan multinsional yang ada di Indonesia, akan mempermudah ekspor benih
hortikultura melalui jalinan kerjasama dengan industri multinasional tersebut. Dengan
memberikan akses lebih besar untuk masuknya FDI, dapat memberikan manfaat dalam

hal peningkatan ekspor benih hortikultura melalui jaringan pasar, termasuk merek dan
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jaringan distribusi. Dari hal ini terlihat bahwa pembatasan investasi asing di sektor
industri benih hortikultura cenderung menghambat perkembangan pertumbuhan pasar

benih hortikultura untuk bersaing di pasar internasional.

Dari hasil analisis secara keseluruhan diketahui bahwa kebijakan pembatasan
investasi asing di sektor industri benih hortikultura paling banyak 30% (Undang-undang
No. 13 tahun 2010, pasal 100), secara signifikan berpotensi menghambat persaingan dan
perkembangan industri benih hortikultura dalam negeri, yaitu membatasi jumlah atau
lingkup pemasok dengan menciptakan halangan geografis bagi kemampuan industri benih
hortikultura untuk menginvestasikan modal pada industri benih dalam negeri. Potensi
terhadap persaingan dalam pasar, yaitu : (1) Terjadi penurunan persaingan, sebagai akibat
keluarnya beberapa industri benih hortikultura lama, dan memperkecil masuknya pelaku
usaha baru di pasar, sehingga terjadi peningkatan konsentrasi pasar; (2) Munculnya
hambatan memasuki pasar, yaitu pembatasan penyediaan modal perusahaan, terutama yang
berasal dari asing; (3) Berpotensi merugikan atau mengurangi kesejahteraan konsumen
benih hortikultura di pasar sebagai akibat terjadinya penurunan jumlah produksi dan
keragaman benih hortikultura yang ada di pasar; (4) Berdampak negatif terhadap biaya
litbang dan kegiatan inovatif lainnya karena perusahaan kekurangan sumber daya atau
modal dalam pembiayaan kegiatan inovasi (karakter sektor padat modal); (5) Menghambat
pertumbuhan pasar, sebagai akibat tidak berkembangnya investasi baru berupa pabrik
peralatan dan mesin dalam industri benih hortikultura.

Dari uji lanjutan, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dengan adanya kebijakan
pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura antara lain : (1) kualitas
benih hortikultura di pasar; (2) harga benih hortikultura di pasar; (3) ketersediaan dan
keragaman benih hortikultura di pasar; (4) Hak Kekayaan Intelektual atau Intellectual
Property Right (IPR); (5) perkembangan inovasi dan transfer teknologi; (6) perkembangan
plasma nutfah; dan (7) pertumbuhan pasar perdagangan benih hortikultura.
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BAB 6
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis pada bagian sebelumnya, maka dapat

disimpulkan bahwa kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri
hortikultura (Undang-undang RI No. 13 tahun 2010, pasal 100), berpotensi dan

memiliki dampak substansial terhadap persaingan. Potensi dan dampak persaingan

yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut diperoleh setelah melakukan serangkaian

tahapan analisis berdasarkan satu set pertanyaan yang terdapat dalam “Checklist

Persaingan” (Competition Checklist), dengan uraian sebagai berikut :

1.

Kebijakan pembatasan investasi asing dalam Undang-undang RI No. 13 tahun

2010 pasal 100 berpotensi membatasi jumlah atau lingkup pemasok, dengan

kebijakan pembatasan investasi asing berpotensi menciptakan halangan dalam

memperoleh investasi yang cukup bagi industri benih hortikultura.

Kebijakan pembatasan investasi asing dalam Undang-undang RI No. 13 tahun

2010 pasal 100 berpotensi menghambat persaingan dalam pasar, yaitu :

a.

Terjadi penurunan persaingan, sebagai akibat keluarnya beberapa industri
benih hortikultura lama, dan memperkecil masuknya pelaku usaha baru di
pasar, sehingga terjadi peningkatan konsentrasi pasar.

Munculnya hambatan memasuki pasar, yaitu pembatasan penyediaan modal
perusahaan, terutama yang berasal dari asing.

Berpotensi merugikan atau mengurangi kesejahteraan konsumen benih
hortikultura di pasar sebagai akibat terjadinya penurunan jumlah produksi dan
keragaman benih hortikultura yang ada di pasar

Berdampak negatif terhadap biaya litbang dan kegiatan inovatif lainnya
karena perusahaan kekurangan sumber daya atau modal dalam pembiayaan
kegiatan inovasi (karakter sektor padat modal).

Menghambat pertumbuhan pasar, sebagai akibat tidak berkembangnya
investasi baru berupa pabrik peralatan dan mesin dalam industri benih

hortikultura.
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Kebijakan pembatasan investasi asing dalam Undang-undang RI No. 13 tahun
2010 pasal 100 berpotensi menghambat perkembangan industri benih
hortikultura, dalam bentuk antara lain :

a). Kenaikan harga benih hortikultura di pasar, sebagai akibat berkurangnya
produksi benih hortikultura dalam negeri dan meningkatnya impor benih
hortikultura. Pada kondisi ini, pembatasan investasi asing di sektor industri
benih hortikultura secara tidak langsung merugikan petani.

b). Penurunan jumlah varietas atau keragaman benih hortikultura di pasar,
karena perusahaan multinasional atau asing mempunyai kontribusi yang
besar dalam terhadap keragaman varietas benih hortukultura di pasar.

c). Penurunan kualitas benih hortikultura dalam pasar, karena penciptaan benih
unggul saat ini hampir sebagian besar dihasilkan industri multinasional.
Dalam menghasilkaan benih unggul hortikultura dibutuhkan bahan baku
yang berkualitas (plasma nutfah), serta kemampuan teknologi dan
pengetahuan.

d). Penurunan inovasi dalam industri benih hortikultura, karena tidak terjadinya
alih teknogi dan pengetahuan dari industri multinasional, atau tidak
diterapkannya teknologi baru di Indonesia, karena harus menyerahkan hasil
risetnya kepada pihak lain yang lebih besar (70%).

e). Membatasi pertumbuhan pasar benih hortikultura, sebagai akibat belum
mampunya industri benih dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan benih
hortikultura nasional, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.

f). Perkembangan sektor usaha hulu dan hilir benih hortikultura. Di sektor
hulu, kebijakan pembatasan investasi asing di sektor hortikultura berpotensi
menyebabkan penurunan perkembangan koleksi plasma nutfah. Sedangkan
sektor lanjutan menimbulkan dampak negatif, yaitu : (1) menurunnya
produksi hortikultura secara nasional; (2) meningkatnya impor produk
hortikultura; (3) penurunan penghasilan petani secara signifikan, dan (4)
lemahnya daya saing produk hortikultura dalam negeri.

Dari uji lanjutan, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan

pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura antara lain : (1)

kualitas benih hortikultura di pasar; (2) harga benih hortikultura di pasar; (3)

ketersediaan dan keragaman benih hortikultura di pasar; (4) Hak Kekayaan
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Intelektual ; (5) perkembangan inovasi dan transfer teknologi; (6) perkembangan
plasma nutfah; dan (7) pertumbuhan pasar perdagangan benih hortikultura.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan analisis tersebut, dalam penelitian ini terlihat bahwa kebijakan

pembatasan investasi di sektor industri benih hortikultura paling banyak 30%

(Undang-undang RI No. 13 tahun 2010, pasal 100) berdampak negatif terhadap

persaingan dan perkembangan industri benih hortikultura nasional. Justru dengan

adanya investasi asing atau masuknya industri multinasional di sektor benih

hortikultura akan berdampak positif dan mampu mempercepat perkembangan

industri benih hortikultura. Dari penelitian ini, rekomendasi yang dapat diajukan

yaitu :

1.

Perlunya dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan menyeluruh kegiatan di
industri benih hortikultura secara teknis, baik terhadap para pelaku usaha benih
hortikultura, serta pelaku dan konsumen di sektor usaha hulu atau hilir benih
hortikultura, untuk lebih mengetahui dampak kebijakan pembatasan investasi
asing di sektor industri benih hortikultura (Undang-undang No. 13 Tahun 2010
pasal 100) secara lebih mendalam.
Perlunya dilakukan peninjauan kembali Undang-undang No. 13 Tahun 2010 pasal
100, dengan melakukan kajian yang lebih mendalam dan menyeluruh. Peninjauan
kembali kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura
dilakukan bertujuan untuk mengembangkan sektor industri benih hortikultura
dalam negeri, dan mendorong persaingan yang sehat, dengan menarik minat
penanam modal asing di sektor industri benih hortikultura.
Memperbolehkan atau tidak melarang investasi asing di sektor industri benih
hortikultura Indonesia, sampai industri benih hortikultura lokal atau dalam negeri
benar-benar mampu memenuhi kebutuhan benih hortikultura nasional, baik secara
kualitas maupun kuantitas. Mengingat saat ini industri lokal belum siap dalam
memenuhi kebutuhan benih hortikultura secara nasional, maka kebijakan
pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura hendaknya
dilakukan secara bertahap, yaitu :
a. Tidak membatasi investasi asing di sektor industri benih hortikultura
(diijinkan 100%) untuk memacu perkembangan industri benih hortikultura
dalam negeri. Diijinkannya investasi asing 100%, dilakukan dengan
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pertimbangan secara langsung maupun tidak langsung bahwa investasi asing
memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap perkembangan
industri benih hortikultura dalam negeri, serta berdampak positif terhadap
sektor input maupun lanjutan benih hortikultura. Tahapan tidak dibatasinya
investasi asing ini sesuai apabila diterapkan pada masa atau periode sekarang,
dimana industri lokal masih sangat kewalahan untuk mencukupi kebutuhan
benih hortikultura dalam negeri.

Membatasi investasi asing, dengan memberikan prosentase modal yang lebih
besar bagi asing dibandingkan industri nasional (investasi asing > 51%). Hal
ini dilakukan karena adanya pertimbangan : (1) Hak Kekayaan Intelektual
(HKI) atas penemuan varietas baru benih hortikultura, (2) kualitas benih
hortikultura di pasar; (3) harga benih hortikultura di pasar; (4) ketersediaan
dan keragaman benih hortikultura di pasar; (5) perkembangan inovasi dan
transfer teknologi; (6) perkembangan plasma nutfah; dan (7) pertumbuhan
pasar perdagangan benih hortikultura. Pada tahap diijinkannya investasi asing
> 51% disektor hortikultura yaitu untuk memacu perkembangan industri
benih hortikultura dalam negeri melalui alih teknologi dan pengetahuan.
Membatasi investasi asing, dengan memberikan prosentase modal yang lebih
besar bagi asing dibandingkan industri nasional (investasi asing > 51%).
Tahap ini dilakukan apabila industri lokal sudah siap dalam memenuhi

kebutuhan benih hortikultura, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
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Lampiran 1.
DAFTAR PERTANYAAN

Analisis Dampak Kebijakan Pembatasan Investasi Asing di Sektor Usaha Hortikultura
Terhadap Perkembangan Industri Benih Hortikultura

No. Responden
Lembaga/Instansi/Perusahaan :
Alamat

Waktu

Latar Belakang Responden

Nama Responden

Usia Responden : Tahun

Jenis Kelamin . L/P

Pendidikan Terakhir []sLTP [JSLTA [ ]st [ ]s2 [ ]s3
Lamanya Bekerja [J<1Thn [ ]<1-5Thn[ ] <5-10 [ ]>10Thn
Jabatan/Kepakaran ;

Waktu

PERTANYAAN TAHAP 1
Mohon beri tanda \/ pada kotak yang tersedia, dan berikan uraian atas jawaban yang dipilih

apabila diperlukan

a. Untuk mengukur potensi pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih
hortikultura dalam membatasi jumlah atau lingkup pemasok

1. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura

memberikan hak ekslusif kepada satu industri benih hortikultura untuk menghasilkan
benih hortikultura ?

[ ]va [ ] Tipak

2. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura*
berpengaruh terhadap proses otorisasi sebagai persyaratan operasi, membuat lisensi,
atau ijin ?

[ ] va [ ] Tipak
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|8 ;1 F: |+ B

3. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura®
membatasi kemampuan beberapa industri benih hortikultura untuk menyediakan benih
hortikultura ?

[ ]va [ ] Tipak

|0 ;1 F: 1 BT

4. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura* secara
signifikan menaikkan biaya masuk atau keluar dari pasar oleh industri benih
hortikultura tertentu ?

[ ]vya [ ] mipbak

|0 ;1 F: o B

5. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura
menciptakan halangan geografis bagi kemampuan industri benih hortikultura untuk
menyediakan benih, menginvestasikan modal atau menyediakan tenaga kerja?

[ Jvya [ ] mioak

|0 ;1 F: |+ B

b. Untuk mengukur potensi pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih
hortikultura dalam membatasi kemampuan industri benih hortikultura untuk
bersaing

1. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura®
mengendalikan atau secara substansial mempengaruhi harga benih hortikultura ?

[ ]va [ ] mioak
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2. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura®

membatasi kebebasan industri benih hortikultura untuk mengiklankan atau memasarkan
barang atau jasa ?

[ ]va [ ] mioak

Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura®
menentukan standar mutu benih hortikultura yang memberikan suatu keuntungan bagi
beberapa industri benih hortikultura?

[ ]va [ ] mipak

| 81T | R

Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura® secara
signifikan menaikkan biaya produksi bagi beberapa pemasok ? (khususnya dengan
memperlakukan pelaku usaha lama dengan cara yang berbeda dari pelaku pendatang
baru).

[ Jva [ ] Tipak

|8V F: |+

c. Untuk mengukur potensi pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih
hortikultura dalam mengurangi dorongan industri benih hortikultura untuk
bersaing secara ketat

1.

Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura®
menciptakan suatu rezim swa-regulasi atau regulasi bersama antar industri hortikultura?

[ Jva [ ] mipak

8¢ 1T | R

. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura®

mensyaratkan atau meminta informasi mengenai output, harga, penjualan atau biaya
industri benih hortikultura untuk kepentingan publikasi ?

[ Jva [ ]mipak
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|8 ;1 F: |+ BT

3. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura®
membebaskan aktifitas industri atau kelompok industri benih hortikultura tertentu dari
pelaksanaan hukum persaingan umum ?

[ va [ ] TipAK

|0 ;1 F: o B

4. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura®
mengurangi mobilitas konsumen di antara industri benih hortikultura dengan
meningkatkan biaya eksplisit maupun implisit untuk pindah ke industri benih
hortikultura lain ?

[ ]va [ ] mioak

U] 221 )

PERTANYAAN TAHAP 2

Mohon beri tanda \/ pada kotak yang tersedia, dan berikan uraian atas jawaban yang
dipilih (sejauh mana pengaruh, signifikansi, maupun batasan yang ditimbulkan)

1. Apakah regulasi pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura*
mempengaruhi penurunan persaingan di antara industri benih hortikultura lama ?

sangat kurang tidak sangat tidak
berpengaruh I:I berpengaruh I:I berpengaruh I:I berpengaruh I:I berpengaruh

|8V F: 1+ B

2. Apakah pembatasan investasi asing di sektor industri_benih hortikultura*) berpengaruh
dalam memperkecil masuknya pelaku usaha baru?

sangat kurang tidak sangat tidak
berpengaruh I:I berpengaruh I:I berpengaruh I:I berpengaruh I:I berpengaruh

|8 ;P F: 1+ B
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3. Apakah pembatasan investasi asing di sektor industri_benih hortikultura* berpengaruh
dalam mengurangi/memperkecil jumlah industri benih hortikultura?

sangat kurang tidak sangat tidak
berpengaruh I:I berpengaruh I:I berpengaruh I:I berpengaruh I:I berpengaruh

4. Apakah pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura® memiliki
dampak yang signifikan terhadap kenaikan harga benih hortikultura di pasar ?

sangat - kurang tidak sangat tidak
signifikan I:I signifikan I:I signifikan signifikan I:I signifikan
L8] 71 s B

5. Apakah pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura*’ berpengaruh
terhadap penurunan jumlah produksi benih hortikultura di pasar ?

sangat kurang tidak sangat tidak
berpengaruh I:I berpengaruh I:I berpengaruh I:I berpengaruh I:I berpengaruh

|8V F: |+

6. Apakah pembatasan investasi asing di sektor industri _benih hortikultura* berpengaruh
terhadap penurunan jumlah varietas atau keragaman benih hortikultura di pasar ?

sangat kurang tidak sangat tidak
berpengaruh I:I berpengaruh I:I berpengaruh I:I berpengaruh I:I berpengaruh

|8V F: 1o B

7. Apakah pembatasan investasi asing di sektor industri_benih hortikultura*) berpengaruh
terhadap penurunan kualitas benih hortikultura dalam pasar ?

sangat kurang tidak sangat tidak
berpengaruh I:I berpengaruh I:I berpengaruh I:I berpengaruh I:I berpengaruh

|8 ;P F: 1+ B
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8. Apakah pembatasan investasi asing di sektor industri_benih hortikultura* berpengaruh
terhadap penurunan inovasi ?

sangat kurang tidak sangat tidak
berpengaruh I:I berpengaruh I:I berpengaruh I:I berpengaruh I:I berpengaruh

| 87 1T | R

9. Apakah pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura® membatasi
pertumbuhan pasar benih hortikultura ?

sangat kurang tidak sangat tidak
berpengaruh I:I berpengaruh I:I berpengaruh I:I berpengaruh I:I berpengaruh

| 81T | TR

10. Apakah pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura* berpengaruh
terhadap penurunan persaingan pada pasar yang memasok input industri benih
hortikultura atau yang menggunakan produk industri benih hortikultura ?

sangat kurang tidak sangat tidak
berpengaruh I:I berpengarun I:I berpengaruh I:I berpengaruh I:I berpengaruh

180T | o

11. Dampak total apa yang diharapkan dari pembatasan investasi asing di sektor industri
benih hortikultura ?

12. Alternatif apa yang tersedia dalam pembatasan investasi asing di sektor industri benih
hortikultura ?

----Terima Kasih ----
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LAMPIRAN 2. TABEL RINGKASAN WAWANCARA TAHAP PERTAMA
Perusahaan Benih Hortikultura Prosentase Hasil
No. Pertanyaan
Perusahaan | Perusahaan | Perusahaan | Perusahaan | Perusahaan | Perusahaan | Perusahaan
YA |TIDAK
A B C D E F G
1. |Memberikan hak eksklusif kepada Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 0% 100%
satu industri benih hortikultura
2. |Membuat lisensi, ijin atau proses Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 0% 100%
otorisasi sebagai persyaratan operasi
3. |Membatasi kemampuan beberapa YA YA YA YA YA Tidak YA 85,71% |14,29%
industri benih hortikultura untuk Berkurangnya Terjadi Penurunan Akibat Terjadi pada Tidak terjadi Kemampuan
] . . modal dan penurunan kemampuan penurunan industri apabila dapat | industri dengan
menyediakan benih hortikultura penurunan produksi industri asing | teknologi dan |asing/multinasio| terganti oleh modal asing
teknologi atau yg bermitra inovasi nal investor dala
dengan asing negeri
4. |Menaikkan biaya masuk atau keluar Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 0% 100%
dari pasar oleh industri benih
hortikultura tertentu
5. |Menciptakan halangan geografis bagi YA YA YA YA YA YA YA 100% 0%
kemampuan industri benih _Pembatasan Pembatasan Pembatasan Pembatasan Pembatasan Pembatasan Pembatasan
hortikultura untuk menyediakan INVestasi asing | jnyestasi asing | investasi asing | investasi asing | investasi asing | investasi asing | investasi asing
; . ; paling banyak paling banyak | paling banyak | paling banyak | paling banyak | paling banyak | paling banyak
benih, menginvestasikan modal atau 30%
» Meng . 30% 30% 30% 30% 30% 30%
menyediakan tenaga kerja
6. |Mengendalikan atau secara Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 0% 100%
substansial mempengaruhi harga
benih hortikultura
7. |Membatasi kebebasan industri untuk Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 0% 100%
mengiklankan atau memasarkan benih
8. |Menentukan standar mutu benih Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 0% 100%
hortikultura yang memberikan suatu
keuntungan bagi beberapa industri
benih hortikultura
116
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No.

Pertanyaan

Perusahaan Benih Hortikultura

Prosentase Hasil

Perusahaan
A

Perusahaan
B

Perusahaan
C

Perusahaan
D

Perusahaan
E

Perusahaan
F

Perusahaan
G

YA

TIDAK

Secara signifikan menaikkan biaya
produksi bagi beberapa pemasok
(khususnya dengan memperlakukan
pelaku usaha lama dengan cara yang
berbeda dari pelaku pendatang baru).

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

0%

100%

10.

Menciptakan suatu rezim swa-regulasi
atau regulasi bersama antar industri
hortikultura

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

0%

100%

11.

Mensyaratkan atau meminta informasi
mengenai output, harga, penjualan
atau biaya industri benih hortikultura
untuk kepentingan publikasi

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

0%

100%

12.

Membebaskan aktifitas industri atau
kelompok industri benih hortikultura
tertentu dari pelaksanaan hukum
persaingan umum

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

0%

100%

13.

Mengurangi mobilitas konsumen di
antara industri benih hortikultura
dengan meningkatkan biaya eksplisit
maupun implisit untuk pindah ke
industri benih hortikultura lain

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

0%

100%

Analisis dampak..., Agung Pambudi, FE Ul, 2012

117




LAMPIRAN 3. TABEL RINGKASAN WAWANCARA TAHAP KEDUA (PERTANYAAN TERTUTUP)
Perusahaan Benih Hortikultura
No. Pertanyaan
A B C D | E F G

TAHAP KEDUA (Uji Menyeluruh)

1. |Mempengaruhi penurunan persaingan di antara industri Sangat Berpengaruh Sangat Sangat Sangat Sangat Berpengaruh
benih hortikultura lama Berpengaruh Berpengaruh | Berpengaruh | Berpengaruh | Berpengaruh

2. |Berpengaruh dalam memperkecil masuknya pelaku Sangat Berpengaruh Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat
usaha baru Berpengaruh Berpengaruh | Berpengaruh | Berpengaruh | Berpengaruh | Berpengaruh

3. |Berpengaruh dalam mengurangi/memperkecil jumlah Berpengaruh | Berpengaruh | Berpengaruh | Berpengaruh | Berpengaruh | Berpengaruh |  Kurang
industri benih hortikultura? Berpengaruh

4.  |Berdampak signifikan terhadap kenaikan harga benih Signifikan | Signifikan Sangat Kurang Signifikan | Signifikan | Signifikan
hortikultura di pasar Signifikan Signifikan

5. |Berpengaruh terhadap penurunan jumlah produksi benih Sangat Berpengaruh Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat
hortikultura di pasar Berpengaruh Berpengaruh | Berpengaruh | Berpengaruh | Berpengaruh | Berpengaruh

6. |Berpengaruh terhadap penurunan jumlah varietas atau Sangat Berpengaruh Sangat Sangat Berpengaruh | Berpengaruh | Berpengaruh
keragaman benih hortikultura di pasar Berpengaruh Berpengaruh | Berpengaruh

7. |Berpengaruh terhadap penurunan kualitas benih Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat
hortikultura dalam pasar Berpengaruh | Berpengaruh | Berpengaruh | Berpengaruh | Berpengaruh | Berpengaruh | Berpengaruh

8. |Berpengaruh terhadap penurunan inovasi Sangat Berpengaruh | Berpengaruh | Berpengaruh Sangat Berpengaruh | Berpengaruh

Berpengaruh Berpengaruh

9. |Berpengaruh dalam membatasi pertumbuhan pasar Sangat  |Berpengaruh |Berpengaruh |Berpengaruh  |Berpengaruh |Berpengaruh |Berpengaruh
benih hortikultura Berpengaruh

10. |Berpengaruh terhadap penurunan persaingan pada pasar Sangat Sangat Sangat Berpengaruh | Berpengaruh | Berpengaruh | Berpengaruh
yang memasok input industri benih hortikultura atau Berpengaruh | Berpengaruh | Berpengaruh
yang menggunakan produk industri benih hortikultura
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LAMPIRAN 4. TABEL PERHITUNGAN UJI KESELURUHAN BERDASARKAN HASIL WAWANCARA RESPONDEN

Jumlah Perusahaan Benih

Sangat L Kuran Tidak Sangat Tidak TOTAL
No. Pertanyaan Signif?kan/ cognifikan/ Signifikgn/ Signifikan/ Siggnifikan/ (perusahaan)
Berpengaruh erpengard Berpengaruh Berpengaruh Berpengaruh

1. | Mempengaruhi penurunan persaingan 5 2 - - - 7
di antara industri benih hortikultura
lama

2. | Memperkecil masuknya pelaku usaha 6 1 - - - 7
baru

3. | Mengurangi/memperkecil jumlah 6 1 - - 7
industri benih hortikultura?

4. | Berdampak terhadap kenaikan harga 1 5 1 - - 7
benih hortikultura di pasar

5. | Berdampak terhadap penurunan 6 1 - - - 7
jumlah produksi benih hortikultura di
pasar

6. | Berdampak terhadap penurunan 3 4 - - - 7
jumlah varietas atau keragaman benih
hortikultura di pasar

7. | Berpengaruh terhadap penurunan 7 - - - 7
kualitas benih hortikultura dalam pasar

8. | Berpengaruh terhadap penurunan 2 5 - - - 7
inovasi

9. | Berpengaruh dalam membatasi 1 6 - - - 7
pertumbuhan pasar benih hortikultura

10. | Berpengaruh terhadap penurunan 3 4 - - - 7
persaingan pada pasar yang memasok
input atau lenjutan benih hortikultura

119

Analisis dampak..., Agung Pambudi, FE Ul, 2012




LAMPIRAN 5. TABEL PERHITUNGAN PROSENTASE UJI KESELURUHAN BERDASARKAN HASIL WAWANCARA
RESPONDEN
No. Jumlah Perusahaan Benih
Sangat . Kuran Tidak Sangat Tidak
Pertanyaan Signif?kan/ Signifikan/ Signifikzgn/ Signifikan/ Siggnifikan/ TOTAL
Berpengaruh Berpengaruh Berpengaruh | Berpengaruh | Berpengaruh

1. | Mempengaruhi penurunan persaingan di 71,43 28,57 0,00 0,00 0,00 100,00
antara industri benih hortikultura lama

2. | Memperkecil masuknya pelaku usaha 85,71 14,29 0,00 0,00 0,00 100,00
baru

3. | Mengurangi/memperkecil jumlah 0,00 85,71 14,29 0,00 0,00 100,00
industri benih hortikultura?

4. | Berdampak terhadap kenaikan harga 14,29 71,43 14,29 0,00 0,00 100,00
benih hortikultura di pasar

5. | Berdampak terhadap penurunan jumlah 85,71 14,29 0,00 0,00 0,00 100,00
produksi benih hortikultura di pasar

6. | Berdampak terhadap penurunan jumlah 42,86 57,14 0,00 0,00 0,00 100,00
varietas atau keragaman benih
hortikultura di pasar

7. | Berpengaruh terhadap penurunan 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
kualitas benih hortikultura dalam pasar

8. | Berpengaruh terhadap penurunan 28,57 71,43 0,00 0,00 0,00 100,00
inovasi

9. | Berpengaruh dalam membatasi 14,29 85,71 0,00 0,00 0,00 100,00
pertumbuhan pasar benih hortikultura

10. | Berpengaruh terhadap penurunan 42,86 57,14 0,00 0,00 0,00 100,00
persaingan pada pasar yang memasok
input atau lenjutan benih hortikultura
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LAMPIRAN 6. TABEL PERHITUNGAN FREKWENSI UJI KESELURUHAN RESPONDEN (Berdasarkan Skala Likert)
Perusahaan Benih Hortikultura
No. Pertanyaan
A B C D E F G
1. | Mempengaruhi penurunan persaingan di antara 5 4 5 5 5 5 4
industri benih hortikultura lama
2. | Memperkecil masuknya pelaku usaha baru 5 4 5 5 5 5 5
3. | Mengurangi/memperkecil jumlah industri benih 4 4 4 4 4 4 3
hortikultura?
4. | Berdampak terhadap kenaikan harga benih hortikultura 4 4 5 3 4 4 4
di pasar
5. | Berdampak terhadap penurunan jumlah produksi benih 5 4 5 5 5 5 5
hortikultura di pasar
6. | Berdampak terhadap penurunan jumlah varietas atau 5 4 5 5 4 4 4
keragaman benih hortikultura di pasar
7. | Berpengaruh terhadap penurunan kualitas benih 5 5 5 5 5 5 5
hortikultura dalam pasar
8. | Berpengaruh terhadap penurunan inovasi 5 4 4 4 5 4 4
9. | Berpengaruh dalam membatasi pertumbuhan pasar 5 4 4 4 4 4 4
benih hortikultura
10. | Berpengaruh terhadap penurunan persaingan pada 5 5 5 4 4 4 4
pasar yang memasok input atau lenjutan benih
hortikultura
TOTAL 48 42 47 44 45 44 42
Keterangan :

Nilai (Skala Likert) :
Sangat signifikan/berpengaruh = 5, signifikan/berpengaruh = 4, Kurang signifikan/berpengaruh = 3, Tidak signifikan/berpengaruh = 2, Sangat
tidak signifikan/berpengaruh = 1
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LAMPIRAN 7. PERHITUNGAN HASIL WAWANCARA SECARA KESELURUHAN

Jumlah skor untuk setiap responden:
Maksmimal =50 (5 x 10 item)
Minimal = 10 (1 x 10 item)

Median = 30 (3 x 10 item)

Kuartil I =20 (2 x 10 item)

Kuartil Il =40 (4 x 10 item)

Jumlah skor untuk seluruh responden:
Maksmimal = 350 (7 x 50)

Minimal = 70 (7 x 10)

Median =210 (7 x 30)

Kuartil I =140 (7 x 20)

Kuartil 111 = 280 (7 x 40)

Interpretasi jumlah skor tersebut adalah

Kuartil 11l < Skor < Maksimal, artinya sangat positif (kebijakan pembatasan investasi
asing berpotensi menghambat persaingan)

Median < Skor < Kuartil 111, artinya positif (kebijakan pembatasan investasi asing
berpotensi cukup menghambat persaingan)

Kuartil I < Skor < Median, artinya negatif (kebijakan pembatasan investasi asing
berpotensi kurang menghambat persaingan)

Minimal < Skor < Kuartil I, artinya sangat negatif (kebijakan pembatasan investasi

asing tidak berpotensi menghambat persaingan)

Karena jumlah skor keseluruhan untuk kasus diatas adalah 312, maka kebijakan
pembatasan investasi asing berpotensi menghambat persaingan

210
(Hasil Wawancara)

70 140 210 280 350
B = - - =
Minimal Kuartil | Median Kuartil HI Maksimal
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LAMPIRAN 8.

Menimbang

Mengngat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

babwa bumi, air, dan kekaynan alan yang terkandung
di dalam wilayah negara Repubhk Indonesia adalah
sougersh  Tuhan  Yeang  Maha  Kussa  untuk
dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-basar
kemakmuran dan  kesejahteraan  rakyat  Indonesia
sebagmmana  dismanatkan  dalam  Undang Undang
Dasar Nogarn Republik Indonesia Tahun 1945,

bahwa tansman hortikulturs sebaga keknyano hayati
merupakan salah satu kekayaan sumber days alam
Indonesia yang sangat penting sebagal sumber pangan
bergizi, bahan  obat  nabati, dan  estetika, yang
bermanfaat dan berperan besar dalam meningkatian
kualitas tidup masyarakat, yang periu dikelola dan
dikembangkan secarn efimion dan berkelmyutan,

bahwa peratucan  perundang undangan  yaog  oda
belum dapat memberikan kepastian hukum  dalmn

pengembangan hortdoubtara nesum dengan
perkembangan dan tuntutan dalam masy aeakoat;

babwn  berdasmckan  pertimbangan  sebagmmans
dimaksud dolam huruf o, haruf b, dan hurud ¢ perlu
membentuk Undang-Undang tentang Hortdoaltura,

Pasal 20, Fasal 204 ayat (1), Pasal 21, dao Passl 33 Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesis Tahun 1945,

Dengan Persetupuan Bersama

DEWAN FERWARILAN BAKYAT REFUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKEAN
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MEMUTUSKAN

UNDANG-UNDANG TENTANG HORTIKULTURA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalan Undang-Undang wi yang dimaksud dengan:

Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan
buah, sayuran, bahan obat nabati, dan forikultura,
termasuk di dal Jamur, I dan t B aur
yang berfungsi uqu-l sayuran, bahan obat aabati,
dan/ atau bahan estetika

Usaha hortikultura  adalah  semun  kegintan  untuk
menghasilkan produk dan/stau menyelenggarakan jasa
yaung bethaitan dengan hortikultura

Tanaman  hortikultura adalah  tanaman  yang
mnﬂuamun buah, sayuran, bahan obnl nabati,
f k di dal o jamur, b dan
tanmaan air yang berfungsi ubqn sayuran, bahan
obat nabati, dan/ atou bahan estotika

Produk hortikultura adalah semun hovil yang berasal
darl tanaman hortikultura vang mesih segur atau yang
telah diolah.

Jasa bom’lultmn oadalahy kegiatan berupa usaha den
pel babk produle, faaditas, atau
Imnnnhnaa Ininnyn M hortikultura dapat dinikmnts

Pnnhynhm hoﬂiknlmn adalah penctapan  wilayah

saha  hortikultura  dengan
mpcrhnnln kondisi biofisik dan potensi wilayah
yany ada

Kowasan  hortkultura  adalah  hamparan  sebaran-
usahn hartikultura yang disatukan oleh faktor pengikat
testentu, bak faktor alamiah, sosial budaya, meapun

Umit usaha budidaya hortikultura adalah satuan lahan
tempat  terselenggaranya  kegistan  membudidayakan
tansman hortikultura pada tanali dan/atau media
taniam | dalean el W yany d
bantumn dmu pengetabuan dan teknologi

9. Sumber
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o 8%

Sumber daya genetk hortkultura adalal bahan dan
tanamnn  hortikultura  yang  mengandung  anit-unit
fungsional pewarsan sdst vang mempunys ndas nyata
ataupun potensial

Poosnrann hortikultues adalah sogals senunty  yang
mengadi penungang utama usaha hortikultuea,

Sarann hortikulturs adalah segaln sesuntu yang dapat
digunakan  sebaga  alat  den/atan  bahan  yang
dibutuhbkan dalmn usaba hortikulturn

Penih hortikultura, yang selanjutnya disebut benih,
adalal tanaman hortikulturs atau baginn dasiny s yang
digunakan untuk memperbanyak dan/ stan
mengembangbinkkan tanaman hortikultura

Organisme pengganggu tumbuhan, selanjutnya disebut
OPT, adalahi semus organisme yang dapat mecusnk,
mengganggu kehidupan, stau meayebabloan kematian
tumbuhan

Baban pengendali OFT adalah bahan kinus sintetik,
bahan alami atau buken sintetik, jasad hidup, dan
bahan laooys yang digunakan untuk meagendalikan
OFT dalam usaha hortikultura

Pemulisan tanaman horthultura, selanjutnys disebut
pemulinan,  adalah  rangkaian  kegintan  untuk
mempertabankan kemuraian jetus dan/atsu visietas
tanaman  hortikultura yang  sudah  ada stau
menghasilkan  jerus  dan/atan  vanetan  tanamean
hortioultura baru yang letnh batk.

Varwtns tanaman hortikultura adalah bagian dan sustu
Jonis tanaman hortikaltura yang ditandai oleh bentuk
tanaman, pertumbuban, daun, bunga, buah, biyji. dan
sifat-wifat ban yang dapot dibedakan dalam jerns yang
aamn

Perlindungan vanetis  tanaman  hortkulturs  sdalah
pechindungan khusus yang diberiknn negara, dalam hal
iy diwakali  oleh  Pemenntal dan pelaksanastnys
dildkeukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman,
terhadap  varietas  tanmnan  yang  dibasilkan  oleh
pemulia tanaman melalii kegiatan pemubinan tanmman

Winata agro berbasin hortikultura, selamyutnya disebut
wisata agro, ndalah kegintan pengembangan lawasan
atau usaha hortikultura sebagni objele wisata, baik
secara sendini maupun sebagsi bagpan dan kawassan
winata yang lobih luas bersama objek wisata yang lan

19. Distribusi

19

20

21

22.

23

24,

25

26

27.

28

29

o

Distnbus: hortikultura, selanjutnya disebut distnibusi,
adalah  kegiatan penyaluran. pembagian. dan
pengiriman produk hortikultura dan  tempat produkss
sampm di pasar dan/ atau konsumen.

Sertifikas: adalah proses pemberian sertifikat kepada
pelaku usaba, produk, proses, dan usaha hortikultura,

Akreditas: adalah proses pengakuan akan kompetensi
suatu  badan  atau  lembaga untuk melakukan
nertifikas:

Kemitraan adalah kerja sama dalam keterksitan ussha
atas desar prinsdp saling memerlukan, mempercayal,
memperkuat, dan menguntungkan yang mebbatkan
antarpelaku usaha

Pengolahan sdalah proses mengubaly secara fisk,
kimawi, dan biologis bahan komoditas hortikultura
menjach suatu bentuk produk turunan.

Setiap orang adalah orang perscorangan atau korporasi,
batk yang berbadan hukum msupun yang tidak
berbadan hukum.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan
yang terorganisas: vang berbadan hulum ataupun
tidak berbadan hukum.

Pelaku usaha hortikultura, selamutnya disebut pelaku
usaha, adalah petani, orgamsasi  petami, orang-
perseorangan  lmnaya,  atou  perusabasan  yang
melakukan usaha bortikultura, bak berbentuk badan
hukum atau bukan badan hukum yang didinkan dan
berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesa

Petarm: hortikultura, yang selanjutnya disebut petani,
adalah perorangan wargn negara Indonesin beserta
keluarganya yang mengelola unit usaha budidaya
hortkulturs

Penyuluh hortikultura, yang selanjutnya  disebut
penyuluh, adalah perorangan warga negara Indonesia
yang melakukan kegiatan penyuluhan

Pemerintali  pusat, selanjutnya  disebut Pemerintah,
adalah Premuden Repubbk Indonesia yang memegang
kekuasann pemenntahan negara Republhk Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesis Tahun 1945,

30 Pemernintah
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30 Pemernntah dacrah adalah gubernur, bupati/walikota,
dan persnghkat daecaly sebagal unsue penyelenggarn
pemerintahan deerah.

31 Menteri adalah menteri yang tuges dan tanggung
Jawabnya di bidang hortikoultuea.

BAB It
ASAS. TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Fanal 2
Penyelenggaraan hortikultura berdasarkan anas
Yeedaulatan,

kebermaninatan,

keterpaduan:

kebersamann.

keterbukaan,

keberlanjutan.

efisiensi berkeadilan,

kelestarian fungs: ngkungan; dan
] keardan lokal

e ~nn an oo

Pasal 3
Penyelenggaraan hortikultura bertiyuan untulk

" mengelola  dan mengembangkan  sumber  daya
hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan
lestan,

b memenuhi kebutuhan, keinginan, selers, estetika, dan
budayn masysenkat  terhadap  produk  dan  jasa
hortikultura:

¢ meningkatkan produks:, produktivitas, kualitas, nilm
tambah, daya ssming, dan pangsa panss,

d weninghathan konsums produk dan pemanfantan jass
hortikultura.

e menyediakan lapangan kena dan kesempatan usaha;

f. membenkan

-6 -
{ membenkan perlindungan  kepada  petani,  pelaku
usaha, dan konsumen hortikultura nassonal,
menmpgkatkan sumber devisa negarn, dan
h  menmgkatkan  keschatan,  kesejahteraan, dan

pengawasan, dan
peran serta masyarakat,

kemakmuran rakyat
Pasal 4

Lingkup pengaturan penyelenggaraan hortikultura meliputi:
A perencenasn.
b pemaniastan dan pengembangan sumber daya,
c pengembangan hortikultura,
d dmntnbusi, perdagangan, pemasaran, dan konsumn;
o pembiaynan, penj dan p modal;
8 sustem mnforman,
£ penehtian dan pengembangon,
h.  pemberdayaan;
i kelembagasn.
i.
13

BAB I
PERENCANAAN HORTIKULTURA

Pasal 5
(1)  Perencansan hortikultura dilakukan untuk merancang
pembangunan dan pengembangan hortikultura secara
berkelanjutan
(2) Perencansan hottikultura sebagmimana dimeksud poada
ayat (1) harus memperhatikan:
a  pertumbuhan penduduk dan kebutuhan
konsumsi,
daya dukung sumber dsya alam dan hagkungan,
rencana pembangunan nasional dan daerah.
rencana tata ruang wilayah;
pertumbuban ckonomi dan produktivitas;

a o n &

1 kebutuhan
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f kebutuhan prasarana dan sarana hortikultura,

g kebutuhan teknis., ekonomis, dan kelembagaan,
dan

h  perkembangan ilmu pengetahuan dan teknolog:

Pasal 6
Perencanaan  hortikultura  sebagmmana  dmmaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) mencakup aspek
a  sumber daya manusin.
sumber daya alam.
sumber daya buatan,
sasaran produksi dan konsumsi:
kawasan hortikultura,
::zh’-ym. pempaminan, dan peoansman modal;

8 an

¢ penchtian dan pengembangan ilmu pengetabuan
dan teknologi.

Aspek perencansan sebagmimana dimaksud pada avat

1) merupakan satu kesatuan yang utuh serta memihila

keterkatan antara satu dan yang lan

Pasal 7

Perencanamn hortikultura merupakan bagan mtegral
darn perencanasan pembangy ional, perenc
pembangunan daernh, dan perencanaan pembangunan
scktoral,

Perencannan hortikultura sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau
pemerintah dacrah dengan mehbatkan masvarakat.

Penyelenggaraan perencanaan hortikultura
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun di tingkat
nasional, provins, dan/ atau kabupaten/ kota.

Perencanaan hortikultura  ditetapkan dalam rencana

pembangunan jangka pamang, rencana pembangunan
jangka menengah, dan rencana tshunan di tungkat
nasional, provina, ateu kabupaten/kota sesun dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 8

()

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)
(3)

(4)

Pasal 8

Perencanann hortikultura tingkat nasional dilakukan
dengan  memperhatikan  rencana  pembangunan
nasional serta kebutuhan dan usulan provinsi

Perencanann hortikultura  tingkat provinsi dilakukan
dengan memperhatikan rencana pembangunan provinsi
sertn kebutuhan dan usulan kabupaten/kota.

Perencanaan  horukultura  tngkat kabupaten/kota
dilakukan dengan memperhatikan rencana
pembangunan kabupaten/ kota.

Pasal 9

Perencanan  hortikultura diwujudkan dalam bentuk
rencana hortikultura,

Rencana hortikultura sebagmmana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:

. rencanna hortikultura nasional;

b.  rencana hortikultura provins:; dan

¢ rencana hortikultura kabupaten / kota.

Rencana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)  disusun  oleh  Menteri, gubernur,  atau
bupati/walikota sesum dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 10

Rencana hortikultura nasional menjadi pedoman untuk
menyusun perencanaan hortikultura provinsi.

Rencana hortikultura provinsi menjadi pedoman untuk
menyusun perencanaan hortikultura kabupaten/kota
Rencana  hortikultura  kabupaten/kota  menjadi
pedoman untuk pengembangan hortikultura setempat.
Rencana hortikultura nasional, rencana hortikultura
provinsi, dan rencana hortikultura kabupaten/kota
menjadi  pedoman  bagi  pelaku  usaha  dalam
pengembangan hortikultura

BABIV ..
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BAR IV

PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

(n

(2)

(3

(1)

(2)

Ragian Kesatu
Umum

Pasal 11

Sumber daya hortikaltura terdini dari:
o sumber daya manusia,

b, sumber daya alam, dan

¢, sumber daya buatan

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurul o terdiri atas pelaku usaba, penyuluh
hortikulture. dan  pihak  lain yang  terkast  dalam
kegintan pelayanan dan usaha hortikultura

Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayst
(1) huruf b berupa:

o lahan,
b, iklim,
¢, sumber daya mir, dan
d. sumber daya genetik

Sumber daya bustan sebagaimanas dimaksud pada ayat
(1) buruf © berupa pranarana dan sarana hortikultura,

Panal 12

Sumber daya alam sebagamana denaksud dalam Pasal
11 ayat (3) dan sumber daya buatan sebagamana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dunanfaatican secars
efisien. ramah ingkungan, dan berkelanjutan,

Pemanfantan  sumber  daya  buatan  sebagamnnns
dimaksud  pada  ayal (1) meongutamakan  yang
mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.

Bagan Kedua

)

2)

3)

“)

(b))

16

]

2)

3)

)

210 -

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 13

Pemenintah  dan  pemermiah  daerah  berkewapban
meningkatkan keahlian dan keterampilan sumber daya
manusia  hortikultura untuk memenul  stondar
kompetensi.

Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatthan secarn
benenjang.

Selain Pemerintah dan pemenntah daerah. badan
usaha yang terakroditas: dapat melakukan pendidikan
dan pelatihan sebagaimana dinaksud pada  ayat (2).
Untuk memenuhi standar kompetensi sebagaimana
dimalksud pada ayat (1) dapat melahn sertifikas)
kompetens.

Sertifikani kompetensi dilakukan oleh lembaga yvang
terakreditas: sesusi  dengan  ketentuan peraturan
perundang - undangan

Ketentuan  letih  lanjut mengenm  penyelenggaraan
pendidikan, pelatihan,  dan  sertifikasi kompetensi
dintur dengan Peraturan Menteri

Pasal 14

Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  berkew apban
menyelenggarakan penyuluhan hortikultura.

Pelaku usahn dapst menyelenggarakan penyaluban
hortilcultura

Penyuluhan hortikultura sebagmmana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diakukan olels penyuluh
bersertifikat.

Pemernintah daerah dalam penyelenggsraan penyuluban
hortilcultura  sebagumana  dimaksud pada ayat (1)
berkewapban menyedinkan paling sedikit satu orang
penyulub pegawai negen sigal atau paling sodsdat satu
orsng penyulub swasta dan/atau swadsya di setinp
desa yang termasuk di dalan kawasan hortikultura

(5) Penyelenggaraan |
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(2)
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(4)

()

2)

(8]

Penyelenggarann penyuluban hortikultura
dilaksanakan  sesunt  dengan  ketentuan  peratiran

perundang undangan

Ponal 15

Pelaku  usahs wajib  mengutamakan pemanfantan
sumber daya manusin dalam negeri

Sumber days manuma dan  luar  negen  dapat
dimanfaatkan dalam hal tidak tersedianya sumber daya
manusia dalam negen yang mempunym keahlian den
kemampuan tertentu di adang hortilkultura,

Sumber daya manusia dari luar negen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dimanfantkan sesuni dengan
ketentuan  persturan  perundany undangan  setelah
mendapatkan rekomendast dan asosiast pelaku usaha

Ketentuan lebih lanjut mengenat kualifikas: keahlian
don  kemampunn  tertentu di bidang  hortikultura
sebagaimann dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Mentert

Bagian Ketiga
Sumber Daya Almn

Patoagral |
Lahan

Pasal 16

Lahinn budidaya hortikultura terdiri atas lahan terbuka
dan Inhan tertutup yang monggunakan tanah dan/atau
media tanam laanya.

Lahnn  budideys  hortikulturs waph  ddindungi,
dipeliharn, dipulihkan, serta ditingkatkan fungsinya
oleh pelaku usaha,

Koetentuan  lebals  lanjut  mengensi  perlindungan,
pemelibarnan, pemubbian, sertn  pemsogkatan  fungsi
Iahan budidaya hortikultura dsatur dengan Peraturan
Menten

Pasal 17

Pasal 17

Pengguniaan lahan budidaya hortikultura  wajib
mengutamakan kelestarian fungs lingloungan sesuni dengan
ketentunn peraturan perundang undangen

Pasal 18

Pemermtah, pemenntah daerah, dan/atau pelaku  usaha

dapat mengembangkan penggunaan media tanam  selain
tanah untuk budidaya hortikultura,

Paragral 2
Tklim
P'asnl 19
(1) Pemenintah  dan  pemerintah  daerah  berkowapban
memantau, mengevaluasy memprakirakan,

wendokumentasikan, dan muﬁnﬁm pola iklim untuk
pengembangan usabia hortikulturn

2)  Haml pemantevuan, evaluasy, pralarann, dokumentasi,
dan pemetaan pola tklim sebagaimana dimaksud pada
aynt (1) disonialinssikan  wocarn  terbuka  kepada
manyarakat

3 Hasil pemantauan, evaluam, peakiraan, dokumentasi,
dan pemetaan pola iklim sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) weajndi acuan porsncansan hortikultues dan
pengembangan usaha hortikulturn

Pasal 20

(1) Pemerintah dan/stau pemenntah doerah meaysdinkan
bantuan kepada pelaku usaha makro dan kecd yang
mengalami  gagal  panen  akibat  bencana  yang
dinebabkan oleh perubahan pola k.

(2)  Bantuan  sebagamans  densksud  pada ayat (1)
dilnksanakan  berdasarkan ketetapan  status  daerab
beneana oleh Pemerintalh sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang undangan

(3)  Bantusn yang disedinkan  Pemermtah  sebagasmana
dimaksud poada ayst (1) didaksanakan berdasarkan
usulan dan pemerintah dacrah

(1) Ketentuan
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(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur
dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Sumber Daya Air

Pasal 21

Air untuk usaha hortikultura harus memenuhi persyaratan
baku mutu ar sesum dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan,

Pasal 22

Pemanfaatan air untuk usaha hortikultura dilakukan secara
bersama-sama dengan keperluan lannya secara efisien oleh
pelaku usaha dengan tetap mengutamakan kebutuhan pokok
sehari-hari masyarakat sesual dengan ketentuan peraturan

perundang -undangan.

Pasal 23

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab:

a membenkan jamman akan ketersedisan air untuk
usaha hortikultura; dan

b. menetapkan rencana alokas: dan memberikan hak
guna pakar mr untuk usaha bortikultura.

Paragraf 4
Sumber Daya Genetik

Pasal 24
Sumber daya genetik  hortikultura wapb  dilindung,

dilestarikan, diperkaya, dimanfaatkan, dan dikembangkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25 . . .

]

12

(3)

(4)

(]

2

(3)

]

12)

14
Pasal 25

Pemerintah  melakukan  inventarisasi, pendaftaran,
pendokumentasian, dan pemeliharaan terhadap sumber
dayae genetik hortikultura,

Inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan
pemeliharnan sumber  daya  genetik  hortikultura
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
bekerja sama dengan masyarakat,

Data dokumentasi sumber daya genetik hortikultura
terbuka bagi masyarakat untuk dimanfantkan dan
dikembangkan.

Keterbulkann data dokumentasi sebagaimona dimaksud
pada ayat (3) dikecualikan bagi data yang dinyatakan
tohasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang.
undangan,

Panal 26

Pemanfastan  sumber daya genetik  hortikulturs
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan
secara lestart dan berkelanjutan

Mentert menetapkan sumber daya genetik hortikultura
yang terancam punah dengan mempertimbangkan sifat,
jumlaly, dan sebarannya,

Pemanfaatan sumber daya genetik yang terancam
punah dilakukan dengan izin Mentern.

Pasal 27

Pemerintnh mendorong pengayaan sumber daya genetik
hortikultura nasional melalui berbagai metode dan
introduksi,

Pemermtah memberikan kemudahan penzinan  dan
penggunann fasilitas penelitan milik pemerintah untuk
pengayaan sumber daya genetik hortikultura nasional

Panal 28 |
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Pasal 28

Pemasukan dan pengelumean sumber daya genetik
horukultura ke dan dan dalam negara Republik
Indoniesia  dilaksanakan  sesuat  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangsan.

Setiap orang dilarang mengeluarkan varetasn dan
sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah
dan/atou yang dapat merupkan kepentingan nasional
dari wilayah negara Republik Indonesia,

Ketentuan lebih lanjut mengenal varetan tansman
hortkultura yang pengeluarannya dart wilayah negara
Republik Indonesia dapat merugikan kepentingan
nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Pecaturan Mentern,

Pasal 29

Setiap orang dilarang

b

i

)

momperyunlbelikan bahan perbanyakan sumber daya
genetik hortikultura yang terancam punaly, dan/ ateu
moenebang pohon induk yang mengandung  bahan
perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang
terancam punah,

Pasal 30

Sumber daya gonetik yang moenghasdkan produke yang
memlika ciri kbhas terkait wilayah geografis tertentu
dilindung kelestanian dan pemanfastannya dengan hak
mdikasi geografis

Ketentuan mengenal wilayah geografis dan sumber
daya genetik sebagmmana dimaksud pada ayat (1)
dintur sesunl dengan peraturan perundang undangan

Bagian Keempat

2

(

16 -
Bagian Keempat
Sumber Dava Buatan

Parngraf 1
Prosnrana Hortikultura

Pasal 31

Prasarana hortikultura terdin atas:

A  Janmgan wigasi;
b.  pengolah limbah,

¢ jalan penghubung dani lokasi budidaya ke lokasi

pascapanen smmpm ke pasar;

d  pelabuhan dan aren transit;

¢ tenaga listnik dan janog a sampai ke lok
pascapanen;

{  janngan komunikasi sampai ke lokasi budidaya.
g gudang yang memenuhi persyaratan teknms,

h rumah atau pensung tanaman yang memenubd
petsyvarntan teknis,

1 gudang berpendingin,

). bangsal ponanganan pascapanen yang memenub
persyarntan teknis, dan

k pasar

Prasarana hortikultura scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibangun secara terintegrasi dan terencana

Paragrad 2
Sarana Hortikultura

Pasal 32
Sarana hortikultura terdm atas:
a  bemh bermutu dar vanetas unggul.
b.  pupuk vang tepat dan ramah Engkungan,
¢ aat pengatur tumbuh yang tepat dan ramah
hingkungan,

d. baban |

130

Analisis dampak..., Agung Pambudi, FE Ul, 2012



2)

2)

&1}

)]

(3)

(n

1T

d. bahan pengendali OPT yang ramah lingkungan,
dan

o alat dan mesin yang meaugang bhortikultura
Penggunaan sarana  hortikultura  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat (1) dikembangkan  dengan
teknologi ynng memperhatikan kondisd tklim, kondiss
lahian, dan ramah Enghungan

Pasal 33
Usaha hortikultura dilaksanakan dengan
mengutamalan penggunaan sarana hortikultura dalam
negen
Dalam bal sarana hortikultura dalam negent tdak

moencukupi  atau  tidak  tersedia, dapat  digunakan
sarana hortikultura yaog berasal dar hiar negert.

Sarana  hortikultura yang berasal daci luar negeri
sebagaimans dimaksud pada ayat (2] harus

o lobih efisien;

b, ramah lingkungan, dan

¢ diutamakan yang meongandung komponen hasil
produlod dalam negeri

Pasal 34

Pemerintah dan/atau pemermiah doerab membenkan
wmuentif kepada pelaku usaha untuk memproduksi
sarana hortikultura yang belum dapat diprodukess i
dalam negen

losentif sebagaumann ditnaksud pada ayat (1) berupa
kemudahan perizinan, kemudahan fasilitas,
kemudaban akses pembiayaan, dan/atau keringanan
poyak

Kotentuan  mengenad msentl! diatur  dengan  atau
bordasarkan peraturan perundang undangan

Pasal 35

Sarana hortikultura yang diedarkan wapb memenuty
standar muty dan terdaftog

(2) Dalam

21

(3)

(4)

5)

2)

3)

(4)

Dalamm  hal sarann  hortikultura  merupakan  atau
mengandung hasd rekayasa genetik, selain memenuby
ketentusn ayat (1), peredarannya wapb mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan ¢ bidang
kenmanan hayats

Apabila standar mutu sebagmmana dimaksud pada
aynt (1) belum  ditetapkan, Menteri menetapkan
persyaratan tekois minmmal,

Ketentunn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
aynt  (3)  dikecualikan  untuk  sarana  hortikulbure
produkss lokal yang diedarkan secara terbatas dalnm
satu kelompok

Ketontuan lobih lanjut mengonm tatn cara gl mutu dan
pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri.

Panal 36

Bagi produk sarana hortikultura yang telab memilila
Standar  Nasmwonal  Indonesia,  produsen  wapb
mencantumkan label Staadar Nasional lodonessa pada
produk  sarana  hortikultura yang  diedarkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)

Bagt sarana  hortikultura yang belum ditetapkan
Standar Naswonal  Indonessa,  produsen  wapb
mencantumkan label pada produk sarana hortikultuss
yang diedarkan

Label sebagaimansa dimaksud pada ayat (2) harus
dalam bahasa Indonoesia dan paling sedilat memuat

A  nama produk,

b, nama dan alamat produsen, dan

¢ katakteristik produk

Ketentuan mengenai pelabelan sebagmmana dimaksud

pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang undangan

Pasal 37

Produsen, distnbutor, dan pengecer, socara sendire-sendin
ataupun bersama-sama, wapnb bertanggung jawab atas
kenesumian produk yang diedarkan dengan persyaratan yang
ditetapkan.

Pasal 38 |
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Panal 38

Produsen dan/atau distnbutor alat dan mesin hortikultura
wagib melakukan sosialisasi mengenm tata cara penggunann,
keselamatan, pemebharaan, dan perbakan alat dan mesn.

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan pengadaan, pengedaran, dan
penggunaan  sarana  hortikultura  wapb  memperhatikan
keselamatan dan sosinl budayva masyarakat, sistem budidaya
tanaman, sumber daya alam, dan/atau fungs: hingkungan.

BABV
PENGEMBANGAN HORTIKULTURA
Bagian Kesatu
Pewilayahan Hortikultura
Paragraf 1
Umum

Pasal 40

(1) Hortukultura diseclenggarakan di seluruh wilayah negara
Repubhik Indonesa, dilaksanakan dalam wilayah
tersendin,  bertumpangsart  dengan  tanaman  lain,
dunf atau bermtegrasi dengan wilayah usaha lainoya,

(2) Penyelenggaraan hortikultura scbagmmana dmmaksud
pada ayat (1) wajib mempethatilkan rencana tata ruang
wilayah,

(3] Penyelenggaraan hortikultura sebagaimana dimaksud
poada ayat (1) dilakukan di luar zonn it kewasan
konservasi,

FPasal 41
(1} Penctapan tata ruang wilayah dalam kmitan dengan
pengembangan bortikulturn wajib N A
terpelharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi
hngkungan, dan keselamatan masyarakat, serta selarns
dengan kepentingan kegiatan lain

2. Dalam

2

)

(L))

@

L]

.20 -

Dalam  hal terjads perubnhan tata ruang wilayah
webagmmann dimaksud dalnm Pasal 40 ayat () yang
mengalabatkan  alibh  fungsi  kawasan  hortikulture,
Pemerintal  dan/atan pemernintah daerah wapb
menyedinkan terlebih dahinlu kawasan peagganti yaog
selasn.

Pasal 42

Pemurintah dan/ atau pemiorsatah daseah memfasilitas|
penyelenggaraan hortikultura yang berintegrasi dengan
kegiatan lain

Fasilitast sebagaimana dunnlosud pada ayat (1) antara
loany/

n kemudahan perzinan; dan
b, pemaniaatan Iahan

Pasal 43

Pemenntah dan/atan pemermtah daerah  menetapkan

produk unggulan yang akan dikembangkan & dalam

boow anan hortikultura,

Produk unggulan hortikulturs sebagaimana dunakosud

pada ayat (1), harus memilila potensi daya saing dan

memperhntikan kearifan lokal

Tethadap produk unggulan hortikultura yang telah

ditetapkan, Pemenntah dan/atau pemenintah daerah

berkowmiban meonyamin ketersedinan

a  prasarana dan  sarana  hortikultura  yang
dibutubkan,

b, distribus dan pemasaran di dalam oegon atau ke
luar negers,

¢ pembiayaan; dan

4 penclitian dan pengembangan teknologl

Ketentuan  lebih  lanjut  mengens  tata  carn dan

persyarstan penotapan produk unggulan hortikultura

dintur dengan Peraturan Menten

Pasngraf 2
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Paragrad 2
Kawasan Hortdoulturs

Poasal 44

PFemenntab dan/atau pemerintab dnerals
mervncanakan dan menetaploan kewanan hortikultura,

Penetapan  kawnsan  hortikulture  dilakukan  dengan
memperhatikan aspelk:

a sumber daya borttkulturs,

b potensl unggulan yang mgin dikembangkan,
€. potenst pasar,

d  kesiapan dan dukungan masyarnkat; dan

e kekbusunan dari wilayah

Panal 45

Kawasan hortkultura sebagmmana dunaksud dalam
Pannl A4 ayat (1) terdin atas

n kawmsan bortikultura aasional,

b kawasan hortkultura provansi. dan

¢ kawasan horttkultura kabupaten/kota

Kawssnn  hortikulturs  sebagamnna  dimakosud  padn
aynt (1) memperhatikan rencann tatn runsng wilayah
nasional, rencana tata ruang wilayali provinss, dan
rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota

Kawasan  hortikulture  oasional  ditetapkan  oleh
Pemerintal, kawasan hortikultura provins ditetapkan
oleh pemerintah provins, dan kawasan hortikultura
kabupaten/ kota ditetapkan oleh pometintah
kabupaten/ kota.

Pasal 40

Pemenntah  dan/atau  pemenintab  daeeah dalam
menetapkan  kawasan  hortikultura  sebagaumana
dimoksud  dalam  Pasal 44 ayst (1) berkewajiban
menjamin keternediann

a prasacans  dan ssoana hortkultura yang
dibutuhkan,

b distribusi

()

<22

b, dmtnbusi dan pemasaran di dalam pegen atau ke
luar negeri.

¢, pembinyaan.

d,  penchtinn dan pengembangan teknologi: dan

¢ data dan informasi

Selain menjamin ketersediaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Pemenintah dan/atau pemermtah dacrah

berkewapban

a  membenkan  kemudahan  pelayanan  dalam
pengembangan kawasan hortiloultura.

b, melakukan  pembinanan dan  pengembangan
kawasan hortikultura:

c. memjamin keamanan kewasan hortikultura dan
gangguan fisk, biologis, kimiswi dan lunoya
nesum dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan: dan

d  menjamin keberlangsungan pengembangan
hortikultura

Pasal 47

Pengembangan kewasan hortukulture dilaksanaken secara
terpadu dengan melibathonn masyarakat.

o

2

Paragraf 3
Unit Usaha Budidaya Hortikultura

Panal 48
Kinsifikani unit usaha budidaya hortikudtues terdini ntas
A unit usaba budidayn hortioultura mikoo,
b unit usaha budideya hortikultura kecil;
¢ unit usaha budidayna hortikultura menengah. dan
d. unit ussha budidays hortikultura besar,

Ketentuan lobih laggut mengenm klavifikasi woit unaha
budidaya hortikultura sebagamana dimaksud pada
ayat {1) diatur dengan Peraturan Menten

Pasal 49
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Pasal 49

Unit usaba budidays hortikultura mikro dan  kecil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a
dnn buruf b waph didata oleh pemenintah daerah,

Unit  usaha budidaya  hortikultuss menengah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf ¢
doan  unit  usaha  budidaya  hortikultura  besar
scebagaimann dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d
harus  dilengkapt @in usahia yang  diterbitkan  oleh
Pemerintahh dan pemerintah  doerah sesum dengan
kewenangannya

Selain  harus  dilengkapt  in  usaha sebagamana
dimakeud pada ayat (2), umt wusaha budidaya
horukulturn menengah dan bessr yang menggunskan
lahan yang dikuasai oleh negara harus dilengkapi hak
guna usahn sesum  dengan ketentuan peraturan
perundang undangan

Ketentuan  lebih  langut  mengenai  pendatann  dan
permnan umit usaha budidaya hortkultura  diatur
dengan Peraturan Menten.

Bagian Kedua
Usaha Hortikultura
Paragral |
Umum

Pasal 50
Unaha hortskultura meliputs
perbenihan,
budidayn,
panen dan pascapanen;
pengolahan,
distribusi, perdagangan, dan pemasarnn,
penelitian; dan
g wisata agro

Usahia hortukulturs sebagaimans dimaksod pads ayat (1)
dapat dilakukan oleh seting pelaku usaha,

~s aoncop

Pasal 51

2

2

(3

()

(P}

2)

3

.24

Paval 51

Unaha hortkultura dibedalan atas usaba mikro, ussha
kecid, usalin menengah, dan usahia beans

Ketentuan lebih laggut mengenai kederia usaha mikio,
usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar dintur
dengan Peraturan Menter:

Pasal 52

Usaha hortikultura sebagmmana dimaksud dalam Pasal
50 wajib didaftar

Pendaftaran  sebagasunana dimaksod pada ayat (1)
dilakukan  olels Pemernintali  dan/atau  pemerintah
dnerah

Kotentuan lebih lagut mengenm pendaftarnn usahin
hortikultura dintur dengan Peraturan Menteri

Pasal 53

Usaha hortikultura mikro, keail, dan menengah hanya
dapat disclenggarakan oloh warga negara Indonesia
atou badan usaha yang sepenubinyn dimilild wargn
negara lndonesia.

Usahia  hortkulture besar dapat diselenggaralean oleh
pelaku usaha dalam negeri, bmk sendin maupun

berpatungan dengan pelaku usalin luar negeri dengan
membentuk badan hukum Indonesia menurat hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonena

Pasal 54

Pelaku usaha dalam melaksanakan usaha hortikultura
wajlh memenuly  standar proses atau  persyaratan
tokuia minimal,

Polaku usaha dalam memprodukai produk hortikultura
wajlb memenuly standar muty dan keamanan pangan
produk hortikultura

Pomerintah dan/atau pemenntah daerali membina dan
memlnsilitas pengembangan usaha hortikalture agar
memenuhi  standar proses dan persyaratan tokmis
minimal, standar muty, dan keamanan pangan produk
horukultura

(4) Ketentuan
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Ketentuan lebih lamput mengenm penerapan standar
proses dan persyaratan teknoin minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), standar mutu dan keamanan
pangan produk hortikultura schbagmmaona dumnksud
pada ayar (2}, dan pembmaan dan fasdias:
pengembangan  usaha  hortikultura  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Menten

Pasal 55

Pemenntah dan/ atau pemenntah dnerah
mengutamakan pemberian fasilitas dan insentif kepada:

a  usaha horukuloura mikro dan kecd,
b, usaha hortukultura yang ramah lingkungan;

¢ usahn  hortikultura yang mengembangkan
komoditay unggulan nasional dan daerahy,

d.  usaha budidaya organik, dan/atau
usaha hortikultura yang bergerak & bidang
penclitan dan pengembangan
Ketentuan lebib langut mengens pembenan fasilitns
dan t tif daatur d Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

Usahn hortikultura dapat dilakuken dengan pola
kemitraan.

Pola kemitraan sebagaunana dimaksud pada ayer (1)
mehbatkan pelaku usaha hortikultura mikro, kecil,
menengah, dan besar

Pelaku usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) wapb melakukan kemitrasn dengan pelaku usaha
mikro, kecil. dan menengah

Kemitraan scbagmmana dmaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan pola

nt-plasma,

subkontrak.

waralaba,

perdagangan wmurm
distribusi dan keagenan: dan

e

{ bentuk

)

3

(4)

- 20

{  bentuk -bentuk kemitraan lan

Ketentuan  lebih  lasgut  meogenss  pola  kemitrasn
sebogaimanna dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menten

Pasagraf 2
Unaha Perbenihan

Pasal 57

Usaha perbenihan mebputi pemulinan, produksi benih,

nertifikont, peredaran benih, serta pengeluaran dan

pemanukan bemih dan dan ke wilayah negara Republik
i

Dalam hal pemuliaan sebagaumana dimalksud pada ayat
(1), dapat dilakukan introduksi dalam bentuk benih
atau materi induk yang belum ada di wilaynh negara
Republik Indonesia

Usaha perberuhan hanya dapat dilakukan oleh pelaku
usaha yang memidiki sertifikat kompetens atan badan
usaha yvang bersertfikat dalam  bidang perbenihan
dengan wanb menerapkan jaminan mutu beruh melalu
penorapan sertifikani

Ketentuan sertifikat kompetensi atou  badan usaha
yang bersertifikat dan kewayiban menorapkan jaminan
mutu bendh sebogaimann dimaksud pada ayst (3),
dikecualikan bagi pelaku usaha perscorangan atau
kelompok yang melakukan usaha perbemshan untuk
dipergunakan sendins dan/ atau terbatas dalam | (satu)
kelompok.

Ketentunn  lebih lasjut mengensd  produksi  benih,
sertifikans, peredaran benih, serta pengeluaran dan
pemasukan bemh sebagnimana dimaksud  pada ayat
(1), mtrodukni  sebagmmans dimaksud  pada ayat (2),
sertifikans kompetenss. sertifikasi badun usaha dan
jaminan mutu sebagmmana dimaksud  pada ayat (3),
serta pengecunlian kewajiban penerapan sebagaunana
dimanksud  pada ayst (1) dintur dengsn Peraturan
Menteri,

Panal 58
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Pasal 6

(1) Haml pemulinan dan mtrodulos berupa varietas baru
waib didaftarkan kepada Pemenntah.

(2)  Dalam hal hasid pemulinnn den varietas bara yang
dilntrodukskan  menyggunakan  tekoologi  reknyman
genetik,  pendaftaran  dan peredarannya  harus
moemenuhl perayaratan keamanan hayats sesuni dengan
ketentuan peraturan perundang-undangen.

(3} Ketentuan lebih lanjut mengenm pemulinan, intredukad,
dan pendaftaran sebagaimana dmakaud pada ayat (1)
dintur dengan Peraturan Menteri

Pasal 59

(1) Kebenaran vanetas yang akan diedarkan diugl oleh
lembaga penguji yang terakreditasi atau dituryuk

(2} Jenis tanaman tertentu dikecualikan dari persyaratan
ujt kebenaran sebagaumann dumaksud pada ayat (1)

(3)  Kotentuan lebib lamgut mengens syarst dan tata carn

pengujinn,  lembaga  penguy,  dan  jenis  yang
dikecunlikan, diatur dengan Peraturan Menteri,

Fasal 60

(1) Peluncuran varietas dan peredaran bonih yang sudah
terdaftar menjads tanggung jawab pemilik vasiotas stau
kussanya,

(2)  Benihh yang diedarkan sebagaimana dimakaud pada
ayat (1) wapb memenuhi kebenaran wvarietas dan
standar mutu benih

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengens syarat dan tata carn
peluncuran vanwtas sebagaimans dinaksud pada nyat
(1) dinture dengan Peratucan Monterd.

Pasal 01

Perlindungan varietas tannman hortikultura dilakosanakan
sesum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 62

.28 -

Panal 62

(1) Pomerintah dan/atay pemerintall daerah melakukan

pengawasan terhadap pengadsan, peredaran, dan
penggunaan benih,

(2) Polaksanasn pengawasan scbagmmana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh pengawas bemh tanaman

(3)  Ketentuan lelsh  lanjut  mengenal  pengawasan
subagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) distur
dengan Peraturan Menter:,

Pasal 63

(1) Pemasukan dan pengeluaran bemih ke dan dan
wilayah negara Republik Indonesia wapb mendapatian
@in.

(2) Pemasukan bemh ke dalam wiayah negara Republk
Indoniema  untuk  kepenungan  komersial | harus
memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan

(3) Pemasukan bemih ke dalam wilayah negara Republik
Indoniesia  untuk  kepentingan  komernial  haoya
diperbolehkan bila udak dapat diproduks: dalam negeri
atou kebutuhan dalam negen belum tercukupt

(4)  Ketentuan lebih lamgut mengenm  pemasukan  dan
pengeluaran bemih ke dan dan wilayah negara
Republik Indonesia sebagnimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2). den ayat [3) diatur dengan Peraturan
Menten

Panal 64
Pemenntah  dan/atau  pemerintah  daerah  memfasilitasi
pengembangan usaba perbemihan berbasis sumber daya
genetik nasional.

Parograf 3
Usahia Budidaya

Pasal 65

Usaha budidaya hortikultura dilakcukan dengan
memperhatikan:

n permintann pasar;

b budidaya
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budidayn yang beuk ;
efisiensi dan daya saing;
fungs inglkungan, dan
keanfan lokal.

Pasal 66

Pelaku usaha budidaya hortikultura dapat menentukan
wendin pilihan jemus tanaman

Pelaku usaha budidaya hortikulture mikro dan kecil
didata mengens jenis, jumlah tanmnan dan/atau huos
Inhan yang sedang dan akan dibudidaynkan oleh
mstansi yang berwenang

Pelaku usaha budidaya hortikultura menengah dan
besar wajib melapotkan  jenis, jumlah tanaman,
dan/otau  luss  lahan  yang  sedang dan  akan
dibudidayakan kepada Pemerintah dan/ atan
pemerintah daerah

Pendataan sebagmmana dimaksud pada ayat (2) dan

pelaporan  sebagmmana  dimaksud  pada  ayat (3)
bertujuan untuk mengetahu prakirasn produksi

Pasal 67

Budidaya jenis tanaman hortikultura yang merugilkan
kosehatan  masyarakat  dapat  dilakukan  untuk
kopentingan  pelayanan  kesehatan  dan/atan  dmu
pengetahuan, kecuali ditentukan lmn oleh undang-
undang.

Budidaya sebagmmana diunaksud pada ayat (1) wajib
wendapathnn wn khusus dan Menten

Pasal 68

Ketentuan  lebibh  lagyut  mengenai  usaha  budidaya
sebagaimana dimaksud dalnm Pasal 65, tata carn pendatann
dan pelaporan sebagaimana donaksud dalam Panal 66, dan
persyaratan zin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
67 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menten

Paragral 4

2

(3)

4

(

2
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Paragraf 4
Usaha Panen dan Pascapanen

Pasal 69

Usaha p dan  pascap dilakukan untuk
mencapai hasil yang maksimal, memenuly atandas
mutu  produk, menekan kehdlangan  dan/atau
kerusakan serta menngkatkan nila  tambah  pada
penaaganan, pengolaban, dan wansportas  produk
hortikultura

Usaha panen dan pascapanen schagumana dunaksud
pada ayat (1) ddakokan melalul kegatan panen dan
pascapanen vang bail

Kegintan pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat
12) hanya dapat dilakukan di bangsal pascapanen atau
di tempat yang memenuhil persyaratan samtass
Ketentuan lebih lanjut mengenni tata carn kKegintan
panen dan pascapanen yang bmk sebagmmana
ditiaksud pada ayst (2), dan bangsal pascapanen atau
tempal  yang  memenuly  persysratan  samitos)
sebagaumana dunaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Menteri,

Paragral 5
Usaha Pengolahan

Pasal 70

Usahs  pengolahan produk horukultura wajb
wmemenuli standar  mutu sesum deogan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Pemerintah dan/atsu pemenntah dacrah berkewapban
wmelakukan pembinaan techadap usaha  peagolahan
produk  hortikultura  Jokal yang belum  memenubi
standar muty dan keamanan pangan

Pasal 71

Usaha pengolaliag produk hortikultuza besas waph menyerap
produk hortileultura loknl

Parngral 6
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Paragraf 6

Unnbia Distribust, Ferdagangan, dan Pesunsaran

(2

(2

(%)

Pasal 72

Usahn  distribusi dilakukan  untuk  meayalurkan,
membagl dan mengirin produk hortikultura dan unat
usaha budidaya hortikulturn sampss ke konsumon

Dalam hal penyaluran, pembagian, dan penguunan
produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku
usaha distribust waph menggunakan sistem logintik
untuk memaga kesegaran, mutu, keamanan pangan,
dan kesssuainn jumlah dan wakts pasokan produk
hortikultura

Usaha  distribusi  setidak tidaknys  didukung  oleh
fanilitan pengangkutan den pergudangon, sertn sistom
transportass, dan informasi

Pelaku usaba distnbusi waph memenuhi  standar
pengelolaan fasilitan dan sistems sebagalmana dimaksud
padn ayat (3)

Pemenntah  dan  pemenmtah  daerah  berkowagpban
melakukan  pembinasn  terhadap usaha  distnibusi
produk hortkultura untuk depat memenuby standar
sebagaunana dimaksud pada ayat (4)

Pasal 73

Usaha perdagangan  produk hortikultura  mengatur
proves jual beli antara pedagang dengan podagang, dan
pedagang dengan Konsumen,

Dalam hal proses jual bel sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pelaku  usaha perdagangan  produk
hortikultura  pasar modern wajib  memperdagangkan
produk hortikultura dalam negeri,

Pelnku usaba perdagangan produk hortikultura harus
menerapkan nistemn pengkelasan produk berdasarkan
standar mutu dan standar harga secara transparan
Ketentuan  letah lamput  mengenm  kewapban
memperdagangkan produk hortikultura dalam negen
sebagumana dimaksud pada ayat (2), dan kewagiban
sistemn pengkelssan produk berdasaskan standar muty
dan standar harga secara transparan scbagamana
dimaksud pada ayst (3] destur dengan  Peraturan
Mentesn,

Pasal 74

2)

(1)

2)

(3)

(1)

2)

83 -
Pasal 74

Usahn  pemnsaran  hortikultura  dilakukan  melalui
promosi produk dan  jasa serta  penyebarluasan
nformasi pasar, & tingkat nasional dan/atau
internasional,

Pelaku  usaha pemasaran  hortikultura  wajib
mengutamakan  pemasaran produk dan  jasa
hortikultura dalam negeri

Pasal 75

Pemerintah dan/atau pemermtah daerah berkewapiban
melakukan pembinann bagi setiap pelaku  usaha
pemanaran hortikultura

Pembinaan scbagmmana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan agar setiap  pelaku  usaha mempunyai
kemampusn menerapkan (ala cara pemasaran yang
bk

Ketentuan lebih lanput mengenal penerapan tata cara
pemasaran yang baik sebagmmana dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan Peraturan Menten.

Paragraf 7
Usaha Penelitinn

Pasal 76
Usaha penelitinn horukulturs dapst dilskukan pads
usaha perbenshan, usahia budidaya. usaha panen dan
pmscapanen, usaha pengolahan, dan usaha distribusi,
perdagangan, pemasaran, serta usaha wisata agro

Usahn penelitinn hortukultura sebagmmanas dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan manfaat
sebesar-besarnya bagi pengembangan hortikultura.
Pemerintah, pemerintah  daerah, pelaku  usaha,
dan/atnu  masyarakat yang memanfastkan  hasil
penelitian sebsgmmana dimaksud pada ayat (1) hams
membenkan royalti dan/atau penghargaan kepada
penelits, pemilik. dan/atau yang berhak atas hasil
penelitian.

Paragral 8
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Paragraf 8
Usaha Wisata agro

Pasal 77

Kawasan dan/atau umt usaha budidaya hortikultura
dapat digunakan dan dikembangkan untuk usaha
wisnta agro.

Pemermtah, pemernintah  daerah, dan/atau  pelaku
usaha yang menyelenggarakan usaha wisata agro wajb
mengikutsertakan masyarakat setempat.

Usaha wisata agro wajib memperhatikan kelestarian
fungs: ingkungan dan kearifan lokal

Pemermntah menetapkan norma, standar, pedoman, dan
kriteria usaha wisata agro.

Pemermtah dan/atau pemernmtah daerah menetapkan
kawasan dan/atsu unit usaha budidaya hortikultura
vang diyadikan usaha wisata agro

Ketentuan lebih lanjut mengens penggunaan dan
pengembangan kawasan dan/atau unit usaha budidaya
hortikultura sebagaimana dumaksud pada ayat (1),
penetapan norma, standar, pedoman, dan  kriteria
kawasan dan/atau unmit usaha budidaya hortikultura
untuk usahs wisata agro sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah,

BAR VI

DISTRIBUSI, PERDAGANGAN. PEMASARAN. DAN KONSUMSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 78

Pemermtah membangun  sistem  distribusi, perdagangan,
pemasaran, dan  konsumsi  produk hortikultura  yang
menjamin perlindungan terhadap pelaku usaha, konsumen,
dan produk dalam negeri.

Bagian Kedua

(1

(2

(3)

(1)

(2)

- 34 -

Bagian Kedua
Distribusi

Pasal 79

Distnibusi  dilakukan untuk memamin pengiriman
produk hortikultura guna menjaga keamanan pangan
sertn ketepatan jumlah, mutu, dan waktu pasokan dan
produsen sampa ke pasar dan/atau konsumen

Pemerintah dan/atau pemerintah  daerah menjamin
kelancaran distnibusi dengan mengutamakan pelayanan
transportas: yang efektif dan efisien sesum dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemerintah dan/atau pemermntah daerah membenkan
prioritas  untuk kelancaran bongkar muat produk
hortikultura.

Pasal 80

Pemernntah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban
memfasilitast  distnibusi  produk  hortikultura agar
terlaksana secara efektif dan efisien.

Fasilitas: distribusi produk hortikultura sebagmmana
dimaksud pada ayat (1) berupa:

a  kemudahan penzinan tempat penampungan;
b, kemudahan zin perjalanan;

¢. penyedinan mformasi mengena produk, harga,
pasar, dan sebaran lokasi produksi,

d. penyediaan lapangan dan bangunan penampungan
dan/atau  gudang yvang memadai, bmk di
pelabuhan, bandar udara, maupun terminal;

¢, penertiban berbagm pungutan vang tidak sesum
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan

f  kemudahan tersedianya sarana angkutan dan
sentra produksi sampai ke konsumen,

Bagian Ketiga |
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Bagian Ketign
Perdagangan

Panal 81

Produk hortikulturn dapat diperdagangkan di passe
atau tempat lain

Pasar sebagaimann dimaksud pada ayst (1) terdint dan
pasar tradisional dan pasar modern.

Pasar sebagaimann dimakaud pada ayat (1) ditetapkan
oleh pemerintah doerah untuk penggelaran produk
hortikcultura,

Pasnr atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada

aynt (1) barus  memenuln  persysratan  keamanan
pangan, sanitasi, dan ketertiban wmum

Panal 82

Produk hortikultura dapat diperdagangkan secara
langsung kepada konsumen melalul pasar lelang dan
penggelaran produlk,

Selain  perdagangan secara langsung sebagaunana
dimaksud pada ayat (1), produlk hortikultura dapat
diperdaganglonn secara tidak langsung melalu bursa
komodits dan kontrak budidaya

Pasal 83

Perngyualan dan pembelian komoditas tertentu di wilayah
tertentu didakukan di pasas lelang.
Ketentuan  lebih  langut mengenm  dasar  penentuan

komoditas tertentu dan wilayah tertentu dintur dengan
Peraturan Meotern

Pasal 84

Perdagangan produle hortikultura melalui penggelaran
produk sebagmmana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1)
harus  memenuli  pessyaratan  Keamanan  pangan,
sanitani, dan ketertiban wmm

(2) Ketentuan

2)

- 36 -

Ketentuan lebih lamgut mengenm persyaratan dan tata
cntn penggelaran  produk  hortikultura  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menten

Pasal 85

Perdagangan produk horukultura melalus bursa komodit
sebagnimana dimaksud dalom Pasal 82 ayat (2) dilakukan
sesum dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 86

Perdagangan produk hortikultura melalul kontrak budidaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dilakukan
secarn transparan, berkeadilan, dan dalam bentuk perjamgian
tertulis

2

(3

4)

Pasal 87

Ekspor produk  hortkulturn  dilekukan  dengan
mempertmbangkan kebutuhan kensumsi nasional
Elapor  produk  hortikultura  harus  memenuhi
persyaratan dan standar mutu dan/atau keamanan
pangan

Pemerintah  dan  pemermtah  daerah  berkewapban
mendorong  dan memfasilitas:  ekspor  produk
hortikultura.

Ketentuan lebih lamgut mengenai persyaratan dan
standar mutu dan/ atan konmanan pangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan fasiitas:
ekspor produk hortikultura sebagmmoana dimaksud
pada ayat (3) distur dengan Peraturan Menten,

Panal 48

tmpor produk hortiloultura wagh memperhatidean aspelk
o keamanan pangan produk hertilultura;
b. ketersediaan produk hortukultura dalam neger,

¢.  penetapan sasaran produksi dan ki produk
hortikultura;

d persyaratan
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persyaratan kemasan dan pelabelan;

standar mutu; dan
£ ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap

keschatan manusia, hewan, tumbuhan, dan
bngkungan,

(2) Tmpor produk hortikultura dapat dilakukan sctelah
mendapat izm darn menten yang bertanggungiawab di
bidang perdagangsn setelah mendapat rekomendasi
dan Menten

(3} Impor produk hortikultura sebagmmana dimasksud
pada ayat (1) diakukan melalul pintu maesuk yang
ditetaplkan

(4} Setiap orang dilarang mengedarkan produk segar
hortkultura mmpor tertentu yang tidak memenubn
standar mutu dan/ ateu Keamanan pangan

(35} Ketentuan lebsh lanjut mengenms tata cara pemberian
rekomendas: dan Menter: sebagumena dunsksud pada
ayat (2], tata carn penetapan pintu masuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dan produk segar hortikultura
mpor tertentu  sebagmmann dunoksud pada ayat (4)
dintur dengan Peraturan Meatern

e

Bagian Keempat

Pemasaran
Pasal 89

(1)  Pemerintah dan/atau pemenntah daerah berkewajiban
menyelenggarakan  dan  memfasshiasi  kegiatan
pemasaran produk hortikultura, di dalam ataupun ke
luar negen

(2)  Menteri monetapkan jenin tanaman dan/atau produk
hortikulturn yang pengeluaran dan/ atou
pemasukannya dari dan ke dalam widaysh negara
Republik Indonesia memerlukan @in.

Pasal 90
Pemermtsh dan/atau pemerintah daerah bersama pelaku
usaha menjaga kescimbangan pasokan dan  kebutuhan
produk hortikultura setiap saat sampm i tngkat lokal
dengan:
a membetikan mformas: produks: dan konsums: yang
akurat, atau

b. mengendalikan |

b

.38 .
mengendalikan mpor dan ekspor

Pasal 91

Petaerintah  dan/atau  pemerintal  daerah  berkewapban
membangun sistem pemasaran yang efektf dan efisien

welalus penyelenggarann
o pasar induk hortikultura di kaw asan hortikultura,
b pasar hortikoultura berkala di lokasi strategin,
¢ pasne lelang,
d  bures komoditi, dan
e kontrak budidaya,
Panal 92

)

2)

Penyelenggara  pasar dan tempat  lmn untuk
perdagangan produk bortikulturs winglb mengutamakan
pemgualan produk hortikultura lokal

Penyelenggara  pasar dan  tempat  lmn  untuk
perdagangan  produk  horuloultura  sebagaimanas
dimaksud pada ayat (1), waph menyediakan fasidlitas
pemasaran yang memadai,

Panal 03

Pemerintah  daerah berkewapban membantu penyediaan
fanilitas  pemasaran  produk  horttkultura lokal di pasar
tradisional

Pasal 04

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bersama pelaku
usnha melakukan promosi secara terus-menerus, di dalam
dan di luar negen untuk memngkatkan

b

C
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perolehan devisa; dan
wisata agro

Bagian Kelima
Konsumsi

Pasal 95

Pemermtah dan pemerintah dacrah bertugas memnghkatican
konsumsi hortikultura masysrakat melalus

a

b

penetapan dan sosishsas: buah dan sayuran sebagm
produk pangan pokok;

penectapan target pencapuian angka konsums: buah dan
sayuran per kapita per tshun sesum dengan standss
kesehatan; dan

pemuatan maten hortikultura ke dalam  kunkulum
pendidikcan nasional atau daeraly

BAB VIl

PEMBIAYAAN, PENJAMINAN, DAN PENANAMAN MODAL

)

2)

3)

)

Bagion Kesatu
Pembiayann

Passl 96

Pembiaynan  penyelenggaraan  hortikultura  yang
dilakukan oleh Pemerintsh bersumber dan anggaran
pendapatan dan belanga negara

Pembiayaan  penyelenggaraan  hortikultura  yang
dilakukan olelh pemerintah daerahh bersumber dani
anggaran pendapatan dan belamya dacrah.

Pembiayaan usaha hortikultura yang dilakukan oleh
pelaku usaha bersumber dan dana pelaku usahs dana
lembaga pembiayans, dana masysrakat. dan dana
lamnya yang sah.

Pemerintah  dan/atau pemenntah  daerah  dapat
membantu  pembisyaan  pengembangan — usaha
hortikultura yang dilakukan oleh pelaku usaha yang
mendukung program Pemerintah dan/atau pemerintah
dacrah

{5) Ketentuan

)

@)

)

.40 .

Ketentuan  lebsh  lamgut  mengenm  pembiayann
penyelenggarann sebagaimana dunaksud pada nyat (1)
dan  ayat (2). pembiaynan ussha sebagaunana
dimaksud pada ayat (3), dan bantuan pembiayasn
sebagaimana dimaksud pada ayat (4] diatur dengan
Poraturan Pemerintah,

Pasal 97
Untuk pengembangan usahn hortikultura:

a  Pemenintah menctapkan  persentase  portofolio
kredit bersubsadi dari alokasi kredit untuk sektor
pertanian;

b, Pemerintah dan/atan pemerintab daerah  sesum
dengan  kewenangannys  dapat  menggunakan
anggaran  pembangunan  untuk  subsidi  bunga
dan/ aten asurans: kredit, dan

¢ Pomerintah dan/atau pemenintaly daerah  sesumd
dengan kewenangannya menetapkan pagu alokast
anggaran  pembangunan untuk melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huraf b

Pemerintah dan/stau pemenntah daerab mendotong
terhentuknya lembagn keuangan guna pembiayssn
usahn hortikultura sesun dengan ketentuan peraturan
perundang undangan.

Penctapan persentase portofoho kredit, penggunaan
anggaran pembangunan untuk subsidi  dan/atau
asuranst kredit, penetapan pagu  alokasi anggaran
pembangunm, serta pembentukan lembaga
pembiayann sebagmmana dimaksud pada ayat (1) dan
aynt  (2) dipnortaskan  bagt  pembiayaan  usaha
hortikulturs makso dan kecil

Penotapan  persentase portofolio kredit, penggunasn
anggaran  pembangunan  untuk  subsidi  dan/atau
asuranst kredit, penetapan pagu alokasi anggaran
pembangunan, nerta pembentukan lembaga
prmbiaynsn sebagmmana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat  (2) dilaksanakan sesumi  dengan  ketentuan
peraturan perundang undangan

Bagian Kedua
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Bagian Kedua
Penjaminan

Pasal 08

(1) Pemenntah dan/stau pemenntah dosrah  sesum
kewenangannya mendorong lembaga kouangan milik
Pemerintah, pemerintah  daerah, dan swasta untuk
menyediakan pimjaman kepada pelaku usaha,

2} Pemernintah dan/aten pemermtah doerah memfanilitan
usahin mikro den kecil hortikulturs untuk memperoleh
fasilitas dan pinjaman tanpa agunan dart lembags
keuangan berdasarkan kelayakan usaba

3}  Foamlitas: sebagmmona dunaksud pada ayat (2) berupa:
n prmbenan jasninen untuk puyaman; dan/ stau
b bimbingan telkois

Pasal 99

Pelaku usalia hortikultura yang menyimpan produknya di
pergudangan  dapat memperoleh dan  memanfantkan rosi
gudang sesum dengan kotentuan  peraturan  perundany-
undangan,

Bagion Ketign
Pananaman Modal

Panal 100

(1) Pemenntah mendorony penanaman  modal  dengan
mengutamakan penanaman modal dalam neger

2) Penansman modal asing hanya dapat dilakulan dalam
usahin bensr hortikultura

(3) Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling
banyak 30% (tiga puluh persen),

(4)  Penanom modal asmg sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayast (3) wapb menempatkan dana di bank
dalam negern sebesnr kepemibkan modalnya

(5]  Penanam wmodal asiag sebagalmans dimaksud pada
ayat (2) dilarang mengguonkan kredit dari bank stau
lombaga keuangan mihk  Pemenntah  dan/atau
pemenintah dasrah,

Pasal 101

.42 -
Paanl 101

Penanam  modal asing  dalam  usaha hortikultura wajib
memberilan kesempatan pemagangan dan melakulkoen alih
tekaologs bagi pelaku usabia dalam nogen

BAB VIl
HIATEM INFORMASI

Pasal 102

(1) Sistems informasi hortikultura mencakup pengumpulan,

pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyapan,
sorta penyebaran data dan wmformass hortikulturs

(2)  Pemenntah dan/ateu pemermtah daorah berkewmiban
membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem
informant hortikaultura yang terintegeani

(3)  Sistem informant sebagaimana dumakaud pada ayat (1)
poling sedikat digunakan untuk keperluan:

A perencansan,
b, pemantauan dan evaluasi,

¢ pengelolsan  pmokan  dan  permintann  produk
hortikultura; dan

d, pertimbangan penanaman modal

1) Kowspban Pemorintah dan/atau  pemenntalh  dacrah
sobagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanskan oleh
pusat data dan tnforman

(5)  Pusat data dan informant sebagmmana dimaksud pada
ayat {4) paling sedikit menyediakan data dan informas
mengennl

n varietas tanaman,;

b, letak dan s wilayah, kawnsan, dan unit usaha
budidaya hortikultura,

PerIntan pasas,

peluang dan tantangan pasar,
perkirnan produkai;
perkicnan harga,

== a-n

g perkiraan
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g perkiraan pasokan;
h  perkiraan musim tanam dan musim panen.
« prakirsan dim
). ketersedinan prasarana hortikultura; dan
k. ketersedinnn sarana hortikultura
6)  Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wapb melakukan pemutakhiran data dan
mformani

(7)) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada nyst
{6) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh polaku
usaha dan manyarakat

#)  Ketentuan lebith lamjut mengenm  sistom  mformasi
dintur dengan Peraturan Meotert

Panal 103

Pemerintah dan pemerintah dacrah menjamin kerahasinan
data dan mformasi usaha hortkultura yang berknitan
dengan data perusahaan atou orang perseorangan dalam
proses perizinan dan/atau penclitian usaha hortikultura

BAR IX
PENELITIAN DAN PERGEMBANGAN

Panal 104

Penchitian dan pengembangan hortikultura wajb didakukan
secarn terus-menerus oleh Pemermtah, pemermtah daerah,
lembngn penchitinn, lembagn pendidikan, pelaku usaha,
dan/atau masyseaknt secarn  sendich-sendivs  atau dalam
bentuk kerja sama

Panal 105

Penehtinan dan pengembangan sebagaunana dimaksud dalss
Pasal 104 dapat dilakukan di dalam dan di luar negen,
dengan tidak membahayakan kesehatan manusia, merusak
koanokaragaman haynts, dan kelestarinn funygsi knghungan
hadup.

Pasal 106

- 44 -

Pasal 106
Pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah  berkowapban
wemfanlitas: pemanfastan dan publikasi hasil penelitian
yang bermanfaat bag: pengembangan hortikultura.

Pasal 107
Kegiatan penelitian hortikultura dapat dilakukan di kawasan
konservast setelah mendapat 1zin menten: yang membidang
urusan kehutanan

Pasal 108

(1) Orang perscorangan dan/atau badan hukum asing
dapat melakukan penehitinn  hortikultura untuk
kepentingannya sesuss dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Orang perscorangan dan/atau badan hukum asing
sebagmmana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan
penelitian wapnb
a  bokerja sama dengan lembaga penelitian dalam
negeri,

b melaksanakan alh teknologi dan pengetahuan
dalam kegatan penelitian, dan

¢. menyerashkan lasporan hasil penelittan kepada
Pemerintah selambat-lambatnya tiga bulan setelah

penchitian  selesm dilakukan  beserta  hasil
penelitian.

Pasal 109

(1) Hasil penchitian yvang dilakukan orang perseorangan
dan/atau badan hukum asing untuk kepentingannyvs
merupakan mibk bersama dengan matra kerja samanya
dan pemenntah

(2) Pengeluaran, penggunaan, dan publikasi hasil
penelitian yang dilakukan oleh orang perscorangan
dan/atou badan hukum asing sebagmmana dimaksud
pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan tertulis
dari Menters

Pasal 110
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Pasal 110

Pemerintalh memberikan pechindungan hak stas kekayann
ntelektual terhadap hasil penobtinn di bidang hortilkulture
sesum dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Poasnl 111

(1) Pemerintah dan/stau pemenminh daerah berkew sgiban
meomberkan insentid bagl penelitt hortikultura yang
berprestasi dalam

o menghasilkan vanetas tanaman unggul;

b menghasilkan produk bara yang memboercidean nila
tambah; dan/atau

¢ menemukan teknologl tepat guna vang bermanfant
besar bagi masyarakat

(2)  Insentd diberikan kepada pelaku  usalin, lembaga
penelitian, dan/atau lemboaga pendidikan dalom negen
yang melakukan  penelitian hortikultura melalu
program  penelitinn unggulan  oasional  dan/atau
daerahy

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenal pemberian insentyf
schagaimann dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetaplan dengan Poraturan Mentort

BAB X
PFEMBERDAYAAN

Pasal 112

Pemberdayann usaha hortikultura meliputs

o penguatan kelembagasn pelaku uanbia dan peningkatan
kualitas sumber daya manusin;

b pemberian bantuan teknik penerapan teknologi  dan
pengembangan usaha,

¢ Dasilitand  akses  kepada lembaga pembiaysan  atau
permodalan;

d penyedinan dota dan informany;
° fasilitany pelaksanaan promosi dan pemasasan.
f bantuan saraoa dan prasarsoa bortikulturae,

- sertafilcant

- 46 -

g sertifikasi kompetenst bagl perscorangan yang memiliks
keahlian usaba hortikultura, dan

b pengembangan kemitrann
Pasal 113

Pemerintah  dan  p ntah 4 b berkewajiban
memberdayakan usaha hortikultura mikro dan kecil

BAB X1
KELEMBAGAAN

Pasal 114

(1)  Pemerintah dan/atau pemenntnh dacrah mem/fasilitasi
pembentukan lembaga pengembangan hortikultura.

(2) Lembaga pengembangan hortikultura dapat dibentuk di
tungkat pusat, tmgkat provinsi dan/atau  tungkat
kabupaten/ kota sesum dengan kebutuhan.

(3) Lembags pengembangan hortikultura sebagamana
dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga vang
berstfat mandiri, profesional, dan nirlaba

(1) Lembaga pengembangan hortikultura terdin atas
unsur
A tokoh masyarakat,

b, pelaku usaha dan  asosiasi  pelaku  usaha
hortiloulturs,

pakar dan akademini, dan

d  konsumen produk dan jasa hortikultura,

~

Pasal 115
11)  Lembaga pengembangan hortikultura berfungs: sebagm
mitra kerja Pemermtsh dan pemenntah dsersh dalam
pengembangan hortikultars
(2) Dalam melaksanskan fungs: sebagammana diunaksud
pada ayat (1), lembaga pengembangan hortikultura
bertugas
a menampung dan menyalurkon aspiras: pelaku
usaha dan masyarakat,

b memberilcan |
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b  membenkan masukan  kepada  Pemenntah
mengenni arah pengembangan penyelenggarasn
hortieultura,

¢ membenkan data, informasi, dan masukan
kepada Pemenatah, pemermntah daerah, dan/atau
pelaku usaha, dan

d  membantu melakukan mediasi antar  asowins:
pelaku usaha,

Pasal 116

Ketentuan lebdh lanjut mengenai pembentuksn lembaga
pengembangan hortikultura sebagaumana dimaksud dalam
Pasal 114 dan pelaksanann tugas lembaga pengembangan
hortikultura sebagamana dunnaksud dalam Pasal 115 ayat (2)
cistur dengan Peraturan Menterd,

(1)

@)

Y]

BAB X1t
PENGAWASAN

Pasal 117

Pengawasan dilakukan dalam rangka memjamin mutu
sarana  dan/atau  produk hortikultura agar sesual
dengan standsr mutu yang telah  ditetapkan serta
menanggulangi  berbagai dampak oegatd  yang
merugikan masyarakat luas

Pengawanan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secars benjenjang  oleh  Pemenntah,
pemernntah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
senunl  dengan  kewenangannya  dengan  melhibatkan
peran serta masyarakat.

Pasal 118

Pengawasan sebagmmana dimaksud dalam Pasal 117
dilakukan melalui

a pelaporan dari pelaku usaha; dan/ atau

b pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
dan hasil usaha hortikultura,

(2) Dalam

@

3)

@)

5l

il

2)

(8]

.48 -

Dalam keadaan tertentu pengawasan dapat dilakukan
melalus pemerikssan tethadsp proses dan produk
usaha hortikultura

Pelaporan sebagaimana dinaksud pada avat (1) huruf a
morupakan nformani publik yang divmumkan dan
dapat diakses secara terbuka oleh maayarakat sesuni
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemantauan dan evaluasi sebagamana dimaksud pada
ayat (1) huraf b dilakukan dengan mengamati dan
momeorikan kesesuminn laporan dengan pelaksanaan di
lapangan

Ketentuan lebih lanjut mengenal persyaratan dan tata
cara pengaw ssan diatur dengan Peraturan Mentert

BAR Xm
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 119

Penyeleaggarann  hortikulturs dilakukan  dengan
mehbatkan peran serta masyarakat

Peran serta masyarakat sebagaunana dunsksud pada
ayat (1) dilakulcan dalam hal

PEOYUSLLOAN PeTencANARDN,

pengembangan kawssan,

penelitinn,

pembiayann,

pemberdayann,

pengewasan,

pembentulan asosiasi pelaku usaha,
pengembangan sistem informan;

pengembangan kelombagaan; dan/ atau
pembentukan  pedoman  tatm  cara usahna
hortikultura untuk kepentingan usahanya yeng
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional
dan peraturan perundang undangan

Peran serta masyarakat scbagmmana dimaksud pada
aynt (2) dapat dilakukan dalam bentuk pembenan
usulan, tanggapan, pengsjusn  keberatan, saran
perbaikan, dan/ateu bantuan,

- e meanop

{3) Peran

Analisis dampak..., Agung Pambudi, FE Ul, 2012

146



Pasal 120

Peran serta masyarakat sebagaumnna dimaksud dalam Pasal
110 dapat dilakukan oleh setiap orang stau pelaku usaha

Paand 121

Ketentuan lebih lanjut mengenal peran serta masyarakat
sebagnimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120
diatur dengan Peraturan Menten.

BAB X1V
SANKSI ADMINISTRATIF

Paxal 122

(1) Setinp orang yang melanggar ketentuan sebagaimann
dimaksud dalam Pasal 15 ayst (1), Panal 36 ayat (1) dan
ayat (2), Pasal 37, Panal 38, Pasal 54 ayat (1) dan ayst
{2), Posal 36 ayat (3), Pasal 60 ayat (2), Pasal 71, Pasal
73 myst (2) dan ayot (3), Pasal 81 ayst (1), Pasal B4 aymt
(1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 92 ayat (2), Pasal 100 ayat
{4), Pasal 101, Pasal 108 ayat (2), atau Pasal 109 ayat
(2) dikenai nandos adainisteatf,

2] Sanksi administratyd sebagaimmana dimaksud pada ayat
(1) berupa

A peringatan secara tertulin,

b denda admmnistratf,

¢ penghentinn sementara kegiatan,
d

penasilean  produk  dan  peredaran  oleh  pelaku
usaha;

o pencabutan i, dan/ ateu
{  penutupan usaha

(3} Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pengenaan
sonkui, besarnya  denda, dan mekanisme pengenasn
nonkst admimstratd sebagaitmana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) distur dengan Peraturan Menten

BAB XV

Analisis dampak

(2)

8]]

)

50 -

BAB XV
PENYIDIKAN

Fanal 123

Selaun pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat

pegowm negeri sipil tertentu yang lingkup tuges dan

tanggung jawabnya di bidang hoctikulturs dapat diberi
wewennng  khusus  sobagai  penyidik  sebagaimana

dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1951

tentang  Hukum  Acara Fidana untuk  melakukan

penyidikan dalnm tondak pidana & bidang hortikultura.

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana disnaksud

pada ayat (1) berwenang

o melakukan pemenksasn atas kebenaran laporan
atou keterangan berkenasn dengan tindak pidana
di bidang hortikultura,

b melakukan pemanggian techadap sescorang untuk
didengar dan  dipenksa sebagei tersangks atau
sebagal snkai dalam  tindak pidana di bidang
hortloalturs,

¢ melakukan penggeledahan dan penyitaan barang
bukts tindak pidana di bidang hortskultura,

d  memmta keterangan dan barang bukti dan orang
aton badan hukum sehubungan deagan tiodak
pidana di bidang hortikultura,

o membunt dan mensndatangant berta acara,

{  meoghontiken penyidikan apabila tidak terdapat
cukup bukd wotang adanys tindek pldans &
bidang hortukultura, dan

g meminta bantuan ahll delam rangkn pelaksanasn
tugas  penyidikan  tindak  pidana & bidang
hortiloaltura

Penyidik pogawni negent wipil sebagaimans dismnksud
poda ayat (1) memberitabhukan dmulsnys penyididon
kepada pejabat penyidik kepoliman negara Republik
Indonesia
Apabila  pelaksanann  kewenangan  scbagaimana
dimaksud  pada  ayat (7)) memerlukan  tindaken
penangkapan dan penahanan, peayidik pegew s negeni
wipll melakukan koordinast dengan pejabat penyidik
kepolisian negara Republik Indonesia sesunl dengan
ketentuan peraturan perundang undangan

{3) Peniyidik
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(%) Penyidik pegowar negert sipil sebagaimann dimaksud
pada ayat (1) meaynmpakan hasil penyidikan kepada
peountut wmum  melalul pejabat peayidik kepolisnan
negara Republik Indonesia

6)  Pengangkatan  pejabat penyidik pegawm negert sipil
dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan
senual  dengan  ketentuan  peraturan  perundang
undangan

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

FPasal 124

Hetiap orang yoang mengeluarkan vanetas dan sumber daya
gonetik hortikultura  yang terancam punsh dan/atsu yang
dapat merugikan kepentingan nasional dart wilayah negara
Republik Indonesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayst (2) dipidana dengan pidana penjara paling luoa 2 (dus)
tahun atals denda paling banyak Rp2 000 000 000,00 (dus
miliar rupiah)

Pasal 128

(1) Betinp  orang  yany  memperjualbelikan  baban
perbanyakan sumber dayn genotik hortikultura yang
terancam punah sebagmmana dimaksud dalam Pasal
20 bhurut o, dipdana dengan pidana penjarn paling
lama 2 (dun) tabun  aten  denda  paling banyak
Rp2 000.000.000.00 (dua miliar rupiah),

(2) Setiap orang yang mencbang pohon induk yang
mengandung bahan perbanyakan sumber daya gonetik
hortikultuen  yang  terancam  punah  sebagaimanas
dimaksud dolam Pasal 29 huruf b, dipadana dengan
pidana penjara paling lama 3 (Uga) tahun atau dends
paling banynk Rp 3000 000.000,00 (tign  miline
rupinh)

Pasal 126

(1) Setiap orang yang mengodarkan sarans hortikultura
yang tidak memenuhi standar mutu, tdak memenuby
persyaratnn tekois minkmal, dan/atau tdak tesdaftar
sebagmmana  dimaksud  dalam  Pasal 35, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau
denda paling banyak Rp2 000 000 000,00 (dua miliag
rupiah)

(2) Dalam

33 -

(2} Dalam hal perbuatan sebaganimana dimaksud pada ayat
(1) mengalabatkan rasakanya fungs lingkungan atau
membshayakan nyswa orang, maka pelaku dipedana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tga) tahun atan
dends paling banyak Rp3 000000 000,00 (ugs wuilise
rupiah)

Pasal 127

Setinp orang yang melakukan budidaya jemas tanaman
hortikultura yang merugikan keschatan masyarakat tanpa
izin khusus dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
07 dipsdana dengan pidana pemjara pahing lama 1 (atu)
tahun atau denda paling banyak Rpl.000.000.000,00 {satu
msliar rupiah),

Pasal 128

Setinp orang yang mengedarkan produk segar hortikultusa
impot tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/ stau
keamanan pangan sebagaumana dmukuml dalam Pasal 88
ayat (4). dipad dengan pid pemjara paling lama 2 (dua)
tahun atau denda paling banyak Rp2 000.000,000,00 {dua
mubiar rupiah).

Pasal 129

(1) Dalam hal perbuatan sebagmmana dimaksud dalam
Pasal 124 sampm dengan Pasal 128 dilakukan oleh
korporasi, maka selain  pengurusayn  dipidana
berdasarkan Pasal 124 sampai dengan 128,
korporasinya  dipidana  dengan  pidana denda
maksimum ditemmbah 1/3 (sepertiga) dan pidana denda
dari masing-masing tersebut,

(2) Dalam hal perbuaten sebagmmana dimaksud dalam
Pasal 124 sampm denpgan  Pasal 128 dilakukan oleh
pejabat sebagal orang yang diperintahkan atau orang
yvang karona jabatannya memiliki kewenangan di bidang
hortikultura, dipidana dengan pdana scbagmmana
ancaman pidona dalam Undang Undang im ditambah
1/3 (sepertiga).
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BAR XVIL
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 130

Pada sant Undang Undang wu mulad berlaku, semua
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengena hortikultura masth tetap berlaku sepanjang belum
diganti atau tidak bertentangan dengan Undang Undang ind.

Panal 131

(1) Pada saat Undang Undang i mulsd  berlaku,
persetuyuan  penanaman  modal asing untuk  usaha
hortikultura yang min pelaksansannya telah dibenkan
oleh Pemenintah dinyatakan tetap berlaku, kecual
untuk ponambahan modal baru disesusikon dengan
ketentuan dalam Undang-Undang mi.

(2)  Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sesudah Undang-
Undang ini mulsi berlaku, penansm modal asing yvang
sudah melakukan penanaman modal dan mendapatkan
1zm usaha wapb memenuhi ketentuan dalam Pasal 100
ayat (2), ayst (3), ayot (4), dan ayat (3)

BAB Xvill
KETENTUAN FENUTUP

Pasal 132

Peraturan Pemermtah sebagm pelaksana Undang - Undang mm
harus telah ditotapkan paling lama 24 (dua pululs empat)
bulan sejak Undang-Undang s dinndangkan.

Pasal 133

Undang-Undang i mulm berlaku  pada  tanggal
diundangkan

Agar |

.54 -
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memermtahkan

pengundangan Undang Undang i dengan penempatanny a
dalam Lembaran Negara Republik Indonesin

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 24 November 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
td

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundaogkan di Jakarta
poda tanggal 24 November 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPFUBLIK INDONESIA,
ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REFUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 132

Salinan sesuni dongan anlinys
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepaln Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonominn dan Industsi,

Setio Sapto Nugreho
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
HORTIKULTURA

UMUM

Indonesia memiliki kelayaan alam dan kekayaan hayati yang sangat
melimpah dan beragam yang harus dyaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan.
Undang-Undang Dasar WNegara Republik Indomesia Tahun 1945
mengamanatkan pemanifaatan dan pengelolaan berbagm potensi tersebut
untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat

Keanekaragaman hayati yang berupa tanaman buah, tanamen sayuran,
tanaman bahan obat, tanaman flonkultura, termasuk di dalamnya jamur,
lumut, dan tanaman air, vang mempunyad fungsi sayuran, bahan obat
nabati, dan ostetika dikenal sebagai tanaman hortikultura. Tanaman buah
adalah suatu kelompok jemis tanaman hortikultura selam  tanaman
sayuran, tanaman bahan obat dan tanaman perkebunan yang keseluruhan
atau bagian dari bushnya dapat dikonsumsi dalam keadasn segar maupun
sotelah diolah. Tanaman flonkultura adalah suatu kelompok jemus tanaman
hortikultura yang bagian atau keseluruhannya dapat dunanfastkan untuk
menciptakaan keindahan, keasrian, dan kenysmanan di dalam ruang
tertutup danfatsu terbuka Tanaman hortikulturs merupakan sumber
pangan bergin, estotikn dan obat-obatan yang sangat diperlukan untuk
membangun manusia vang sehat jasmani dan roham

Berbagm  karakteristik  kelompok  jemis  tanaman  hortikultursa,

mengadikannyes memubks fungsi yang beragam antars lain

1 sebagas sumber karboludrat, protemn, lemak, dan serat,

2 scbagai sumber vitamin, mineral, easim, hormon, anti oksidan, dan
berbagm bahan aktif obat alam yang bermanfaat bag kesehatan dan
kebugaran:

3 moemperbada dan melestarkan fungsi linghkungan,

4. wobagm koemponen penting dalum berbagas kegatan upacara, dan

5 webagai bagian dari peningkatan nilsi estetika

Keragaman fungsi darm tanaman dan produk hortikultura tersebut

merupakan potensi ekonoms yang sangat besar untuk menggerakhan roda

perckonominn  yang dapat menciptakan peandapatan, peluang usahs,
kesempatan kerja, serta keterkastan hulu-tulir dan dengan sektor laan,

Schubungan

-2

Sehubungan dengan besarnya potensi eckonomi  teraebut, diperlukan

pengaturan penyelenggaraan sistemn  pembanguoan dan pengembangan

bhortikultura  yang meountut  kejelasan  kewapban dan  kewenangan

Pemermtah dan pemerintah daeraly, serta hak dan kewajiban pelaku usaha

dan masyarakat, yang dijemin oleh kepastian huloum,

Bebetapn peraturan perundang undangan yang boggs sast i dygadikan

sebagal desar dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan

Bortihoultura antara lain

1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1002 tentang Sistemn Budidaya
Tonmman,

2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tkan
dan Tumbuhan;

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1096 tantang Pangan;

4 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Vacietas
Tanaman,

5  Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,
Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkeb

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Penikanan, dan Kehutanan,

8  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,

9 Undang Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Keoll,
dan Menengah,

10 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan den
Pengelolaan Lingkungan Hidup,

11, Undang-Undang Nomor 41 Tabun 2000 wntang Perlindungan Lahan
Pertanian Fangan Berkelangutan

Selain  itu, terdapat beberapa perjanjian  internasional yang sudah

disntifikant antara lain

1 Undang Undang Nomor 5 Tabhun 1994 tentang Pengesahan Untted
Nations  Convention en  Biological Diversity  (Kotwenst  Perserikatan
Bangun-Bangaa Mengenai Keanekaragaman Hayati),

2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement
Ewstablishing The World Trodle Organsation (Persetiguan Pembentukan
Organisani Perdagangan Dunia),

3 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesshan Kyoto
Protocol to The United Nations Framework Convention on Chimate Change
(Protokol Kyoto atan Koonvensi Keranghka Kerja Persenkatan Bangse.
Bangsa tentang Perubabian telim),

4 Undang Undang
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4  Undang-Undang Nomer 2] Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena
Protocol in Biosafety to The Conwention on Biological Biodwersity
(Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvens: tentang
Keanekaragaman Hayati);

5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 20006 tentang Pengesahan
International MNeaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
{Perjanpan Internasional mengenm Sumber Daya Genetik Tanaman
untuk Pangan dan Pertanian);

6. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan
Convention on International 'rade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora

Berbagm peraturan perundang-undangan terkmt dengan  hortikultura
tersebut i atas  belum  mampu  memenuls  kebutuhan untuk
penyelenggarasn pembangunan dan pengembangan hortikultura, Untuk
menyelenggarakan pembangunan hortikultura yang menyeluruh  dan
berdaya guna diperlukan ketentuan perundang undangan yang lebih
khusus agar relevan dan sesuai dengan karakteristik penyelenggaraan
prmbangunan dan pengembangan hoertkultura Dengan pengaturan
terscbut  diharapkan tujuan penyelenggaraan pembangunan dan
pengembangan hortikultura dapat tercapai.

Tujunn peayelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura
adalah untuk mengelols dan mengembangkan serta memaniaatkan
sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab dan lestan:
memenulu kebutuhan, kmp‘nm. selera, estetika, dan budaya masyarakat
tershadap produk dan jasa hortikultura, meningkatkan produksi.
produktivitas, kualitas, cﬂuumbab,dnyumgdnnp«mp.mn
memngkatkan konsums: produk dan pemaniantan jasa hortikultura:
menyediakan lapangan kerja dan  kesempatan usaha, membernkan

perlindungan kepada petani, pelaku usaha, dan konsumen hortikultura
nasional, memngkatkan sumber devisa negarn; serta menmgkatkan
keschatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat.

Pengaturan penyelenggaraan pembangunan dan  pengembangan
hortikultura  didassrkan  atas asns  kedaulstan, kemandinian,
kebermanfantan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keberlamjutan,
efisiensi berkeadilan, kelestanan fungsi lngkungan dan keanfan lokal
dengan mempertimbangkan karakteristik budaya serta nidai-malai luhur
yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pengaturan

4

Pengaturan penyelonggarann  pembangunan  dan  pengembangan
hortikultura dalsm  operasionalisasinyn mencakup aspek  wilayah dan
usaha hortukulture  Wilayah pengembangan hortikultusa  terdini  atas
kawasan-kowasan hortikultura yang di dalamnya terdapat unit-unit usaha
budidayn hortikulturs, Adapun usaha hortikaltues dibedakan stes  usaha
purbenibinn, usaba budidaya, usaba paoen dan pascapanen. usaha
pengolahan, usaba distnibusi, usaha perdagangan, usaha pemasaran,
usaha penelitian, dan usaha wisata agro.

Penyelenggaraan pembangunan dan  pengembangan hortikulturs harus
didukung oleh Pemerintab, pemermtah daerah, pelaku usaha, akademisi
dan pakar, serta masyarakat. Oleh karena stu, diperlulan pengaturan yang
komprehensil untuk menciptakan iklim yang kondusif bag pengembangan
hortikultura  yvang memberikan  kontribusi  yang bermakna  bag
pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi bangsa

Pengaturan dan ponstsan  penyelonggaraan  pembangunan  dan
pengembangan hortioulturas tersebut mencakup perencanann, pemanfantan
dan pengembangan sumber daya. pengembangan hortikultura; distribusi,
perdagangan, pemasaran, dan konsumsi, pembinyann, penjaminan, dan
penanaman  modal, sistem  informant;  penelitian  dan  pengembangan,
pemberdayaan, kelembagaan, pengawanan. dan peran serta masyarakat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Cukup jelas,
Panal 2
Huruf »
Yong dumalosud  dengan “mses kedaulatan”  adolab
penyelenggarann hortikultura harus mengutamakan kedaulatan
bangsn dan negara Republik [ndonesin
Huruf b
Yang dimaksud dengan  “anan kemandinian”  adalah
peayelenggarann hortikultura harus mengutamalkan peoggunasn
dan pemaniantan produk dan jass hortidoulturs dalam negeri,
Huruf ¢

Yang dumaksud  dengan  “sses Kebermandastan”  adalah
penyelenggaraan  hortikultura  bertujuan  untuk  memberikan
man{nat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu
hudup rakyat

Husuf d
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Huruf d
Yang dimaksud dengan  “asas keterpaduan”  sdalah
penyelenggarann hortikultura harus mengntegrasican berbaga
kepentingan yang bersifat kntas sektor, hntas wilayah, dan lintas
pemangiku kepontingan

Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas  kebersamsan”  adalah
peayelenggarsan hortikultura harus dilskuken secara bersama-
sama oleh Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan
manyarakat

Huruf {
Yong dimaksud dengan  “asas  keterbukaan”  adalah
penyelenggarann  hortikultura harus memberikan kesempatan
yang seluss-lussnys kepada masyarakat untuk mendapatian
informasi tentang hortikultura,

Huruf g
Yang dimakaud  dengan  “asan keberlanjutan®  adalab
peayelenggarann  hortdeultura  harus  dilaksanakan  secara
konsisten dan berkesmambungan dengan cara-cara pemanfantan
sumber daya yang menjamin  pemngkatan  kesejahteraan
masyarakat untuk mase ki dan masa depan

Huruf h
Yang dimaksud dengan “ssss  efivienni berkendilan™ adalah
peayelenggarann bortikultura  harus dilaksanakan secara tepat
guna untuk menciptakan manfant sebesar -besarnya dan sumber
daya dan membenkan kesempatan vang sama kepada setinp
warga negara

Huruf i
Yang dunaksud dengan “anas kelostanian fungs: hngkungan®
adalah  penyelenggarann  hortikultura harus  mengguonakan
sarana,  prasacana, tata  cara, dan  teknologs yang tidak
mengganggu fungs: hngkungan bmk secara biologis, mekanis,
geologis, maupun kumiawi.

Huruf §
Yang dimalaud dengan  “asas koarifan  lokal” adalah
penyelenggaraan  hortikultura harus  mempertimbangkan
karakteristik sosial, ekonomi, dan budayn serta nilai-nilai luhur
yvang berlaku dalam tats kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 3

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup elan
Ayat 2)

Huruf a
Culup jelas

Husuf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Dalam  perencanaan  hortikultura, produktivitas  dinkur
dengnn membagi Produk Domestik Brute (PDB) di selctor
pertanian dengan jumlab penduduk yang belerja di selctor
pertanian

Huruf {
Culkup jelas

Hurul g
Yang dimaksud dengan 'bobutuhan telonin” adahh
kebutuhan akan adanya gan aspek-aspek tel
yang harus dilakukan, upexu penerapan teknologi baru,
introduks) vanetas  baru, perubahan  pola  tanam.

pengembangan agrockosistem, p pan pola produksi, dan
perubahan penanganan pascapanen
Yang dimaksud dengan “kebutul k " adalahb

kebutuhan akan adanya pongembangan mpek-aspek
eckonomi vang harus dilakukan, sepertl introduksi lembaga
qumgmnduopmg“ penjaminan, dan
peng @ tem mformasi pasar

Yang dimaksud dengan “kebutuhan kelembagnan” mhhh
kebutuhan  akan  adanya pengembang P pek
kelembagnan yang harus dilakukan seperts
penumbubleemb kelompok, gabungan kelompok,
asosiong, danhnmun

Huruf h
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Huruf h
Cukup jelan

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Ketentuan il dimakosudkan  sgar  perencanaan  hortileulturn
disusun secars terintegrass dalam perencanasn sektor pertanian
dan smergis dengan perencansan di semun sektor yang terkait,
seperts  industrl, transportasi, perdagangan, pariwisata, serta
kounngan dan perbaaknn di semus tingkatan pemerintahan

Aym (2)
Yang dimeksud dengan “melibatkan  masyarakat”  adalah
mengikutsertakan petani dan pelaku usaha lamnyn, akademisi dan
pakar, sertn semun pomangku kepentingan hortikultura

Ayat (3)
Cukup polas

Ayat (1)
Cukup jelas.

Pasal 8
Culkup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Ay (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yany dimnksud dengan “pihiak bun” adalah pibiak yang bertugas
dan berkarys bagl kepentingan pelaku usaha hortikultuea, sepertd
pengawas bemah tanaman, pengendah OPT, pemulia, dan peneliti,

Ayar (3)
Cukup jelns.

Ayat (1)
Cukup jelan

Pasal 12

Panal 12
Cukup jelas

Pasad 13
Ayat (1)
Cukugp jelas

Ayat (2)
Cukup jelnn

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Sertilikast kompetens) dimaksudhan agar sotiap sumber daya
manusia memenuhi standar kompetenss di bidangonyn  masing
masing Pemenuhan standar  kompetens  didakulean  melalui
sertifikast kompetensi secara bertahap dengan terlebih dabulu
dilakukon proses pembinasn, Jemjang  sertifikal  kompetensi
berpengarub terhadap hubungan kerjn dan usaba bortikultuen.

Ayat (3)
Cukup jelos

Ayat (0)
Cukup jelan

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelan

Ayat (2)
Cukup jelnn

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “penyulul nwasta” adalal tenaga penyuluh
yang mempunyai kompetensi & bidang penyuluban hortikultuen,
bk yang dinediakan oleh pihak swasta maupun lembaga. seperti
perusahioan  bemsh,  perusahann  pupuk, perusahasn  bahan
pengendali OFT serta perusahaan jasa pascapanen, pengolahan,
dan pemannenn
Yang dimaksud dengan "penyulub swadayn™ adalah petani atau
pelaku usaha lainnya yang berbasil dalam usahanya dan wargn
mmsyarnkat ladnnyn yang dengan kesadaran sendin mau  dan
mampu menjndi penyulub

Ayat (%)
Cukup jelas

Pasal 15
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Pasal 15
Ayar (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yoang dunnkaud dengan “kemampuan tertentu” adalah kemampuan
di bidang tekms atau di bidang sosinl ckonom pertaman. Bidang
teknis antara lain adalah budidaya, pemulisan, perhindungan
tanamen, panen, pascapanen., dan pengolshan Bidang sosial
ckonomi mntara lain  adalah penyuluhan pertanian, sosiologl
pedesaan, perencanaan pembangunan pertanian, dan ckonomi
pertaman

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahan” adalah bagian daratan dan
permukann bumi sebagm sustu lingkungan fisik yang meliputi
tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya
weparts ikhim, rolief, aspek geolog dan hidrologl yang terbentuk
secara alaml maupun akibat pengarub  dan/atau  perbuatan
manusia.

Yang dunaksud dengan “lahan terbuka” adalah Iahan budidaya
tanpa penaung

Yang dimaksud dengan “lahan tertutup” adalah lahan budidaya
dengan penaung, seperti rumah kaca. rumah kasa, dan kubung
Jamur

Yang dunaksud dengan “media tanam lainnya” adalab antara lain

agar-agar, air yang diperkaya dengan nutrisi, serbuk gergmi,
1, sabut kelapa, dan arang

v

Ayat (2)

Yong dimaksud dengan “diindungt” adalah  dyega dan
dipertahankan agar lahan tetap berfungsi seaus peruntukkannya,
Yong dimakeud dengan “dipelihara”™ adalalh dikelola agar fungsi
don kualitas lahan dapat dipertahankan.

Yang dimaksud dengan “dipulihkan” adalah dikelola agar fungsi
dan kualitan lahan yang sudah menurun atau rusak  dapat
dikembalilcan

Yang

Yoang dimaksud dengan “ditingkatkan fungsinya” adalah dikelola
agar fungs: dan kualitas lahan semakin batk.

Ayat (3)

Pasal 17

Cukup jolas

Cukup jelas,

Pasal 18

Cukup jelas,

Pasal 19
Cukup jelas,

Panal 20
Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jolas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jolen

Huruf b

Yang dinmsksud dengan "hak guna pakas au” adalah hak untok
memperolel dan memakal i, senunl dengan ketontunn peraturan
perundang-undangan bidang sumber daya mr Ketentuan m
dimaksudkan agar penggunaan  air dapat  dikendalikan  oleh
Pomenintah dan pemenntah daerah dengan selalu memporhatikan

Pasal 25

Ayw

e (1)

[nventarismsi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeoliharaan
diakukan terhadap semua sumber daya genetik hortikultura
termasuk pohon induk yang menjadi sumber bahan perbanyakan
tanaman hortieultura,

Ayat 2)
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Ayat (2)

Cukugp yelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Panal 26
Cukup jelas.

Panal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “mtroduks” adalah memasukkan sumber
daya genetik ke dalam wilayah negara Republik Indonesin yang
dilakulkan apabila  diperlukan bagl pengayaan sumber dayn
genetik

Ayat (2)
Cukup jelas

Panal 28
Cukug jelay

Panal 29
Cukup jelan

Pasal 30
Ayat (1)
Yoang dimmakaud dengan “mdikast geografin® adalah sumtu tanda
yang meonunjukkan daecalh ssal sustu produk hortidoalturs, yaog
karena faktor lingkungan geografis termasuk {aktor alam, falktor
manusia, atau kombinasi dan kedua faktor tersebut, memben cir
dan kunkitas tortentu pada produk yanyg dibasdken,

Ayar (2)
Culkup jolan

Panal 31
Ayat (1)
Huruf n
Cukup jelan

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d

-12 -

Huruf d
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “gudang yang memenuhi
pemsyaratan  teknin®  adalah  gudang yang  memenuhi
prrsyaratan

Penggunaan sesumi dengan jemis barang (komoditas,

benih, pupuk, dan bahan pengendak OPT).

b) 3

¢) jemis (tertutup, terbuka, dan berpendingin),

d) ukuraniunggi, luas, dan kapasitas);

¢) konstruks);

Nl kelembapnn, dan

g)  subu udara tertentu

Huruf h
Yang dimaksud dengan “rumah atau penaung tanaman yang
memenuhi perayaratan teknis” adalalh  antsra lain ramah
kaca, rumal kasa, rumah sere/rumah lindung, ramah
plastik, dan kubung yang memenuhi persyarntan
a) kesesuman dengan fungs: (jemis tamaman, perbemahan,

dan budidaya),

b) desamin dan konstruksi;
¢l kapositas, dan
d) peralatan

Huruf s
Cukup jelas

Huruf j
Yang dimaksud dengan "bangsal penanganan pascapatien
yang memenubi  persyaratan  telois” adalah  bangunan
beserta fasithitasnya yang digunakan untuk penanganan hasil
panen, yang memenuhi persyaratan
4) kesesumian dengan fungsi (untuk  buahl, sayvuran,

forikultura, dan tanuunan baban obat),

b) desmn dan konstruksi;
c) kapasitas; dan
d) peralatan

Huruf k
Cukup jelan

Ayat 2)
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Ayat (2) Ayat (2)
Cukup jelas, Cukup jelas
Ayat (3)
P”.‘A 3'3' " Cukup jelas
" Harat o Ay (4
Cukup jelan Yoang dimaksud dengan “sarans  hortikulturs  produksi  lokal”
adalah sarana yang dihasilkan oleh suatu  kelompok, vang
Huruf b memenuhy standar muty yang disepakati oleh kelompok tersebut
Cukup jelas, A
yat (5)
Huruf ¢ Cukup jelas
Yang dunaksud dengan “zat pengatur tumbuh” adalah bahan
limaa, ftohormon, enmim, vitamin, stau organisme yang Pasal 36
bekerja secara sendu atau bersama-sama untuk mengatur Cukup jelas,
pertumbuhan dan perkembangan tanmman,
Huruf d Pasal 37
Culup jelem, Cukup jelas,
Huruf e Pasal 38
Yang dimaksud dengan "alat dan mesin” adalah peralatan Cukup jelan,
yang dioperasikan dengoan motor penggerak ataupun tanpa
motor penggerak untuk kegiatan hortikultura seperti traktor, Pasal 39
robot, alat kontrol, sprayes, fortigani, fumigator, komputer, Yang dimaksud dengan “memperhatikan keselnmatan dan  sosial
dan alar sigas: budaya masyarakat”, adalah memenuhl standar keselamatan dalam
proses produkni. penyimpanan, peagangkutan, dan penggunaannya,
Ayat (2) ) sorta memperhatikan tata nilal don  sosinl budays  masyerskat
Yang dimaksud dengan "kondisi lahan” adalah  bentuk, luas, dan setempat
kualitas lahan
Pasnl 40
Pasal 33 Ayat (1)
Cukup jelas Yang dimaksud dengan ‘“berintegrasi dengan wilayah usaha
lainnya®, adalah  penyelenggarann hortikultura diakukan dalam
Pasal 34 wilayah permukiman, pechutanan, perindustrian, pertambangan
Ayat (1) dan usaha lainnya sepanjang sesusd dengan tata cara usaha
Cukup jelas. hortleultura yang baik
Ayat (2) Ayat (2}
Yang dimaksud dengan “kemudahan fasilitas” adalah antara lun Cukup jelan
kemudahan dalam  memperoleh  pupuk, bemih, dan  bahan Ayat ()
pengendali OFT, serta alat dan mesin pertanian, Yang dimaksud  “rona inti” adalah bagan kewasan konservasi
Ayat (3) yong mutlak  dilndungp  dean  tdak  diperbolehkan  adanya
Cukup jelan, perubabian apa pun olel akctsvitas manusis.
Panal 35 Panal 41
Ayat (1) Ayat (1)
Cukup jelas, Cukup jelan
Ayat (2) Ayat 2)

156

Analisis dampak..., Agung Pambudi, FE Ul, 2012



- 18-

Ayat (2)
Yang dunnksud dengan “kawasan pengganti yang setara” adalal
kowasan yang memilida luas dan kualitas lahan yang sama serta
sarana dan prasarana hortikultura yang memadai.

Panal 42
Ayat (1)
Cukup jelan
Ayar (2)
Hurul a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pemanfantan  lahan™  adalah
penggunaan  lahan  terlantsr dan  Ishan yang  belum
dimanfaatkan  secara  optimal  sesum  dengan  fungm
utamanya. Pemanfaatan lahan divtamakan terhadap lahan-
lahan yang dikussai oleh Pemerintah atau  pemerintah
daerah, terutama diperuntukkan bagi usaha mikro dan
keail
Pasal 43
Culcusp jolas
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cubcup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Hurul a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Yang dumnaksud dengan “gangguan fink™ adalah antara lan
geogguan  keamanan, pencurian,  perusaken,  gangguan
hewan, dan longsor.

Yang

.16 -

Yang dunaksud dengan “gangguan biologin® adalah antara
lain OFT, pencemaran biologis, dan pencemaran genetik

Yang dimaksud dengan "gangguan kimiawi® sadalah antern
lan pencemaran bahan-bahan kimin, penggunaan pupuk
atau  baban  pengendall OPT  betlebihan, dan  hmbah
bethahaya

Huruf d
Culcup jelas

Pasal 47
Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah pengembangan kawasan
hortikultura didaksanakan dengan melibatkan semua mstitus) sesum
dengan fungsi, kegiatan, dan kewenangannya masing masing secara
bersama sama

Pasal 48
Cukup pelas

Pasal 49

Ayat (1)
Pondataan  ddakukan  dalam
pemberdayaan.

Ayat (2)
Cukup jelon

Ayat (3)
Cukup jelan

Ayat (4)
Culup jelas

Pasal 50
Culkup jelas

rangka  pembinaan  dan

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Pendaftaran dilakukan dalam rangka pendataan dan pelayanan
publik, yang mebputi antara lain nama usaha, joms usaha, lokas
usaha, dan alamat usaha

Ayat (2)
Usaha menengah dan besar wanb mendaftar kepada Pemerintah
dan/atau  pemerintah  dacrah, Bagt usaha  kecll dan  mukro
dilakukan pendatasn oleh pemerintah daceah

Ayat (3)
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Yang dumaksud dengan “persyaratan tekoss minimal® adalah
batasan terendah dari sposifikes: teknis yvang diterapkan agar
usnha hortikultura terlaksana dengan bmk, pka standar baku
belum ditetaplan

Ayat (2}
Yang dimaksud dengan “keamanan pangan produk hortikultura”
adalah kondisi dan upaya vang diperlukan untuk mencegah
pangan produk hortikultura dan kemunglanan cemaran biologis,
kimia, dan benda lun yang dapat mengganggu, merugiken, dan
membahsyakan kesehatan manusis.

Avat (3)
Cukup jelns

Ayat (1)
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Yang dunaksud dengan “fanilitas” antara lmn berupa:
) kemudahan perznan;
b) pemenfaatan lahsn,
¢) pemjaminan.
d} akses permodalan;
¢ pemasaran; dan/atan
f) kemudahan kerya sama/kemitrann,
Yang dimaksud dengan “insentsf” antara lan berupa:
a) keringanan pajak dan retribusi;
b) pemingkatan kualitas prasarana hortiloultura;
¢| bantuan pembisyasn bagi penerbitan sertifikat,
d) penghargaan; dan/atau
¢} kernnganan biaya penerbitan sertifikat tanah, terutama untuk

usaha hortikultura mikro dan kecil,

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36 |

S8

Pasal 56

Ayat (1)
Yang dimmakaod dengan "kemitraan™ adalab kerjn sama dalam
ketetkaitan usaha bak langsung maupun tdak langsung antara
usaha mikro dan/stau usaha kecil dengan usaha  menengah
dan/ atau usaha besar disertsl pembinann dan pengembangan oleh
usaha menengah dan/atan usaha besar dengan memperhatikan
prinsp  saling  memerlukan, saling  mempercaym,  saling
memperkuat, dan saking menguntungkan,

Ayat (2)
Culcup jelas

Ayat (3)
Culkup yelas

Ayat (4)
Hurul »

Cukup jelas

Hurul b
Cukup jelas.

Hurul ¢
Cukup jelan

Huruf d
Cukup jelas.

Hurul e
Cukup jelas

Huruf £
Yang dimaksud dengan “bentuk kemitraan lmn® seperti
kontrak budidaya, bagi has, kerja sama operasional, usaha
patungan (ot venture), dan penyumberluaran (outsourcing).
Kontrak budidaya merupakan perjanjian jual beli dengan
pemesanan pada awal penanaman,
Kerja sama operasional mehputs kerja sama pembiayaan,
penyedinan sarana produksi, teknis budidays, mansemen,
somnpai dengan pemanacan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup el

Ayat (2)
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ntroduksi dalam bentuk bemh atau
waten wduk” adalah pemasukan bensh atau matert induk dan
luar negeri untuk pertama kali dan  tidak  diedarkan atau
diperdagangkan, melmnkan untuk keperhuan pemulisan tanaman

Ayat (3)
Cukup yelas.

Ayar (4)
Yang dimalksud dengan “kelompok” adalah kampulan  pelaku
usahia yang menyepakati sustu kegiatan, tanggung jawab atau
penanganan riniko secara bersama berdanarkan kesamaan jenis
usaha, kesamaan komoditas, dan/atau kesamann ekosistem

Ayat (3)
Cukup jelas,

Panal 58
Ayat (1)
Yang dimaloaud dengan “didaftarkan™ adalah  dalam  cangka
pendataan, peogawanan, peagendabian, dan pelayanan publl,

Aymt (2)

Culcup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Panal 50
Ay (1)
Yang dimaksud dengan “kebenaran varietas™ adalah kesesumioan
petforma varetas dengan deskripsinya yang dapat dibuktikan,
baik  melalin  pembuktian  secara  visual  maupun  penguian
laboratormm

Yang dimaksud dengan "lembaga penguy yang telah terakreditany”
adalah lembaga pengup yang telah meneraphkan sistom manajemen
mwutu dan diakul oleh yang berwenanyg memberikan akreditas:

Ayat (2)
Yang dunaksud dengan “jenis tanaman tertentu” adalah  varietas-
varietan yang sangst dipengarulu oleh selora konsumen stan jenis
yang strainaya (pengelompolan jenis dart varietas yang samn)
mudah berubah

Ayar (3)
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 64

.20 -

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengawas beruh tanaman” adalah petugas
yang diberi wewenang dan hak untuk melaksanakan pengawasan
mutu bensh serta berkedudukan & lembags yang menangani
pengawasan dan sertifikasi bomsh

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Kebutuhan dalam negeri belum  tercukups apabila kapasitas
produks: dalam negen lebih rendah dari yumlsh yang dibutuhkan
oleh pelaku usaha pengguna bemuh

Ayat (4)
Cukup jelas,

Pasal 64
Yang dimasksud dengan “ussha perbenihan berbasis sumber daya
genetik nasional” adalah pengembangan dan pemanfastan sumber
daya genetik yong tersedia di wilayah negara Republik Indonesia
memadi benth bormutu vanetas tanaman hortikultura,

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67 .
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Panal 67
Ayat (1)
Yang dimaksud “jenis tanaman hortikulturs yaog merugikan
kesehatan masyarakat” adalah jenis tanaman hortdeultura, i luer
narkotika, yeng  keseluruban atau  bagian-bagiannya  dapat
menyebabkan  tmbuloya penyakit dan  efek  tertentu  yang
mengganggy kesehatan manusia

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasnl 68
Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pascapanen” adalah kegintan sctelah
panen yang mebputi pembersihan,  pencucian, penyortiran,
pengkelannn  (groding),  peogolahan  prmer  (pegeringan,
pengupasan, pembekuan, perajangan), pengawetan, pengemasan,
pelabelan, dan peayimpanan

Ayat (2)
Yoang dimaknud dengan “kegiatan pascapanen yang baik™ sdalab
kegiatan pancapanen yang prosesnyn memenubs standar yang
ditetapkan

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelos

Pasal 70
Ayat (1)
Kewnjiban untuk memenubs standar mutu berlaku pada proses
dan hasil pengolahan produk hortikulturs
Ayat (2)
Cukup jela

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasnl 72
Cukup jelas.

Poasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74

-22 -

Pasal 74
Cukup jelan

Pasal 75
Aymt (1)
Cukup jelas,
Ayat (2)
Pemanaran yang baik berpedoman pada tata cara perniagnan yang
baik (Good Trading Practices)

Ayar (3)
Cukup jelas,

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelan

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
VPenghargaan dari Pemermtah, pomenintah daerah, pelaku usaha,
dan masyarakat antara lain berupa bantuan biaya dan sarana
peneliting

Posal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelan

Pasal 79

Avat (1)
Cukup yelas,

Ayat (2)
Pelayanan transportasi yany efektf dan efisien dimaksudkan ager
produk bortikultura cepat sampm di tangan konsumen, misalnya
dengan momberikan  dispeninami  terhadap  kendaraan  yang
mengangkut produk hortikultura untuk melewats jalur tertentu
poada waktu tertentu

Ayat (3)
Kelancaran bongkar muat dimaksudkan untuk mempercepat
peepindahian produk hortilkultura, bk antarmodn  transportas
darat, laut, udara, dan kereta api, saupun aotarmodns transportasi
dengan tempat penanganan

Pasnl 80 .

Analisis dampak..., Agung Pambudi, FE Ul, 2012

160



-23-

Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas,
Ayat (2)
Hurul a
Cukup jelas,
Hurul b
Cukup jelas,

Huruf ©
Cukup jelas,
Hurul 4

Lapangan dan bangunan penampungan dimaksudkan untuk
menampung  produk  hortikultura  agar  mutu  dan

kesegarannya dapat dipertahankan,
Huruf e

Culcup yelan,
Huruf f

Cukup jelas,

Pasal 81
Cukup jelas

Panal 82
Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ‘komoditas tertentu” adalah komoditas
yang harganyas berfluktuasi dan  berpotens: mengganggu
perekonomian nasional atau merugikan pelaku usaha,
Yang dimaksud dengan “wilayah tertentu” adalah wilayah produksi
utama hortikultura yang menjadi barometer pemasaran produk
tersebut

Ayat (2)
Cukup jelas,

Pasnl 84
Cukup jelan

Panal 85
Cukup jelas.
Pasal 86

-24-

Panal 86
Culcup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)
Cukup jelas,

Ayat (2)
Persyaratan dan standar mutu sesum dengan Standar Nasional
Indonesia atau  yang setara, seperti Global Good Agricultural
Practices  dilakukan agar produk hortikultura yang diekspor
mempunyal daya saing di ungkat global

Ayat (3)
Cukup jelas,

Ayat (4)
Cukup yelas,

Pasal 88
Ayar (1)
Huruf a
Cukup jelan
Huruf b
Cukup jelas,

Huruf ¢
Culcup jelas
Hurul d
Cukup jelas,
Hurul e
Cukup jelas,
Hural [
Ketentuan mengenm keamanan dan perlindungan terhadap
keschatan manusia, hewan, tumbuban, dan lngkungan
mengacy  pada  perjanjian  internasional  Santtary  and
Phtosanitary  dann Orgamisasi  Pangan  dan  Pertaman
Perserikatan Dangsa Bangsa
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Penetapan  “pintu masuk” bagi mmpor produk hortikultura
dimaknvudkan untuk memudahkan pengawasan terkat dengan
masukaya OPT karantinag, keamanan hayat, spesies asmg yang
invasif, dan keamanan pangan.

Avat (4)

Analisis dampak..., Agung Pambudi, FE Ul, 2012

161



Ayat (4)
Cukup jolas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelan,

Pasal 90
Cukup yelan,

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cuboup jelas,

Pasal 93
Cukup yelan,

Pasal 94
Cudcup yelas,

Pasal 93
Huruf »
Penetapan buah dan  sayuran sebagai bahan pangan  pokok
dumaknudhan agar buah dan sayuran menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari kebijakan tentang pangan, baik oleh Pemerintal
maupun pemerintab daecal

Huraf b
Penetapan standar  koschatan dilakukan berdasarkan  Widya
Karyn Nasional Pangan dan Gizi atau Pola Pangan Harapan atau
atandar yang ditetapkan oleh Organisnst Pangan dan Pertanian
Perserikntan Bangsa-Bangsa

Huruf ¢
Cukup jelas

Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3) .

« 20 -

Ayar (3)
Yang dimaksud dengan “dana lannya vang sah”, adalaly antara
lnin dari swadaya masyarakat. hubah, dan piugaman dari pihak
Inin

Ayat (4)
Baotuan  pemerntah  dan/atau  pemensatal  daerah  dales
pembiayaan berupa bantuan sosial. bantuan modal, bantuan
langsung, dan bantuan tokoms
Fengembangan usaha horukultura yang mendukung program
Femenmtah  dan/atau  pemenatal  daeral  adalab  usahia
hortikultura yang sejalan dengan program Pemenntah dan/atau
pemerminh  daerab, bmk terkait dengan  lokasi, komodites,
maupun jenis usaha hortikultura

Aynt (5)
Cukup jelan

Paxal 07
Cukugp jelas,

Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Aynmt (3)
Huruf a
Cukup jelas

Hurut b
Pemenntah  dan/atau  pemenntah  daerah  memberikan
bimbingan tekms kepada pelaku usaha mikro dan keeil
hortikultura mengenm dasar kelayakan usaha, persyaratan
pengajunn  pembiayann, dan penyusunan  proposal
pengajunn pinjaman.

Pasal 90
Cukup jelas,

Pasal 100
Cukup jelas,

Pasal 101
Cukup jelan,

Panal 102
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Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Yoang dimaksud dengan “data” adalah termasuk statistik
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas,

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 103
Ketentuan tentang memamin  kerahasinan  data dan  informas:
mengacy kepada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang
informas: publik.

Pasal 104
Yang dimaksud dengan “pengembangan” dalam pasal i adalah
mengembanghan hasil penclitian agar dapat dindopsi dan diterapkan
oleh manyarakat.

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110

.28 .

Pasal 110
Cukup jelas

Posnl 11)
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pemberian wnsentyf dan Pemermtah dan/atou pemermntahy daerah
dapat besupa usng, prasacsan dan/ stag sarana

Ayat (3)
Cukup yelon

Pasnl 112
Huruf o
Penguatan kelembagann pelaku usaha dan peninghatan kualitas
sumber daya manuma  dimalaudkan  untuk  menmngkatkan
pengetabiuan, ketorampilan, kemandinan, dan jiwa kewirausahinan
melalui  pendidikan  dan  pelatihan, penyuluhan, dan model
pengembangan  lannya  dengan  memperhatikan  kebutuhan,
kompetenst,  dan budaya  masyarakat,  sesual  dengan
perkembangan dmu pengotahuan dan teknolog.

Huruf b

Culoup jelan
Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Culeup jelan
Huruf

Cukup jelas
Huruf {

Culoup jelan
Huraf g

Cukup jelas

Huruf h
Culoup jelas

Pasal 113
Cukup jelos

Pasal 114
Ayar (1)
Cukup jelas
Ayt (2)
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Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jolas

Ayat (4)
Huruf a
Yang dinaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah orang
perssorangan warga negara Indonesia yang berprestast dan
peduli kepada kemajusn dan peagembangan hortikulturs,
Huruf b
Cukup yolas

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelon

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelax

Pasal 117
Cukup jelan

Pasal 118

Ayat (1)
Cukup jelas

Aynt (2)
Yoang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” ndalah keadnan
di luar  kelaziman, seperti  terjadinya  penvimpangan  dalam
pelaksanann proses produkss atas prodiuk hortikoultura

Ayat (3)
Cukup jelan

Avat (4)
Cukugp jelas

Ayt (3)
Cukup jelan

Pasal 119
Ayat (1)
Cukup jelan

Ayat (2)

- 30 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dmmaksud dengan “bantuan” antara lain berupa dana, lahan,

sarann, prasarana, dan keahlian

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelns

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup yelns

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Culkup jelas

Pasal 128

Cukup jelas
Pasal 129

Cukup jelas
Pasal 130

Cukup jelas
Pasal 13}

Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.
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